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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia merevisi UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda
No. 23 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai
kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi
dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok
madani.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mulai di implementasikan sejak bulan Oktober
2016. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga
turut mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Pasca ditetapkannya UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016
pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari
kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan sesuai jadwal yang ditentukan.

Kata Kunci: UU No. 23 Tahun 2014, Pendidikan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah berupaya untuk
menyelenggarakan  pembangunan  yang berkesinambungan, melalui
pembangunan pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa
dan negara karena pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.’

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Kedua Bab XA (Hak Asasi
Manusia) Pasal 28 C ayat (1) berbunyi Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia. Berdasar pasal tersebut jelaslah bahwa pendidikan dapat

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

!Undang-Undang Pasal 1 angka (1), Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.



Untuk selanjutnya, hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan
yang bermutu diatur Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 5 ayat
(1).2

UU Sisdiknas menegaskan bahwa Pemerintah Daerah juga bertanggung
jawab mengelola pendidikan (Pasal 50 ayat (4)) dan mengelola pendidikan
dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis
keunggulan lokal (Pasal 50 ayat (5).® Selanjutnya, hal tersebut dipertegas dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam
Undang-Undang tersebut khususnya Pasal 13 ayat (1) huruf f, menentukan
bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi
merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi penyelenggaraan
pendidikan dan lokasi sumber daya manusia potensial. Selanjutnya, dalam Pasal
14 ayat (1) huruf f, menegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala
kabupaten/kota meliputi: penyelenggaraan pendidikan.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan
pendidikan, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah

2Fahriah, 2015, “Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah”, Jurnal IImu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 3. HIm. 1.

3Ibid., HIm.2.



provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan
dasar (Pasal 7 ayat (1)).

Untuk selanjutnya, Pemerintah Indonesia merevisi UU Pemda No. 32 Tahun
2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dengan
tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004
terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan,
ketidakjelasan  pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan
kelompok madani. Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dinilai
belum sepenuhnya menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan
mampu menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar-
tingkatan dan susunan pemerintahan.*

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

No | Sub Urusan

Pemerintah

Pusat

Daerah

Provinsi

Daerah

Kabupaten/Kota

1. | Manajemen

a. Penetapan

a. Pengelolaan

a. Pengelolaan

Pendidikan standar pendidikan pendidikan
nasional menengah. dasar.
pendidikan. b. Pengelolaan

pendidikan

“Dewi Sendhikasari, 2016, “Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah

Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi”, Majalah Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri, Vol. VIII,
No. 07/1/P3DI/April/2016. Hal. 38.




Sub Urusan | Pemerintah Daerah Daerah

Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
b. Pengelolaan | b. Pengelolaan anak usia
pendidikan pendidikan dini dan
tinggi. tinggi. pendidikan
nonformal.
Kurikulum Penetapan Penetapan Penetapan
kurikulum kurikulum kurikulum  muatan
nasional muatan lokal lokal pendidikan
pendidikan pendidikan dasar, pendidikan
menengah, menengah dan anak usia dini, dan
pendidikan muatan lokal pendidikan
dasar, pendidikan nonformal.
pendidikan khusus.
anak usia dini,

dan pendidikan

nonformal.

Akreditasi Akreditasi | ---—-- | -
perguruan
tingai,
pendidikan
menengah,

pendidikan




b. Pemindahan

pendidik dan
tenaga

kependidikan
lintas Daerah

provinsi.

No | Sub Urusan | Pemerintah Daerah Daerah
Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
dasar,
pendidikan
anak usia dini,
dan pendidikan
nonformal.
4. | Pendidik dan |a. Pengendalian | Pemindahan Pemindahan
Tenaga formasi pendidik dan pendidik dan tenaga
Kependidikan pendidik, tenaga kependidikan dalam
pemindahan | kependidikan Daerah
pendidik, lintas Daerah kabupaten/kota.
dan kabupaten/kota
pengembang | dalam 1 (satu)
an karier Daerah provinsi.
pendidik.




kabupaten/kota

No | Sub Urusan | Pemerintah Daerah Daerah
Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
5. | Perizinan a. Penerbitan a. Penerbitan |a. Penerbitan izin
Pendidikan izin izin pendidikan dasar
perguruan pendidikan yang
tinggi swasta menengah diselenggarakan
yang yang oleh masyarakat.
diselenggara diselenggara |b. Penerbitan izin
kan oleh kan oleh pendidikan anak
masyarakat. masyarakat. usia dini dan
b. Penerbitan b. Penerbitan pendidikan
izin izin nonformal yang
penyelengga pendidikan diselenggarakan
raan satuan khusus yang oleh masyarakat.
pendidikan diselenggara
asing. kan oleh
masyarakat.
6. | Bahasa dan Pembinaan Pembinaan Pembinaan bahasa
Sastra bahasa dan bahasa dan dan sastra yang
sastra sastra yang penuturnya  dalam
Indonesia. penuturnya Daerah
lintas Daerah kabupaten/kota




No | Sub Urusan | Pemerintah Daerah Daerah

Pusat Provinsi Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu)

Daerah provinsi.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mulai diimplementasikan sejak
bulan Oktober 2016. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah
Daerah Provinsi Riau juga turut mengimplementasikan Undang-Undang
tersebut. Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan
pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten/kota
ke provinsi resmi diberlakukan jika sesuai jadwal yang ditentukan. Namun
demikian, muncul pro kontra terhadap kebijakan pengalihan kewenangan
tersebut karena selama ini kewenangan pengelolaan pendidikan menengah
yang dilakukan oleh kabupaten/kota dianggap tidak mengalami kendala yang
berarti.

Permasalahan yang terjadi adalah karena perpindahan tugas dan
kewenangan ratusan guru maka berdampak pada pengurangan tenaga honor

yang bekerja di bidang tersebut. Meski pengurangan ini berakibat pada




kekurangan pegawai dan guru, namun pelaksanaan pendidikan tetap berjalan
seperti biasa karena hanya beralih pengelolaan saja.’

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul: Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan Pasca
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Studi di

Provinsi Riau.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji

dalam penelitian iniyaitu:

1. Bagaimana implikasi peralihan pelaksanaan urusan pendidikan menengah
Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang studi di Provinsi Riau?

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan urusan
pendidikan menengah Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang

Studi di Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis implikasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Riau di Bidang Pendidikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014.

5Abdul Razak. 2016. Diakses dari antarariau.com



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
pelaksanaan urusan pendidikan menengah Pasca Berlakunya UU No. 23

Tahun 2014 Tentang Studi di Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori
1. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945), sebagai
pelaksanaan dari ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan untuk
daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam
wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan
otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan
kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah, di samping itu keleluasaan

otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam



penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi.®

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi Kepala Daerah yang
terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota yaitu daerah
provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan
yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.
Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan
seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu
memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan
melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu
menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk
kemampuan perangkat daerah meningkatkan Kinerja
mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada
masyarakat.’

Otonomi yang bertanggungjawab yang dimaksud berupa
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus

dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa

6Bagir Manan. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta:Penerbit Pusat Studi
Hukum:2005.him.37-38.
"H.A.\W Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, P.T. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2013. HIm.7.
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peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar
daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Desentralisasi

Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah daerah lebih
difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi
ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami
pemerintah daerah sebagai kewajiban dari pada sebagai hak.®

Secara umum diyakini bahwa desentralisasi fiskal akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh
pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap
pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih
baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat. Namun
kecenderungan kearah tersebut tidak nampak karena hingga saat ini
sebagian besar Pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) Kota dan

Kabupaten di Indonesia merespon desentralisasi fiskal dengan menggenjot

8Syarif Hidayat. 2003. Diakses dari perpustakaan.bappenas.go.id
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kenaikan PAD melalui pajak dan retribusi tanpa diimbangi peningkatan
efektifitas pengeluaran APBD. Langkah kebijakan semacam ini dapat
berpengaruh buruk terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah
serta kesejahteraan masyarakatnya. Bagi sebagian besar provinsi, masalah
diatas merupakan agenda pokok yang perlu segera ditangani, karena jumlah
penduduk miskin mengalami peningkatan selama krisis ekonomi dan
keberadaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas (terdidik dan
terlatih) di masa depan merupakan kebutuhan tak terhindarkan dalam
menghadapi persaingan global. Diperkirakan jumlah penduduk miskin
meningkat sebanyak 13.8 juta jiwa atau meningkat sekitar 40 persen selama
periode 1996 — 1999.°

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan
identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan
kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah
daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.
Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui
jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan
pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun
program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan
pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan

waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

°Brahmantio Isdijosodan Tri Wibowo. 2008. Diakses dari bandiklat.babelprov.go.id
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Di era otonomi daerah kesempatan dan kemungkinan bagi
pengusaha daerah untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan pasar
dunia, banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintahan Daerah dalam
merespon desentralisasi fiskal. Terhadap respon dimaksud perlu dikenali
hingga sejauhmana desentralisasi fiskal mengakibatkan perubahan biaya
transaksi dalam perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat dalam
pembiayaan pendidikan.

Beberapa dampak positif dengan menerapkan otonomi daerah dapat
dikemukakan sebagai berikut:

a. Dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah.

b. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, daerah
mempunyai keleluasaan dalam melakukan pengelolaan pembangunan
sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kewenangan yang diberikan
kepada daerah juga memungkinkan bagi daerah untuk mengambil
keputusan secara cepat.

c. Dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, baik
dalam perencanaan, pengawasan, pendanaan, maupun dalam
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan
bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai
pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan
pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya
tinggi dangan daerah yang masih berkembang, tidak ada hirarki antara

kabupaten/kota dengan provinsi yang dapat menyebabkan timbulnya

kesulitan dalam koordinasi kegiatan lintas kabupaten/kota.

Abdul Sani. 2017. Diakses pada bandiklat.babelprov.go.id
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Beberapa permasalahan dalam penerapan otonomi daerah
diantaranya:!!

1) Aspek perencanaan, dominannya peranan Pusat dalam menetapkan
prioritas pembangunan (top down) di daerah, dan kurang melibatkan
stakeholders;

2) Aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa
petunjuk pelaksanaan maupun petujuk teknis dari Pusat;

3) Aspek pengawasan, banyaknya institusi pengawasan fungsional,
seperti BPKP, Itjen Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah, yang
satu sama lain dapat saling tumpang tindih.

Salah satu faktor lain yang sangat penting dalam terciptanya sistem
Pemerintahan Daerah yang ideal adalah peraturan dibuat sebaik mungkin
untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah, bila aparatur sumber daya
manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem Pemerintahan
Daerah yang melaksanakan dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah
tersebut tidak memiliki integritas, maka yang terjadi adalah terciptanya
sistem pemerintahan yang kental akan KKN (korupsi, kolusi dan
nepotisme).

. Wewenang

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah
lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang

dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-hubungan ini akan

H"Surtikanti.Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Universitas Widyatama, Vol. 1 No. 2,

September 2015, diunduh 20 Februari 2017.
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menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar sesama
pemerintahan.

Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai
konsekuensi  kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang
merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi
negara. Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi
sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang
diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang
bulat.'? Pada penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada kepala daerah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan
urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan
yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 6 bidang
yaitu:

a. politik luar negeri

b. pertahanan

c. keamanan

d. yustisi

e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama

2Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada:2005.hIm.8.
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Selain enam urusan pemerintahan yang diuraikan diatas, sisanya
menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga dengan demikian, urusan
yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah dapat
menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja selain enam bidang yang
telah dikemukakan diatas, asal saja daerah mampu menyelenggarakan dan
mempunyai potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan
rakyat pada saat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
wewenang daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan pada
dasarnya merupakan ke ikut sertaan daerah atau desa, termasuk
masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat atau daerah
untuk melaksanakan urusan dibidang tertentu.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dijelaskan bahwa guna mewujudkan pembagian urusan yangbersamaan
secara proporsional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah
kabupaten/kota, disusunlah kriteria yang meliputi:

1) kriteria eksternalis yaitu pendekatan dalam pembagian urusan
pemerintahan  dengan  mempertimbangkan  dampak/akibatyang
ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut;

2) kriteria akuntabilitas yaitu pendekatan dalam pembagian urusan
pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang

menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang
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lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani

tersebut, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian

urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin;

3) kriteria efisiensi yaitu pendekatan dalam bagian urusan pemerintahan
dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk
mendapatkan Kketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus
dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

4) keserasian hubungan adalah bahwa pengelolaan bagian urusan
pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda,
bersifat saling berhubungan, saling tergantung, saling mendukung
sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan
kemanfaatan.

Wewenang Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyali
wewenang diantaranya:1) mengajukan rancangan Perda; 2) menetapkan
Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD; 3)menetapkan
Perkada keputusan kepala daerah; 4) mengambil tindakan tertentu dalam
keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau
masyarakat; 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Otonomipendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya
kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu di pertanggungjawabkan
kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi public atau
lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa di sertai
dengan akuntabilitas public bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-
wenanng. ¥ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 10 di jelaskan bahwa dalam menyelenggarakan
urusan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau
dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah
atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa.’* Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
diluar urusan pemerintah, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri
sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan
kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dan menugaskan sebagian urusan
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas
tugas pembantuan.®®

Ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi

pendidikan, yaitu:

13H.AR.Tilaar,2002.MembenahiPendidikanNasional.Jakarta:RinekaCipta,hlm.16

4 UUNo.32Tahun2004tentangPemerintahanDaerahsudahdigantidenganUUNo.23Tahun20
14tentangPemerintahanDaerah

SHttp://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.htmldiakses 16Februari 2107
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1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang di miliki sekolah lebih
leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang di
miliki.

2) Efisiensi keuangan, hal ini dapat di capai dengan memanfaatkan sumber-
sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional.

3) EfisiensiAdministrasi, dengan memotong mata birokrasi yang panjang
dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.

4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan
pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan
pemerataan pendidikan.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pendidikan pada otonomi daerah,
pemerintah masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia
pendidikan. Hal ini terlihat jelas sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No0.25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonomi yang sudah di ganti dengan Peraturan Pemerintah
No. 38 Tahun 2007 bahkan sudah di ganti dengan Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12, bidang
pendidikan mengenai urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang
kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi Kepala Dinas Pendidikan.

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang
pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara
horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat

Jimly Asshidigie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti
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perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian
kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara
beberapa tingkatan pemerintahan.®
Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi: 1
a) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
b) Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota;
c) Pemerintahan desa
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan
menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati,
walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk
pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan
dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ
atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan

pemerintahan negara, mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian

18 Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan
Antara DPRD dan Kepala Daerah: Alumni Bandung. him.37.
Siswanto Sunarno, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika. Jakarta. him.5
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dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus
mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan
perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti
pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial
atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka
membiayai biaya keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal
tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Sedangkan
pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan pemerintah oleh organ

eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

E. Tinjauan Pustaka

Yusdianto (2015) meneliti tentang Hubungan Kewenangan Pusat dan
Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Hasil menunjukkan Pemerintah pusat dan provinsi diberikan
kewenangan besar untuk mengawasi kota atau kabupaten madya. Provinsi yang
sebelumnya lemah dan terbatas diperkuat dengan penambahan fungsi dan
kewenangan kepada  gubernur.Desentralisasi  mengutamakan  dasar
permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang
bersifat istimewa. Dasar hubungan pusat dan daerah dalam kerangka
desentralisasi, yakni kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum.

Eno Suwarno (2016) meneliti tentang Implikasi Terbitnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan perpindahan
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kewenangan berimplikasi kepada inisiatif dan proses-proses pembentukan
KPHL/KPHP oleh pemerintah kab/kota mengalami stagnasi. Antara lain pada
KPHP Kampar Kiri (sebagai KPH Pemdakab Kampar), saat ini sedang dalam
proses penyiapan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta
dokumen (P3D) kepada Pemprov Riau Sementara pemerintah Provinsi Riau
sendiri masih menunggu pedoman lebih lanjut untuk menindaklanjuti serah-
terima KPH tersebut.

Ramlani Lina Sinaulan (2017) meneliti tentang Implementasi UU Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan. Hasil
menunjukkan pemberlakuan Undanag-Undang tersebut menuntut adanya
perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang
lebih bersifat desentralistik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan ada tiga tantangan
besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-
hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber
daya manusia yang kompoten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global;
dan (3) sejalan dengan berlakunya otonomi daerah sistem pendidikan nasional
dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat
mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan
keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
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F. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek penelitian ini yaitu tentang Kewenangan Daerah di Bidang
Pendidikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Studi di Provinsi Riau.

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian
hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan,
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya di masyarakat. *® Penelitian dilakukan terhadap beberapa
aspek yang diteliti dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang
pendidikan.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau
4. Jenis Dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
data primer dan data sekunder, adapun sumbernya diperoleh melalui cara
sebagai berikut :

a. Data Primer

18 Bambang Waluyo. 2012. Penelitian Hukum dalam Praktik. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, Hal. 15.
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Data primer bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan
pihak yang terkait (sekolah menengah). Pengambilan data primer
tersebut melalui wawancara langsung dengan para responden.

b. Data sekunder
Data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-
referensi hukum, jurnal ilmiah hukum dan pendidikan, peraturan
perundang-undangan, dokumen bahan yang terkait yang diperoleh
dari kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan pihak yang terkait.
5. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini didapat berupa benda gerak, orang atau

proses tertentu.®
Sumber data informan dalam penelitian ini meliputi:

a. Aparat Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam hal ini adalah Seksi
kurikulum dan penilaian, seksi kelembagaan sarana prasarana, seksi
peserta didik yaitu Rudyanto.

b. Aparat sekolah menengah dan anggota yang mewakiliyang ada di
Provinsi Riau yaitu Hamdani Hamid.

6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama

dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Untuk

19 Andi Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan.
Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. him.143
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memperoleh jenis data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling
sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu percakapan
denganmaksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
tersebut.
b. Dokumentasi
Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang
tertulis baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga
silsilah dan pendukung data lainnya.
7. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian diseleksi berdasarkan
validasinya dan selanjutnya dianalisis secara kaulitatif. Data yang sifatnya
berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dianalisis
secara kualitatif dengan menggunakan analisis hukum dalam hal melihat
kewenangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan di
Provinsi Riau Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.Data
yang telah diperoleh dari lapangan tersebut, kemudian diolah agar lebih
sederhana. Kegiatan analisis data yang dilakukan yaitu :
a. Reduksi data
Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Mereduksi data akan mempermudah dan akan memperjelas dalam

20Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta.
him. 308
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memberikan gambaran yang telah diperoleh di lapangan serta dapat
mempermudah peneliti  ketika melakukan pengumpulan data
berikutnya. Selain itu, peneliti dapat memilih-milih mana yang relevan
atau sesuai dengan fokus penelitian, sehingga akan dapat menjawab

pertanyaan peneliti.

. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu men display kan
data atau penyajian data yang dimaksudkan agar mudah dipahami apa
yang terjadi sebenarnya di lapangan, dapat merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
Penarikan kesimpulan

Langkah yang selanjutnya yaitu peneliti melakukan penarikan

kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak sebab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif
masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di
lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan
baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang,

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
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G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori,
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAH DAERAH DAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH
Berisikan teori-teori yang mendukung tentang otonomi daerah, pemerintah
daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah.
BAB Il  IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI RIAU DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Berisikan analisis tentang implikasi kewenangan pemerintah daerah Provinsi
Riau di bidang pendidikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 dan Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan urusan
pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 di Provinsi
Riau.
BAB IV PENUTUP
Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis serta saran

yang dapat dijadikan masukan bagi masalah yang diteliti.
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BAB |1

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH
DAERAH DAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

A. Otonomi Bidang Pendidikan di Provinsi Riau
Sekilas Tentang UU Nomor 23 Tahun 2014

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang
yang lebih luas. Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan
salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu
didesentralisasikan agar pendidikan tersebut mencapai tingkat keberhasilan
yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian
urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk
desentralisasi pendidikan. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional
menghasilkan kedekatan antara pelayanan pendidikan dengan masyarakat
yang dilayani oleh pendidikan. Kedekatan ini menjadikan proses interaksi
manajemen pendidikan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian, dapat dilaksanakan secara lebih efisien
dan efektif.

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota
ke provinsi telah diatur dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 Pasal 15 dan
Lampiran Angka | huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan. Sedangkan perubahan pembagian urusan
pemerintahan terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan

menengah dapat dilihat pada bagan berikut ini:
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UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014

Pusat: Pusat:
1. Penetapan SNP 1. Penetapan SNP
2. Pengelolaan Dikti 2. Pengelolaan Dikti

Provinsi:

1. Pengelolaan Pendidikan
Khusus

2. Pengelolaan Dikmen

Kab./Kota: Kab./Kota:

1. Pengelolaan PAUDNI
2. Pengelolaan Dikdas
3. Pengelolaan Dikmen

1. Pengelolaan PAUDNI
2. Pengelolaan Dikdas

Gambar 1. Peralihan UU Otonomi Daerah
Sumber: Sendhikasari (2016)

Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan manajemen
pendidikan menengah yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota
berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, dialihkan ke provinsi berdasarkan UU
Pemda terbaru yaitu UU No. 23 tahun 2014. Dapat dilihat juga bahwa
pelimpahan kewenangan pendidikan menengah yang sebelumnya
dilakukan oleh kabupaten/kota sebenarnya telah mempresentasikan adanya
kebijakan desentralisasi pendidikan itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya
pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi menimbulkan
perspektif bahwa kedekatan kebijakan yang berusaha diciptakan ke
masyarakat, seolah-olah dijauhkan kembali rentang kendalinya karena
ruang lingkup provinsi lebih luas daripada kabupaten/kota.

Walaupun salah satu tujuan dari pengalihan kewenangan tersebut
adalah untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan
kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, jika desentralisasi

pemerintahan sebagian besar tetap diberikan kepada kabupaten/kota maka
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penerapan prinsip subsidiaritas harus menjadi pertimbangan utama dalam
melakukan pembagian urusan pemerintahan. Pertimbangannya adalah
yang paling dekat dengan masyarakat adalah yang paling tahu tentang
kebutuhan masyarakat, memudahkan partisipasi masyarakat, dan
pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraannya. Prinsip
subsidiaritas tersebut mendorong pelimpahan wewenang dari pusat ke
daerah dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan
kewenangan. Untuk itu, kriteria dan prinsip dalam pembagian urusan perlu
dirumuskan dengan jelas dan dimasukkan dalam konstitusi sehingga tidak
mudah diubah untuk kepentingan sempit dan jangka pendek. Hal ini
diharapkan mampu mempercepat terwujudnya democratic governance
pada tingkat lokal dan good governance secara keseluruhan. Pengalihan
kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada
provinsi tersebut juga berdampak kepada penyerahan personil, pendanaan,
prasarana dan dokumen.?

Adapun Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mewakili
masyarakat dan memberikan masukan kepada pemerintah, menilai terdapat
6 (enam) masalah krusial terkait alih kewenangan tersebut diantaranya;
Pertama, penempatan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi
pendidik, dan tenaga kependidikan. Kedua, dana APBD untuk Pendidikan.
Ketiga, SMA/SMK gratis. Keempat, sekolah swasta.  Kelima, dana

pendidikan dari masyarakat. Dan yang Keenam, yaitu pendidikan keluarga.

Z1Andi Nurul Ulum.2017. Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Universitas
HasanuddinMakassar 2017.
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Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus membuat perencanaan yang
matang terkait transisi pengalihan kewenangan pendidikan menengah
tersebut.??

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala dinas pendidikan
Provinsi Riau, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada
beliau:

“berbicara tentang, apakah yang menjadi urusan pemerintahan daerah
pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, yang menjadi urusan
pemda dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Riau, termasuk masalah
pembinaan, pendanaan, ketenagaan dan masalah asset, semua yang ada

di kabupaten/kota sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi

Riau”. 2

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas
Pendidikan Kabupaten Kota Pekanbaru sudah menjalankan amanat yang
seperti diundang-undangkan oleh UU No. 23 Tahun 2014, vyaitu

melimpahkan kewenangannya ke Provinsi Riau.

B. Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-

22Devi Sendhikasari, “Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari
Kabupaten/Kota Ke Provinsi”. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, VVol. VIII, No.
07/1/P3di/April/2016, H
Al.19

ZNila Resmita. Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada hari kamis 22 februari 2018.
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undangan. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifa taccountable, artinya
kebijakan pendidikan yang di ambil harus selalu di pertanggungjawabkan
kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau
lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa di sertai dengan
akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.?

DalamUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 10 di jelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.  Pemerintah  menyelenggarakan  sendiri  atau  dapat
menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan
kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.?®

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar
urusan pemerintah, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian
urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
Gubernur selaku wakil pemerintah dan menugaskan sebagian urusan kepada

pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas

2*H AR.Tilaar,2002.MembenahiPendidikanNasional.Jakarta:RinekaCipta,hlm.16
25UUNo.32Tahun2004tentangPemerintahanDaerahsudahdigantidenganUUNo.23Tahun20
14tentangPemerintahanDaerah
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pembantuan.?®

Otonomi juga mempunyai makna kebebasan atau kemandirian
(zelfstandigheid), tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan
yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang
harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyalahi makna dari otonomi
daerah.?’
Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:?3

1) Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak dikontrol” oleh pihak
lain ataupun kekuatan luar.

2) Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (self government), yaitu
hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (the right of
selfgovernment; self determination).

3) Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui, dan dijamin tidak
adanyakontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local or internal
affairs) atau terhadap minoritas suatu bangsa.

4) Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk
menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam
mencapai tujuan hidup secara adil (self-determination, self-sufficiency, self-
reliance).

5) Pemerintahan otonomi memiliki supremasi / dominasi kekuasaan
(supremacy of authority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan sepenuhnya
oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Otonomi adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah
dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya?°.
Otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan

mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan

26Http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.htmldiambilpadatanggal16Feb
ruari 2017
27 Amrah Muslimin. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung; Alumni. 1982. HIm.

6.

28Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah.: Alumni Bandung.HIm 23

Rudy. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia.
Bandarlampung; Indepth Publishing. HIm. 31
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut®. Seperti apa
yang dikemukakan oleh A.B. Leevis dalam local self government, terdapat dua
alasan pokok mengapa perlu adanya sebuah otonomi. Alasan yang pertama
adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Dilaksanakannya otonomi, beban dan tanggung jawab pemerintah pusat
dibagi kepada daerah sehingga daerah ikut berinisiatif dalam memenuhi
kebutuhannya. Atas dasar ini pemerintah daerah memiliki apa yang disebut
urusan rumah tangga. Daerah diberi kebebasan dan kemandirian dalam
membuat aturannya dan dalam melaksanakan aturan tersebut. Menurut
Longemann yang dimaksud urusan rumah tangga (houshouding) adalah “De
vrije taak, uit eigen vrij initiative ter hand genomen” (melaksanakan tugas
beban berdasarkan prakarsa sendiri yang bebas). Alasan kedua dari kebutuhan
akan otonomi daerah adalah sehubung dengan proses demokrasi.3! Di sisi lain,
penerapan otonomi daerah merupakan mekanisme yang memberikan bentuk
transformasi sosial, politik, dan ekonomi dalam pola yang harus mencerminkan
keadilan dan keserasian dua kutub berbeda, yaitu pemerintah pusat dan
daerah®,

UU No. 23 Tahun 2014 pada bagian ketentuan umum menyatakan bahwa

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

30Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011.Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan.
Yogyakarta: Graha Ilmu. HIm 3.

31Dian  Bakti  Setiawan,.2011. Pemberhentian Kepala Daerah  Mekanisme
Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
Him 81.

32Hari Sabarno,. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta;
Sinar Grafika. HIm. 61.
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mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian terdapat tiga argumentasi mendasar yang melandasi asumsi otonomi
daerah memperkuat dimensi kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yaitu®:

(1) Otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka
memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap
dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam konstruksi ini, pemerintah pusat mempertahankan hak dasar daerah
dengan memberikan kewenangan yang proporsional dalam mengurus
rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat dalam hal ini memberikan
jaminan kewenangan tersebut dengan tetap membimbing daerah pada
koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepada
daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus
dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Dengan
demikian, kekuatan ekonomi akan tersebar di seluruh daerah dengan
mengandalkan kekuatan potensi ekonomi daerahnya masing-masing.
Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan,
kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat.

(3) Otonomi daerah akan mendorong pemantapan demokrasi politik di daerah
dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan
proporsional. Penguatan demokrasi di tingkat daerah cenderung akan
mendorong secara perlahan, tetapi menyebabkan penguatan demokrasi
politik nasional. Fenomena ini tentu akan memperkuat basis demokrasi di
Indonesia. Jika masyarakat daerah sudah terbiasa dengan proses yang
terbuka dan terbiasa terlibat dalam mekanisme pembuatan kebijakan publik
di daerah, partisipasi masyarakat ditingkat nasional juga akan semakin
meningkat.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pendidikan pada otonomi daerah,
pemerintah masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di
dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas sejak berlakunya Peraturan

Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

3Suriansyah  Murhani,. 2008.Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah.
Palangkaraya; Laksbang Mediatama. HIm.8.
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Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi yang sudah di ganti dengan
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahkan sudah di ganti dengan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus
nya pada Pasal 12, bidang pendidikan mengenai urusan Pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana di maksud dalam
Pasal 11 ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Desentralisasi
pendidikan memberikan peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi
Kepala Dinas Pendidikan.
C. Pemerintah Daerah
Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan
jabatan dalam suatu organisasi. Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan dalam
organisasi negaraadalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif,
jabatan legeslatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-
jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang
tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu.3*
Istilah “Pemerintahan Daerah” dipergunakan untuk menyebut satuan
pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang

pemerintahan sendiri.® UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang

34Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta; Pusat Studi
Hukum (PSH) FH UII. him 100.

3Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011.Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan.
Yogyakarta: Graha Ilmu. HIm 41.
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dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan
pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.®

Badan atau lembaga menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan,
tugas pokok, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.
Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan kesatuan yang integral yang
memberikan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan hukum yang
diamanatkan UUD 1945.3" DPRD yang ada di daerah memiliki fungsi, tugas,
wewenang, dan hak-hak yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang ada
di pusat dalam ruang lingkup sebagai lembaga legislatif daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala Daerah yang menjadi penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi
adalah Gubernur, Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah
Walikota. Di dalam diri Kepala Daerah (Gubernur) terdapat dua fungsi yaitu
fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan

bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan di daerah dan

3] jhat Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

37B.N. Marbun,. 2005. Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, “Perkembangan
Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini” . Jakarta; Pustaka Sinar Harapan. Him. 114.
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fungsi sebagai kepala wilayah atau wakil pemerintah pusat yang memimpin
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah
pusat di daerah. Gubernur sebagai pemimpin provinsi bertugas mengarahkan
walikota dan bupati sebagai pemimpin kota/kabupaten untuk melakukan
pembangunan dan pelayanan di daerahnya agar sinergis dan harmonis dengan
pusat.®

Daerah otonom vyang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan
wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat
termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan
wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan umum di daerah.

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan
antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.
Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurusi
pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan

dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat

38Eko Noer Kristiyanto. Jurnal. “Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan
Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah ” . Jurnal Rechts Vinding, Volume
1, Nomor 3, Desember 2012.
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peraturan perundangundangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan
peradilan (disebut yudikatif).%
Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie:*°

“Pemerintah dalam pengertian yang lebih luas, berubah dengan menjaga
perdamaian dan keamanan negara dengan masuk dan keluar. Oleh karena
itu, harus memiliki kekuatan militer pertama atau kontrol angkatan
bersenjata, kekuatan legislatif kedua atau sarana untuk membuat undang-
undang, kemampuan finansial ketiga untuk mendapatkan uang yang cukup
dari masyarakat untuk membiayai biaya mempertahankan negara dan
menegakkan hukum itu dibuat atas nama negara .

Samuel Edward Finer dalam bukunya Comperative Government
sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie, menyatakan bahwa istilah
government, paling sedikit mempunyai empat arti:*!

1) menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakankontrol
atau pihak lain (aktivitas atau proses roverning).

2) menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau prosesdi
atas dijumpai (keadaan).

3) menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas
untuk memerintah (orang berubah dengan tugas pemerintahan).

4) menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat
tertentu diperintah (cara, metode atau sistem oleh penyihir masyarakat
tertentu diatur).

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich adalah segala
urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan

rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak

39Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Iimu Pemerintahan. Refika Aditama. Bandung.
HIm.21-22
401bit.hIm.22
HIm.3 4“Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar lImu Pemerintahan. Refika Aditama.Bandung.
m. -
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hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas
lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.*2

Tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan
negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi
pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat
membentuk satu kesatuan proses yag satu sama lain saling berhubungan dalam
rangka penyelenggaraan fungsi negara.*® Sistem pemerintahan daerah ada
beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori
pembagian kekuasaan secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara
vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidigie, pembagian kekuasaan yang
bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal
ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian
kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.**

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi: *°
a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
b. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota;
c. Pemerintahan desa

42Titik Triwulan Tutik.2005. Pengantar limu Hukum. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.HIm.97

BLuthfi WidagdoEddyono.2010.Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
oleh MK. Jurnal Konstitusi : Volume 7 Nomor 3 Juni 2010. Jakarta :Mahkamah Konstitusi.hlm.16-
17

4juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan
Antara DPRD dan Kepala Daerah: Alumni Bandung. him.37.

45Siswanto Sunarno, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika. Jakarta. him.5

40



Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan
dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-
organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka
mencapai tujuan pemerintahan negara, mempunyai kewenangan untuk
memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh
karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan
untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai
kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga,
harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi
keuangan masyarakat dalam rangka membiayai biaya keberadaan negara
dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka
penyelenggaraan kepentingan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti
sempit adalah perbuatan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya

dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

D. Hubugan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UUD 1945 telah mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah
khususnya pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pasal 18 UUD 1945
menyatakan bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
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(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang.

Selanjutnya dinyatakan pula pada Pasal 18A UUD 1945 mengenai
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota yaitu:

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B UUD 1945 selanjutnya menyatakan mengenai:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 UUD 1945 dapat dipahami bahwasanya merupakan suatu landasan

hukum dalam pembentukan Pemerintahan Daerah berikut aparat-aparat maupun
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instansi-instansi vertikal yang nantinya akan melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan dapat pula dipahami adanya sebuah badan perwakilan
daerah yang mewakili kepentingan-kepentingan maupun aspirasi-aspirasi
masyarakat yang dalam perkembangannya menjelma menjadi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan UUD 1945, terdapat dua buah nilai dasar yang dikembangkan
di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas
otonomi yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris
diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan
pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya kedaulatan yang
melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi
diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal. Sementara itu nilai
dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah
dalam masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan atau
pengakuan kewenangan sebagai daerah otonom.*

Pemerintahan Daerah Otonom yakni satuan pemerintahan daerah yang
berada di bawah Pemerintah Pusat yang berhak atau berwenang
menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
setempat. Ciri-ciri Pemerintahan Daerah Otonom adalah sebagai berikut:*’

a. Urusan-urusan atau wewenang pemerintahan yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah otonom adalah urusan atau wewenang
pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga sendiri.

b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dijalankan oleh pejabat-
pejabat yang merupakan pegawai pemerintah daerah itu sendiri. atau

46Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011.Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan.
Yogyakarta: Graha IImu. HIm. 37
47Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. Halaman 43.
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dengan kata lain pejabat tersebut diangkat dan diberhentikan oleh
pemerintah daerah otonom itu sendiri.

Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas dasar
inisiatif atau prakarsa sendiri.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah otonom
adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan, bahkan
dapat dikatakan sebagai hubungan kemitraan.
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BAB Il

IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014

A. Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan

1. Kewenangan Daerah Sebelum Berlakunya UU Nomor 23 Tahun
2014

Berbagai jenis kewenangan khususnya dalam bidang pendidikan
seperti disebutkan di atas, pada prinsipnya merupakan salah satu di
antara 16 jenis urusan wajib. Menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 32
Tahun 2004 jo Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 urusan wajib adalah
pelayanan dasar yang berkaitan antara lain dengan pendidikan,
merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh pemerintahan daerah. Berikut ini adalah jenis urusan pemerintahan
bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah diatur dalam UU Sisdiknas:*

Tabel 2. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
yang Diatur Dalam UU Sisdiknas

Pasal Keterangan

Pasal 10 | Mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan

Pasal 11 | Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
ayat 1 terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap
warga negara tanpa diskriminasi

Pasal 11 | Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
ayat 2 pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh
sampai dengan lima belas tahun

“8Fahriah, 2015, Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, Jurnal IImu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 3.
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Pasal

Keterangan

Pasal 46 | wajib menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20

ayat 2 persen dalam APBN maupun APBD sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945

Pasal 34 | Menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang

ayat 2 pendidikan dasar tanpa memungut biaya

Pasal 38 | Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum

ayat 1 pendidikan dasar dan menengah

Pasal 38 | Dinas Pendidkan Daerah atau Kanwil Departemen

ayat 2 Agama melakukan koordinasi dan supervisi terhadap
pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan
menengah yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan
komite sekolah

Pasal 41 | Mengangkat, menempatkan, menyebarkan pendidik dan

ayat 2 tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan
pendidikan formal

Pasal 41 | Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan

ayat 3 tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bemutu

Pasal 44 | Membina dan mengembangkan tenaga kependidikan

ayat 1 pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
pemerintah dan pemerintah daerah

Pasal 44 | Membantu melakukan pembinaan dan pengembangan

ayat 2 tenaga pendidikan pada satuan pendidikan formal yang
diselenggarakan oleh masyarakat

Pasal 45 | Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi

ayat 1 keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan,
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,
sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik

Pasal 50 | Menteri bertanggung jawab atas pengelolaan atas sistem

ayat 1 pendidikan nasional

Pasal 50 | Pemerintah menentukan kebijakan dan standar nasonal

ayat 2 untuk menjamin mutu pendidikan nasional

Pasal 50 | Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan

ayat 3 pendidikan pada semuan jenjang pendidikan unutk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf
internasional.

Pasal 59 | Mengevaluasi pengelola, satuan, jenjang dan jenis

ayat 1 pendidikan

Pasal 60 | melakukan akreditasi terhadap program dan satuan

ayat 2 pendidikan sebagai bentuk akuntablitas publik

Pasal 66 | Melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel

ayat 1 atas penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang dan

dan 2 jenis pendidikan
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Seperti yang diungkapkan oleh Dinas Pendidikan, sebelum
diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 beliau mengatakan:

“Pembagian untuk urusan ini seperti untuk masalah pendidikan,

yang membiayai itu biasanya 25% Pemerintah Pusat, 25%

Pemerintah Kota dan 50% pemerintah Provinsi, dan sekarang semua

dari Pemerintah Provinsi”.*

Dari penjabaran diatas menurut peneliti, Dinas Pendidikan Provinsi
Riau sebelum diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014, untuk
pelaksanaan otonomi bidang pendidikan pelaksanaannya, sudah
terlayani  mulai  dari peserta didik, guru dan masalah
pendidikannya.Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan
tenagakependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bemutu, dalam hal ini adalah layanan program sekolah
wajib belajar 12 tahun khususnya untuk SMA/SMK/Menengah, untuk
anak yang berusia sampai 12 tahun yaitu anak yang belum masuk ke
SMA atau anak-anak dikatakan tidak mampu, mendapatkan bantuannya
dari pemerintah Provinsi.Dinas Pendidikan Provinsi telah fokus dalam
pengurusan SMA/SMK yang dialihakn dulunya dari Kabupten Kota ke
Provinsi. Begitu pula dengan pendidikan kebutuhan khusus, sudah
memiliki bidangnya sendiri PKLK yaitu pendidikan kebutuhan luar
khusus. Berikut nama-nama lembaga pendidikan yang ada di

Pekanbaru:

“SNila Resmita, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada hari Kamis 22 Februari 2018
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Tabel 3. Daftar nama lembaga pendidikan di Pekanbaru

SMK BINA
PROFESI
SMA AL HUDA SMAIT AL ITTIHAD PEKANBARU
SMKN
SMK TARUNA KEHUTANAN
SMA AN NAAS PEKANBARU PEKANBARU
SMK
SMA NEGERI 9 MUHAMMADIYAH
SMAS WIDYA GRAHA | PEKANBARU 2 PEKANBARU
SMK NEGERI 2 SMA DARMA
PEKANBARU SMA SETIA DHARMA YUDHA
SMK PERBANKAN SMK MULTI MEKANIK SMK UMMU AL
RIAU MASMUR PEKANBARU QURA
SMK IBNU
SMK TARUNA SATRIA | SMK SULTHAN TAIMIYAH
PEKANBARU MUAZZAM SYAH PEKANBARU
SMA NEGERI 6
SMA TRI BHAKTI SMA NURUL FALAH PEKANBARU
SMK NEGERI 7 SMK NURUL FALAH SMA NEGERI 11
PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU
SMA NEGERI 7 SMA NEGERI 3
PEKANBARU SMA Plus Terpadu PEKANBARU
SMK TELKOM SMK TIGAMA SMK MANAJEMEN
PEKANBARU PEKANBARU PENERBANGAN
SMK FARMASI SMA BINA MITRA
IKASARI PEKANBARU | SMK TARUNA MASMUR | WAHANA
SMK NEGERI 6 SMA NEGERI 10
PEKANBARU SMA PLUS BINA BANGSA | PEKANBARU
SMK MIGAS SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 4
TEKNOLOGI RIAU PEKANBARU PEKANBARU
SMA NEGERI 14 SMA NEGERI 5
SMAIT IMAM SYAFII 2 | PEKANBARU PEKAN BARU
SMA NEGERI 16 SMK KEUANGAN SMA NEGERI 11
PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU
SMA NEGERI 3
SMK YABRI TERPADU | SMA EDUCATION PEKANBARU
SMKMUHAMMADIYAH SMK MANAJEMEN
3 TERPADU SMK YKWI PEKANBARU | PENERBANGAN
SMA BINA MITRA
SMA KUSUMA SMA MUHAMMADIYAH | WAHANA
SMK KANSAI SMA NEGERI 10
PEKANBARU SMA IT INSAN UTAMA PEKANBARU
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SMA TEKNOLOGI

PEKANBARU SMA YLPI PEKANBARU SMA ANNUR

SMK ANALIS

KESEHATAN

YAYASAN ABDURRAB SMK NEGERI 4

PEKANBARU SMA CENDANA PEKANBARU

SMA AL AZHAR

SMK TUNAS KARYA SYIFA BUDHI

SMA SANTA MARIA PEKANBARU PEKANBARU II

2. Kewenangan Daerah Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014

Kebijakan desentralisasi

pendidikan dilakukan dalam rangka

mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Adanya pengalihan

kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten / kota ke

provinsi berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 merupakan salah satu

kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah

provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas

dan efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka good governance di

bidang pendidikan.>

Penerapan kebijakan ini akan menimbulkan beberapa dampak

diantaranya, dengan

kepindahan kewenangan

penyelenggaraan

pendidikan menengah, beban daerah kabupaten/kota dalam upaya

menyelenggarakan pendidikan akan berkurang. Khususnya dalam

beban biaya, sehingga berdampak pada efisiensi APBD yang cukup

50Dewi Sendhikasari, 2016, “Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah
Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi” , Majalah Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri Vol. VIII,

No. 07/1/P3DI/April/2016.
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signifikan dan bisa dialihkan pada program yang memiliki skala
prioritas. Sedangkan dampak negatifnya, pelayanan administrasi yang
berkaitan dengan pendidikan menengah akan tidak maksimal karena
rentang kendali yang cukup jauh. Namun demikian, pengalihan
kewenangan pendidikan menengah ke provinsi, tetap harus dilakukan
karena merupakan amanat dari UU Pemda yang baru. Pemerintah
provinsi juga harus berbenah dengan mempersiapkan proses transisi
tersebut. Tidak hanya secara administrasi, SDM, dan aset, namun yang
paling krusial adalah persoalan anggaran. APBD provinsi juga harus
dilokasikan untuk pendidikan menengah, meskipun masih memerlukan
bantuan dari kabupaten/kota masing-masing, karena Kketerbatasan
kemampuan keuangan provinsi. Oleh karena itu, provinsi perlu
mengoordinasikan pengelolaan pendidikan menengah ini dengan
masing-masing kabupaten / kota, yang mempunyai kebijakan
pendidikan yang berbeda, dan kemampuan keuangan daerah yang
berbeda-beda pula. Selain itu, pemerintah pusat dan juga DPR melalui
fungsi pengawasan berkewajiban mengawasi proses transisi
kewenangan tersebut sesuai UU yang berlaku agar implementasinya
dapat berjalan dengan lancar dan tanpa konflik yang berarti.
Kewenangan daerah setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014,
pun tidak luput dari sorotan peneliti dalam wawancaranya kepada Dinas
Pendidikan Provinsi Riau, beliau mengatakan pengaturan otonomi

bidang pendidikan di Kabupaten Kota, setelah diberlakukannya UU
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No. 23 Tahun 2014, pelayanan di bidang pendidikan sudah maksimal

dijalankan, setelah dilakukannya ada nya UU No. 23 Tahun 2014 ini,

semua anggaran yang dibutuhkan bisa disetujui tiap tahunnya untuk

sekolah.

Jauh sebelum diberlakukan dan meningkat

sesudah

diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014. Serta terpantau dan mudah

dijangkau dari Pemerintah Provinsi, karena telah disediakan cabang

dinas atau UPT di tiap-tiap daerah terpencil.

Tabel 4. Jumlah sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Riau

SMA

NO | KABUPATEN N S IML

1 KAB. BENGKALIS | 34 11 45
KAB. INDRAGIRI

2 HILIR 23 20 43
KAB. INDRAGIRI

3 HULU 21 6 27

4 KAB. KAMPAR 41 9 50
KAB. KEFULAUAN

S MERANTI 16 ! 23
KAB. KUANTAN

6 SINGINGI 21 0 21

7 KAB. PELALAWAN | 19 4 23

8 KAB. ROKAN HILIR | 37 27 64
KAB. ROKAN

9 HULU 28 6 34

10 | KAB. SIAK 31 4 35

11 | KOTA DUMAI 6 8 14
KOTA

12 PEKANBARU 18 43 61
JUMLAH 295 145 440
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SMK
NO | KABUPATEN N S IML
1 KAB. BENGKALIS 15 11 26
KAB. INDRAGIRI
2 HILIR 8 11 19
KAB. INDRAGIRI
3 HULU 10 5 15
4 KAB. KAMPAR 11 18 29
KAB. KEPULAUAN
> MERANTI 2 > !
KAB. KUANTAN
6 SINGINGI 1 ! 12
7 KAB. PELALAWAN | 8 9 17
8 KAB. ROKAN HILIR | 6 21 27
9 KAB. ROKAN HULU | 20 16 36
10 | KAB. SIAK 12 13 25
11 | KOTA DUMAI 6 10 16
12 | KOTA PEKANBARU | 9 o1 60
JUMLAH 118 171 289

Tabel 5. Jumlah sekolah menengah kejuruan di Provinsi Riau

. Implikasi Perubahan UU Bagi Daerah/Kota

Perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 menjadi UU nomor 23 tahun
2014 merupakan reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Selama orde
baru, sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem sentralisasi, dengan
perubahan UU ini maka pendidikan kini berada pada sistem desentralisasi.
Sistem desentralisasi atau otonomi pendidikan adalah suatu sistem yang
“memberikan kesempatan lebih luas kepada otoritas daerah untuk

melakukan inovasi dan memanfaatkan keunggulan lokal dalam
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penyelenggaraan pendidikan”.®! Pemberian otoritas lebih besar kepada
pemerintah daerah, memberikan semangat kompetisi di antara para
pemegang otoritas pendidikan antara daerah untuk menunjukkan
keberhasilan mereka di bidang pendidikan.

Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah bidang
pendidikan antara lain adalah:®2

a. Kemandirian daerah
Pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan
pendidikan, menuntut pemerintah daerah untuk mengelola
penyelenggaraan pendidikan mereka secara mandiri, dan mengurangi
ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian ini diwujudkan
antara lain dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh pemerintah
daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga diberi keleluasaan
untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya pendidikan. Sekolah dan
guru yang semula menjadi bagian dari pengelolaan Departemen
Pendidikan Nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah
daerah. Hal ini memberikan kesempatan sekaligus juga tantangan
kepada pemerintah daerah untuk benar-benar mampu mengelola
penyelenggaraan pendidikan.
b. Pemanfaatan potensi lokal secara maksimal
Setiap daerah memiliki potensi masing-masing dalam hal
pendidikan. Berbagai potensi tersebut tidak terperhatikan ketika
pengelolaan pendidikan dilangsungkan secara sentralistik, karena
terjadi penyeragaman dalam berbagai kebijakan, pengelolaan dan
kegiatan pendidikan. Pemberian otoritas pendidikan yang lebih besar
kepada daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mampu
memanfaatkan dan mengembangkan potensi pendidikan yang dimiliki.
Potensi dimaksud meliputi potensi lembaga, potensi sumberdaya
manusia dan potensi kearifan lokal.
c. Lebih peka terhadap kebutuhan lokal
Pemberian otoritas yang besar kepada pemerintah daerah untuk
mengelola pendidikan telah mendekatkan pengambil kebijakan
pendidikan dengan pelaksana pendidikan, yaitu sekolah dan para guru,
dan konsumen pendidikan, yaitu masyarakat. Meskipun pendidikan
nasional memiliki tujuan yang sama dan karenanya materi pendidikan

Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah”, diakses dari
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24546/1/Pendidikan%20di%20Era%200
tonomi%20Daerah-Zuhdi_Al-Maktabah.doc. pada tanggal 27 Februari 2018.

52Surtikanti, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Universitas Widyatama, Vol. 1 No. 2,
September 2015, diunduh 20 Februari 2017.
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pun banyak memiliki kesamaan, namun tidak dapat dapat dipungkiri
bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan
pendidikan. Kekhasan daerah akan kebutuhan tersebut antara lain
disebabkan oleh kondisi geografis, pengaruh praktek pendidikan di
masa lalu, input pendidikan yang tidak merata dan warisan budaya
setempat.

Otoritas pendidikan yang sensitif akan berbagai persoalan
pendidikan akan mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan
pendidikan yang secara spesifik dimiliki oleh daerah maupun oleh
lembaga-lembaga pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi
kebutuhan sarana-prasarana, pengembangan SDM, materi pendidikan, dan
layanan khusus. Kemampuan otoritas pendidikan daerah dalam
memperhatikan kebutuhan pendidikan daerahnya pada gilirannya akan
mampu meningkatkan akses, partisipasi dan kualitas pendidikan.

Di samping berbagai manfaat dari diberlakukannya sistem
desentralisasi pendidikan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat
dipungkiri munculnya persoalan-persoalan baru yang perlu mendapat
perhatian serius.

Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian
bersama: *3
1) Lokalisasi SDM

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola SDM

pendidikan seringkali memunculkan sentimen kedaerahan yang

berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Kewenangan yang

53 Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah”, diakses dari
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24546/1/Pendidikan%20di%20Era%200
tonomi%20Daerah-Zuhdi_Al-Maktabah.doc.
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besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya manusia di bidang
pendidikan di daerahnya menyebabkan mengecilnya peluang
perpindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari satu
daerah ke daerah lain, sehingga proses pembauran antar etnis dari
berbagai daerah di Indonesia mengalami hambatan. Hal ini mungkin
tidak begitu nampak di kota-kota besar yang multi-etnis, namun akan
terasa dampaknya di berbagai daerah yang relatif homogen secara
etnis.

Memang lokalisasi ini membuka kesempatan lebih besar kepada
para putra daerah untuk terlibat secara langsung dalam
penyelenggaraan pendidikan, namun ada dua hal penting yang perlu
diperhatikan ketika terjadi lokalisasi SDM secara besar-besaran.
Pertama, kesempatan siswa dan guru untuk berinteraksi dengan orang
dari daerah atau etnis yang berbeda menjadi sangat sedikit. Kehadiran
guru-guru dari daerah atau etnis yang berbeda di sekolah akan
mendidik siswa untuk mengenal berbagai etnis yang ada di tanah air,
sehingga mereka sadar bahwa etnis mereka bukanlah satu-satunya
etnis yang ada di tanah air. Kedua, lokalisasi SDM seringkali
berakibat pada kekurangan tenaga pendidik untuk materi tertentu
karena tingginya kebutuhan sekolah-sekolah di satu daerah terhadap
tenaga pendidik tersebut. Sementara sumberdaya manusia yang
dimiliki sangat tidak memadai. Akibatnya, banyak daerah memaksa

tenaga pendidik yang ada untuk mengajarkan materi pelajaran di luar
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bidang keahliannya guna memenuhi tuntutan atas ketersediaan guru
di bidang-bidang tertentu tersebut. Persoalan penting dalam hal SDM
yang menyebabkan pendidikan di Era Otonomi Daerah tidak bejalan
dengan baik, yaitu guru yang kurang profesional dan pejabat yang
tidak kompeten.>*

Tidak semua daerah memiliki sumberdaya manusia yang
memiliki kesiapan yang sama untuk mengelola pendidikan secara
baik. Ada daerah yang merespon kewenangan yang besar ini dengan
berbagai program yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di
daerahnya, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan guru,
penyediaan sarana dan prasarana inti dan penunjang yang memadai,
pembentukan unit-unit penunjang penyelenggaraan pendidikan, dan
sebagainya. Namun demikian, tidak sedikit pula daerah yang melihat
pemberian kewenangan ini sebagai peluang untuk berbuat yang
menguntungkan bagi pribadi atau kelompoknya.

Dari sinilah muncul kemungkinan terjadinya penyalahgunaan
anggaran pendidikan, keberpihakan pada pihak-pihak tertentu yang
tidak berorientasi pada kualitas, penerimaan tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan yang kurang selektif, dan pembuatan program-
program yang yang tidak secara substansial menyentuh kebutuhan

pendidikan. Meskipun kecurigaan ini perlu dibuktikan secara fakta

54Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah”, diakses dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%?2
Oera%?200tonomi%20daerah
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dan hukum, namun fenomena yang sering ditutup-tutupi ini seolah
telah menjadi rahasia umum di berbagai daerah.

Di atas nampak ketidaksiapan daerah dalam hal pengelolaan
pendidikan, terutama kemampuan sumberdaya manusia daerah
mengelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel. Di samping
itu, Kketidaksiapan juga dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas
pendidikan di daerah-daerah. Daerah-daerah baru yang merupakan
pemekaran dari provinsi atau kabupaten yang sudah lebih dulu ada
seringkali masih belum memiliki perangkat, fasilitas dan sarana
pendidikan yang memadai.>®

Efek lebih lanjut dari ketidak siapan daerah dalam pengelolaan
dan penyelenggaraan pendidikan adalah adanya kesenjangan prestasi
belajar siswa dari berbagai daerah. Sudah dapat dipastikan bahwa
daerah atau kota yang memiliki pendapatan daerah yang lebih besar,
fasilitas, sarana dan parasarana pendidikan yang lebih lengkap, serta
sumberdaya manusia yang lebih baik mampu menyelenggarakan
pendidikan yang lebih berkaulitas serta hasil pendidikan yang lebih
kompeten. Sementara sebaliknya daerah-daerah yang memiliki
sumber anggaran yang lebih kecil, fasiltas dan sarana yang belum
lengkap serta sumberdaya manusia yang belum maksimal, tentu akan

sulit mengejar ketertinggalan. Daerah-daerah pada kelompok kedua

5>Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah” , diakses dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%?2
Oera%20o0tonomi%20daerah

57



2)

inilah yang dapat dikatkan kurang siap untuk menyelenggarakan

pendidikan secara desentralistik.

Berorientasi Nilai dan kelulusan

Pemerintah pusat berupaya meminimalisir kesenjangan
kualitas pendidikan antar daerah dengan penerapan standar nasional
pendidikan dan penyelenggaraan ujian nasional. Standar nasional
mengamanatkan adanya delapan standar yang harus ditetapkan oleh
pemerintah guna menghindari kesenjangan kualitaspendidikan, yaitu
standarisi ,standar proses, standar kompetensi lulusan, standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan.

Di samping penetapan dan pemberlakuan berbagai standar
pendidikan di atas, ujian nasional merupakan salah satu perangkat
yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas
pendidikan. Dengan naskah ujian yang dibuat oleh pemerintah pusat,
seluruh siswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah harus mengikuti ujian akhir, dan
harus mencapai standar nilai minimum yang ditetapkan untuk
dianggap lulus. Diharapkan pemberlakuan ujian nasional ini dapat
memacu para pengemban otoritas pendidikan daerah untuk mampu

meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing
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sehingga tidak tertinggal dari daerah lain. Ukurannya adalah
pemenuhan nilai standar minimum yang ditetapkan. Di sinilah
persoalan besar mulai mengintai. >

Bagi sebagian pemerintah daerah, amanat standar nasional
pendidikan dan ujian nasional ini merupakan tuntutan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Bagi sebagian
pemerintah daerah yang lain, pemberlakuan ujian nasional merupakan
tuntutan untuk menghasilkan siswa yang memiliki hasil ujian yang
berada di atas nilai minimum nasional. Perbedaan dalam memandang
persoalan ini berimplikasi besar terhadap etika penyelenggaraan
pendidikan. Jika pandangan kelompok yang pertama lebih kepada
penyediaan layanan pendidikan yang berorientasi kualitas, maka
kelompok yang kedua lebih berupaya bagaimana memperoleh nilai
ujian yang melebih standar minimum yang ditetapkan, maka
kemudian banyak daerah yang mencanangkan lulus UN 100% sebagai
target pencapaian bidang pendidikan. Target yang ditetapkan oleh
kepala daerah kemudian disosialisasikan oleh dinas pendidikan dan
dibebankan kepada para kepala sekolah untuk pencapaiannya.

Banyak kepala sekolah yang menyadari keterbatasan dan
rendahnya kulitas pendidikan yang dimiliki sekolahnya, tetapi mereka

tetap dituntut untuk memaksimalkan jumlah lulusan ujian nasional

56Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah” , diakses dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647 &val=340&title=Pendidikan%20di%?2
Oera%20o0tonomi%20daerah
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dari lembaga-lembaga pendidikan mereka. Walahsil, berbagai cara,
dari yang halal hingga yang haram pun dilakukan. Contoh upaya halal
yang menganggu proses pendidikan adalah try-out yang dilakukan
berulang-ulang dan pengurangan jumlah jam pelajaran non-UN.
Sementara cara haram yang masih ditemukan dalam proses ujian
nasional adalah pembocoran naskah ujian ataupun kunci jawabanya
dan melakukan kerjasama dengan para pengawas ujian dan pengawas
indepneden untuk membiarkan terjadinya perilaku curang dan tidak
jujur dalam pelaksanaan ujian nasional. °’

Orientasi nilai ujian nasional yang menjadi tujuan
penyelenggaraan  pendidikan daerah dan lembaga-lembaga
pendidikan pada gilirannya menciderai bahkan merusak mental
penyelenggara pendidikan dan terlebih parah lagi mental para siswa.
Seolah prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan
menjadi bagian dari proses pendidikan Kita.

3) Hilangnya narasi besar pendidikan

Ada satu hal penting yang hilang dari dunia pendidikan kita
seiring dengan berlakunya desentralissasi pendidikan, yaitu narasi
besar pendidikan nasional. Pada masa lalu, kita sering mendengar
nasionalisme dan patriotisme sebagai nilai yang harus ditanamkan

lewat pendidikan. Lebih dari itu, nasionalisme dan patriotisme

5’Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah” , diakses dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%?2
Oera%20o0tonomi%20daerah
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tersebut juga mewarnai berbagai kegiatan lembaga pendidikan baik
formal maupun non-formal. Karena itu, tidak heran jika ada
kurikulum resmi yang berorientasi pada nasionalisme dan patriotisme,
serta ada aktivitas ekstrakurikuler yang berorientasi pada
nasionalisme dan patriotisme. Pada masa orde baru, Pendidikan
Pancasila menjadi sebuah narasi besar yang mewarnai hampir seluruh
kegiatan berbangsa dan bernegara. Seluruh lembaga formal
pendidikan dan lembaga-lembaga non kependidikan diwarnai dengan
semangat internalisasi nilai-nilai Pancasila. Terlepas dari hal-hal
negatif yang dibawa, pendidikan Pancasila telah menjadi wabah di
seluruh Indonesia dan menjadi narasi besar pendidikan nasional.
Dewasa ini, pendidikan kita kehilangan narasi besarnya, sehingga
pendidikan nasional seperti kehilangan kepentingan untuk
diperjuangkan bersama. Pentingnya narasi besar pendidikan
dinyatakan oleh Neil Postman dalam karya provokatifnya “The End
of Education.” Menurut Postman, pendidikan memerlukan sebuah
narasi bersama yang menegaskan identitas bersama, kepentingan
bersama dan nilai-nilai moral yang dianut bersama. Ketiadaan narasi
besar yang menyuarakan kepentingan bersama dalam konteks negara,
menyebabkan berkurangnya nilai-nilai komunalitas sebagai bangsa.
Jika kondisi ini dibiarkan tentu negara ini hanya akan menjadi
kumpulan  kelompok-kelompok orang yang memiliki dan

memperjuangkan kepentingannya masing-masing.
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Melihat fenomena yang hadir di dunia pendididikan dewasa ini,
dengan ketidakjelasannya narasi bersama dalam pendidikan, maka tidak
mengherankan jika para penyelenggara pendidikan, baik di birokrasi
pemerintahan, di lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan
swasta, lebih memprioriatskan kepentingan kelompok kecil mereka dan
kurang memeperhatikan kepentingan bersama. Masalahnya adalah tidak
jelasnya apa yang dimaksud dengan kepentingan bersama dalam
pendidikan. Di sinilah nampak bahwa pendidikan kita seperti kehilangan
nilai-nilai sejatinya. Pendidikan seolah-olah hanya dijadikan sebagai
instrumen untuk menciptakan manusia yang cerdas dan berprestasi. Ada
beberapa narasi bersama yang sering dimunculkan saat ini. Di antaranya
adalah internasionalisasi pendidikan dan pendidikan karakter. Dua istilah
tersebut dewasa ini ramai dibincangkan dan dikesankan menjadi
kepentingan bersama-sama dalam hal pendidikan. Namun demikian
keduanya masih perlu diuji lebih lanjut kelayakannya untuk dapat menjadi

narasi bersama dalam pendidikan.>®

C. Konsep dan Kurikulum
Kurikulum dan pendidikan merupakan dua konsep yang harus dipahami
terlebih dahulusebelum membahas mengenai pengembangan kurikulum.
Sebab, dengan pemahaman yang jelas atas kedua konsep tersebut diharapkan

para pengelola pendidikan, terutama pelaksana kurikulum, mampu

58Muhammad Zuhdi, 2011, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah” , diakses dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341647&val=340&title=Pendidikan%20di%?2
Oera%20o0tonomi%20daerah
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melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kurikulum dan Pendidikan
bagaikan dua keping uang, antara yang satu dengan yang lainnya saling
berhubungan dan tak bisa terpisahkan.

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan
praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan
yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum
adalah konsep kurikulum. Ada tiga konsep tentang kurikulum, kurikulum
sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.>®

Kurikulum menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah
“Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. (Bab I
Pasal 1 ayat 19).%° Konsep kurikulum sudah ada sejak zaman Yunani kuno,
yakni kumpulan beberapa mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru
dan dipelajari oleh siswa.

Mendasarkan pada makna yang terkandung dari beberapa uraian diatas,
kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup:

a. Sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan;
b. Pengalaman belajar atau kegiatan belajar;
c. Program belajar untuk siswa;

d. Hasil belajar yang di harapkan.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2000.Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek.

Bandung: Remaja Rosdakarya, him. 27.

hal.2

80 _jas Hasibuan. 2010. Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan. Jakarta: Gaung Persada,
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Dari rumusan tersebut, kurikulum di artikan sebagai program dan
pengalaman belajar serta hasil belajar yang di harapkan. Rumusan ini juga
mengandaikan bahwa kurikulum di formulasikan melalui pengetahuan dan
kegiatan yang tersusun secara sistematis yang diberikan kepada siswa di
bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa.5!

Pendidikan dapat di lihat dalam dua sisi yaitu: (1) pendidikan sebagai
praktik dan (2) pendidikan sebagai teori. Pendidikan sebagai praktik yakni
seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan disadari dengan
tujuan untuk membantu pihak lain (peserta didik) agar memperoleh
perubahan perilaku. Sementara pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat
pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk
menjelaskan, menggambarkan, meramalkan dan mengontrol berbagai gejala
dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman
pendidikan (empiris) maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam
untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Di antara
keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa di pisahkan. Praktik pendidikan
sebaiknya berlandaskan pada teori pendidikan. Demikian pula, teori-teori
pendidikan sebaiknya bercermin dari praktik pendidikan. Perubahan yang
terjadi dalam praktik pendidikan dapat mengimbas pada teori pendidikan.
Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan pun dapat mengimbas pada

praktik pendidikan.

61Made Kartikasari. 1997. Pengertian Peranan dan Fungsi Kurikulum. Bandung : Remaja
Rosdakarya, hal.1
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D. Implikasi Peralihan Urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau

Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014.

Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai kewenangan
penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA dan SMK
dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut
menurut peneliti sangat berdampak kepada jalannya sistem pendidikan
menengah atas atau sederajat, sehingga berdampak terhadap kurang efektifnya
kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya pengelolaan dan kewenangan terkait
pendidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota
kemudian dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini
daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah
pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut, saat
ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem tata kelola
pemerintahan, baik dipemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan seperti yang saya
jelaskan di atas.

Secara otomatis OPD harus menyesuaikan nomenklatur pusat yang telah
mengatur hal itu, tentu bukan hal mudah untuk menjalankan perubahan tersebut.

Terlepas dari hal tersebut saya melihat dari sisi positif dan negatif terkait

65



berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah apabila kita
kaitkan dengan UU No 32 tahun 2004 hal tersebut sangat bertolak belakang,
dimana otonomi daerah harus dijalankan dengan sepenuhnya oleh pemerintah
provinsi, kabupaten dan kota. Namun, seolah mengurangi isi kewenangannya
terkait pengelolaan Pendidikan. Birokrasi menjadi rumit dan berbelit ketika
keempat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Urusan perikanan dan kelautan,
Urusan pendidikan, Urusan SDM dan Urusan Kehutanan. Ketika keempat aspek
tersebut tidak lagi berada di kabupaten/kota, karena sangat fatal untuk
maksimalnya roda pemerintahan di daerah. Sisi positif dari berlakunya UU No.
23 Tahun 2014 menurut beberapa pakar kebijakan, pengawasan lebih maksimal
sehingga potensi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) akan menurun. 2
Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan
pengelolaan pendidikan menengah vyaitu SMA dan SMK dari
kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan jika sesuai jadwal yang
ditentukan.
Jika melihat sejarah pengaturan pemerintahan daerah, UU Pemda
No. 23 Tahun 2014 terbentuk untuk merevisi UU Pemda No. 32 Tahun
2004. Dalam Naskah Akademik Revisi UU No. 32 Tahun 2004, dijelaskan
bahwa revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai

kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan

62Habib Faudzil K. 2017. diakses dari http://www.kayongtoday.com/2017/11/uu-no-23-
tahun-2014-serta-implikasi.html#comment-form
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desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam
berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara
pemerintah dengan warga dan kelompok madani. Praktek penyelenggaraan
pemerintahan daerah juga dinilai belum sepenuhnya menjamin terwujudnya
NKRI yang desentralistis dan mampu menjamin adanya hubungan yang
harmonis dan sinergik antar-tingkatan dan susunan pemerintahan.

Terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi tersebut,
sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A,
Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan susunan ganda (multi-
tiers government). Pilihan untuk memiliki multi-tiers government dapat
dijustifikasi dari adanya keunggulan komperatif dari keberadaan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota mengingat tidak semua urusan yang
didesentralisasikan dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh
kabupaten/kota. Sebagian dari urusan yang didesentralisasikan, termasuk di
dalamnya bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan,
kehutanan, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, serta urusan
pemerintahan yang berbasis ekologis akan lebih efisien dan efektif jika
dikelola oleh pemerintah provinsi. Walaupun desentralisasi pemerintahan di
negara-negara kesatuan umumnya lebih banyak diserahkan kepada
pemerintah kabupaten/kota, utamanya untuk penyelenggaraan pelayanan

pemenuhan kebutuhan dasar. %

&3Dewi Sendhikasari D.2009. diakses dari
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V111-7-1-P3DI-April-2016-38.pdf
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Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu
isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu di desentralisasikan agar
pendidikan tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang di kehendaki, baik
oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian urusan pemerintahan
bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan.
Seperti yang dikemukakan Fasli Djalal dkk, bahwa desentralisasi
pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan
pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Desentralisasi pendidikan
diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan
pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu
mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat atas hal-hal yang
sudah dilakukan atau dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai
prinsip subsidiaritas.

Sumber daya manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem
Pemerintahan Daerah selalu menjadi salah satu faktor penghambat
berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor
23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan pengelolaan
pendidikan tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi. Hal ini
berarti kewenangan kabupaten/kota dibidang pendidikan tingkat
SMA/SMK ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sampai
sekarang usaha untuk proses pengalihan kewenangan pendidikan tingkat
SMA/SMK masih berlangsung terutama tahap awal personil, peralatan,

pendanaan dan Dokumen (P3D).
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Pemindahan kewenangan pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK
dari kabupaten/kota ini akan memberikan dampak terhadap kualitas
pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK di daerah. Banyak pertanyaan
mengenai dampak implementasi Undang-undang ini di daerah
kabupaten/kota.  Kondisi yang ditanyakan adalah  bagaimana
kondisi/kualitas  pelayanan  pendidikan tingkat SMA/SMK di
kabupaten/Kota, kebijakan unggulan kota Pekanbaru di bidang Pendidikan,
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di bidang pendidikan,
berapa subsidi pemerintah kota terhadap pelayanan pendidikan tingkat
SMA/SMK. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kewenangan pendidikan
tingkat SMA/SMK ini menjadi kewenangan provinsi apa dampak/masalah
yang akan timbul nantinya?

Ada beberapa kebijakan pro pendidikan di Kota Pekanbaru yang
telah dijalankan beberapa tahun belakangan ini, yakni:

Pertama, kebijakan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Kota Pekanbaru
sejak tahun 2009 atau 7 tahun yang lalu pemerintah telah menjalankan
kebijakan wajib belajar 12 tahun. Semua anak anak warga kota Pekanbaru
yang berusia SD, SLTP dan SMA/SMK wajib memperoleh pelayanan
pendidikan mulai tingkatan SD sampai SMA/SMK secara gratis. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan rata-rata sekolah warga kota Pekanbaru.

Sebelum program wajib belajar 12 tahun rata-rata lama belajar masyarakat

®4Nila Resmita, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada hari Kamis 22 Februari 2018
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Kota Pekanbaru adalah 8 tahun 5 bulan namun setelah penerapan wajib
10,38.

Implementasi kebijakan ini dinilai cukup baik dalam rangka
membantu kepala keluarga dalam menyekolahkan anaknya. Telah timbul
komitmen bersama dari semua sekolah bahwa sekolah tidak diperkenankan
untuk memungut biaya sekolah kepada murid. Pemerintah kota Pekanbaru
sudah menghitung seluruh biaya (SPP) yang sebelumnya dibebankan
kepada murid. Besaran biaya perorang anak adalah sama dengan jumlah
bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari APBN sekitar 1 (satu)
juta rupiah. Kebijakan ini berdampak positif untuk meningkatkan rata-rata
lama sekolah warga kota Pekanbaru dari 9 tahun menjadi 12 tahun
(SMA/SMK) dalam beberapa tahun mendatang.

Kedua, selama ini pemerintah kota dapat secara langsung
mengawasi proses belajar mengajar di tingkat SMA/SMK baik dalam hal
pengawasan kualitas kepala sekolah, guru, maupun murid-murid.
Pemerintah kota dapat mengetahui proses belajar mengajar secara langsung
dan “up to date”, kondisi lingkungan sekolah, dukungan masyarakat
terhadap sekolah dan lain-lainnya.

Pertanyaannya adalah kalau sekolah tingkat SMA/SMK ini diawasi
oleh provinsi, apakah masalah rentang kendali ini bisa diatasi. Kita
mempertimbangkan jarak antara kota dengan kota/kabupaten lainnya
cukup jauh, jika dekat tidak akan mendatangkan masalah, namun jarak
yang jauh akan menjadi masalah dalam pelaksanaan pengawasan.

Disamping itu, ada batasan dari sisi kuantitas personil yang melaksanakan
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tugas pembinaan sekolah tingkat SMA/SMK ini.Secara umum dengan
pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemda (UU lama)
telah mampu menggairahkan daerah dalam rangka memberikan pelayanan
terbaik di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Begitu banyaknya
kreasi dan diskreasi daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan. Namun dengan perubahan undang-undang ini, maka
kreatifitas dan kreasi daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan

kewenangan pendidikan SMA/SMK sudah dibatasi.

E. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan
Urusan Pendidikan Menengah Pasca Berlakunya UU No.23 Tahun
2014 Tentang Studi Di Provinsi Riau
(1) Faktor yang mendukung pelaksanaan urusan pendidikan menengah
pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi Provinsi Riau

Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk pelaksanaan kebijakan
pendidikan di tingkat provinsi, sudah melakukan berbagai cara dan upaya
untuk merealisasikannya, salahsatunya sebagai berikut:%

a. Membentuk UPT Pendidikan di Kabupaten Kota. UPT ini bertugas
untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas pendidikan SMA/SMK
yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh sekolah masing-masing.
Pembiayaan membetuk UPT ini tidak begitu mahal dibandingkan

dengan membentuk cabang Dinas seperti era orde baru dahulu.

®Nila Resmita, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, pada hari Kamis 22 Februari 2018
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b. Perlu penyiapan SDM yang memadai dalam rangka implementasi
kebijakan ini. Kualiats SDM yang lebih akan mampu mengatasi
wilayah yang cukup luas untuk melayani siswa yang memerlukan
pelayanan pendidikan SMA/SMK yang terbaik.

Dari penjabaran diatas, yang peneliti lakukan, secara umum dengan
pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemda (UU lama)
telah mampu menggairahkan daerah dalam rangka memberikan pelayanan
terbaik di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Dan dalam pelayanan
pendidikan di era UU No.23 tahun 2014 begitu banyaknya kreasi dan diskreasi
daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Namun dengan perubahan undang-undang ini, maka kreatifitas dan kreasi
daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan pendidikan
SMA/SMK sudah dibatasi, dengan demikian harapan peneliti semoga
pelimpahan kewenangan pendidikan SMA/SMK ini ke pemerintah provinsi
tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan bagi anak anak Indonesia.
(2) Faktor yang menghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca
berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi di Provinsi Riau

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah

pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi Provinsi Riau yaitu:

1. Jarak antara kabupaten/kota yang terlalu jauh akan menghambat

pengawasan oleh provinsi.

72



2. Jumlah personil yang melaksanakan tugas pembinaan sekolah tingkat
SMA/SMK sangat terbatas.
3. Bagi kabupaten/kota, kreatifitas dan kreasi daerah dalam melaksanakan

kewenangan pendidikan, SMA/SMK dibatasi.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka

dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1.) Pemindahan kewenangan pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK dari
kabupaten/kota ini akan memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan
pendidikan tingkat SMA/SMK di daerah. Banyak pertanyaan mengenai
dampak implementasi undang-undang ini di daerah kabupaten/kota.
Kondisi yang di tanyakan adalah bagaimana kondisi/kualitas pelayanan
pendidikan tingkat SMA/SMK di kabupaten/kota, kebijakan unggulan kota
Pekanbaru di bidang Pendidikan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
pemerintah di bidang pendidikan, berupa subsidi pemerintah kota terhadap
pelayanan pendidikan tingkat SMA/SMK.

Praktek penyelenggaraan pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi
Riau. Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan
pengelolaan pendidikan menengah vyaitu SMA dan SMK dari
kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan sesuaijadwal yang
ditentukan. Pemerintahan daerah Provinsi Riau sepenuhnya sudah
menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan mampu menjamin
adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar tingkatan dan susunan

pemerintahan.
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2.) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan urusan pendidikan

menengah pasca berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang studi di Provinsi

Riau yaitu:

1. Faktor pendukung pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca

berlakunya UU No. 23 tahun 2014

a. Membentuk UPT Pendidikan di Kabupaten Kota. UPT ini bertugas untuk

melakukan pengawasan terhadap kualitas pendidikan SMA/SMK yang
pelaksanaannya dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Pembiayaan
membetuk UPT ini tidak begitu mahal dibandingkan dengan
membentuk cabang Dinas seperti era orde baru dahulu.

Perlu penyiapan SDM yang memadai dalam rangka implementasi
kebijakan ini. Kualiats SDM yang lebih akan mampu mengatasi wilayah
yang cukup luas untuk melayani siswa yang memerlukan pelayanan

pendidikan SMA/SMK yang terbaik.

2. Faktor penghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca

berlakunya UU No. 23 tahun 2014

a.

Jarak antara kabupaten/kota yang terlalu jauh akan menghambat
pengawasan oleh provinsi.

Jumlah personil yang melaksanakan tugas pembinaan sekolah tingkat
SMA/SMK sangat terbatas.

Bagi kabupaten/kota, kreatifitas dan kreasi daerah dalam melaksanakan

kewenangan pendidikan, SMA/SMK dibatasi.
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B. Saran
Pengembangan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau di Bidang
Pendidikan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat
berjalan lebih optimal lagi sampai kapan pun, karena sesungguhnya pendidikan

merupakan sepenuhnya tanggungjawab Pemerintah baik daerah maupun Pusat.
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O—C—C$
(l)

o

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak
warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi
tantangan sesuai dengan perkembangan  perubahan

kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga
penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana,
terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan
sistem pendidikan nasional;

b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan
berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil,
dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan,
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yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Daerah guna memberikan
kepastian hukum dalam

penyelenggaraan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 61
Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi
dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4774);

7. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

Kesehatan,

8. Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496); sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007

tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008

tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);

6).

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI RIAU
dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Daerah adalah Provinsi Riau.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Riau.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan
atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu  pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan
berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan
kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang
berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah
Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan
dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah
Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah
Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang
dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua
peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti
pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan
pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik
pada umumnya.

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik
yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan
bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi
peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi
ekonomi.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan
yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional
Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif
dan/atau komparatif daerah.

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang
memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual,
kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk
bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang
diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin
bangsa.

Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga
masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca,
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan
berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas
hidupnya.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan
nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum
setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi
program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan
kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C
Kejuruan.

Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non
Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang pendidikan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi
inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata
pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan
dan program pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik
untuk guru dan dosen.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan
tertentu.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian
penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang
dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta
didik.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang
harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas
tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya
disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada
perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai,
norma dan budaya masyarakat.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
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Bagian Kedua Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk
menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan
prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar
berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan
akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik.

b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang
sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan
dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung
sepanjang hayat.

d. pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.

e. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang
menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif
dengan dilandasi keteladanan.

f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya
membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.

g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh
komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta
memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk
berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu
pendidikan.
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Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam
peraturan daerah ini meliputi:

a.

o

o o o

=

5 0

[y

(1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi:

Penyelenggaraan Pendidikan;

Pengendalian Mutu dan Standar Nasional Pendidikan;
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;

Wajib belajar;

Pendanaan Pendidikan;

Perpustakaan Sekolah dan Madrasah;

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Peran Serta Orangtua, Masyarakat, dan Dunia Usaha;
Kawasan Pendidikan Tanpa Rokok;

Pendidikan Berwawasan Lingkungan;

Sistem Informasi Pendidikan;

Kerjasama dan Kemitraan,;

Pembinaaan dan Pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

a. pendidikan formal
b. pendidikan nonformal

c. pendidikan informal

Pasal 6
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(2)

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
berkewajiban melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan
pendidikan formal, nonformal dan informal.

Bagian Kedua Pendidikan formal

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan formal

meliputi : a. pendidikan dasar;

b.

c
d.

o

=

(1)

(2)

(1)

pendidikan menengah;

pendidikan tinggi;

pendidikan khusus;

pendidikan layanan khusus;

pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan

pendidikan keagamaan.

Pasal 8

Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyelenggaraan
pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan
tinggi sesuai dengan batas kewenangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus dan
pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d dan hurufe.

93



(2) Pemerintah daerah membantu dan/atau dapat
menyelenggarakan pendidikan pendidikan berbasis
keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

Disamping membantu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah daerah berkewajiban
mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang terintegrasi
dengan:

pendidikan karakter;
kearifan lokal masyarakat Riau; dan

c. pendidikan baca kitap suci, pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Bantuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan
cara:

a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
b. memberikan bantuan stimulan;

memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;

o

[oN

. memberikan beasiswa prestasi;

e. memberikan bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

Pasal 12

Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan

tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat
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dilakukan dengan cara: a. memberikan bantuan pembangunan

sarana dan prasarana,;

b. memberikan bantuan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat; dan

c. memberikan bantuan beasiswa.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan pada:

a. peserta didik berkelainan fisik, emosional, intelektual, mental
dan sosial;

b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa.

(2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sekolah khusus dan/atau layanan
pendidikan inklusif.

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan
layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufe,

dilakukan pada : a. masyarakat di daerah terpencil,;
b. masyarakat terluar;

c. masyarakat terisolir;

d. masyarakat adat terpencil;

e. masyarakat yang mengalami bencana alam;

f. masyarakat yang mengalami bencana sosial; atau

g. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.

(2) Penyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
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a. memberikan bantuan sarana dan prasarana,;
b. memberikan operasional penyelenggaraan pendidikan; dan

c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan pendidikan
keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g,
dilakukan dengan cara:

a.
b.

C.

(1)

memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
memberikan bantuan stimulan;

memberikan bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan;

memberikan beasiswa prestasi;

memberikan bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

Pasal 16

Pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  partisipasi
penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, terlebih dahulu harus melakukan
langkah-langkah:

a. inventarisasi jumlah penyelenggara
pendidikan sesuai jenjang pendidikan;
b. inventarisasi jumlah peserta didik, pendidik dan

tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan;

C. identifikasi biaya operasional satuan pendidikan pada
setiap Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

d. rapat koordinasi penjaringan aspirasi
penyelenggaraan pendidikan;

e. kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi
dengan pemerintah daerah = kabupaten/kota tentang
perhitungan besaran biaya penyelenggaraan

pendidikan;
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(2)

(1)

(2)

f. Pendataan dan penjaringan peserta didik dari keluarga
tidak mampu.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas.
Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

. pendidikan anak usia dini;

o o

. pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan kepemudaan;

a0

. pendidikan pemberdayaan perempuan;

pendidikan kesetaraan.

®

™

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

. pendidikan keaksaraan;

5 R

. pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal
yang telah diatur dalam perundang-undangan; serta

i. pendidikan lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:

a. pendidikan akhlaq mulia;
b. pendidikan karakter;

c. pendidikan moral,

d. kearifan lokal; dan/atau
e. nilai-nilai budaya.

Pasal 18
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Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan

nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),

dilakukan dengan cara: a. memberikan bantuan pembangunan

sarana dan prasarana,;

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

b. memberikan bantuan stimulan;

c. memberikan bantuan beasiswa;

Bagian Keempat Pendidikan Informal

Pasal 19

Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan
potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan
sepanjang hayat.

Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan
agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan
kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan nasional.

Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan
yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi: pendidikan yang dilakukan melalui media massa,
pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan
budaya, serta interaksi dengan alam.

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga
masyarakat.

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan
formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga
yang ditunjuk oleh Pemerintah /Pemerintah Daerah.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima Perizinan Pendidikan
Pasal 20

Setiap pendirian satuan pendidikan baik jalur formal maupun
nonformal wajib memperoleh izin dari Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai
kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara
lokal, nasional, regional, dan internasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pendirian satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian Keenam Penambahan, Perubahan, Penggabungan

(1)

(2)

(3)

dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 21

Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan
dengan memenuhi syarat-syarat yang berpedoman dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambahan dan perubahan satuan pendidikan disebabkan
karena kepentingan dan atau kebutuhan daerah atau karena
penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau
perubahan status badan hukum berdasarkan usul dinas.

Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
a. terjadi pemekaran wilayah;

b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal
yang dipersyaratkan; dan

d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
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(4) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.

(5) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk
penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan
satuan pendidikan.

(6) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan apabila satuan pendidikan yang tidak
memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran.

(7) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan, perubahan ,
penggabungan dan penutupan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(3), dan ayat (5)
diatur dengan Peraturan Gubernur, Bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh Kerangka Dasar Kurikulum

Pasal 21

(1) Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis,
sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan.

(2) Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai:

a. acuan dalam pengembangan struktur kurikulum pada
tingkat nasional;

b. acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat
daerah; dan

c. pedoman dalam pengembangan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan.
Pasal 22

(1) Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi
Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran,
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

)

dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program
pendidikan.

Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar
Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik
pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan
pengembangan Kompetensi dasar.

Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan
Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang
mengacu pada Kompetensi Inti.

Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap
satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.

Struktur  kurikulum PAUD  formal  Dberisi program
Pengembangan pribadi anak.

Struktur kurikulum untuk satuan pendidikan dasar berisi
muatan umum.

Struktur kurikulum wuntuk satuan pendidikan menengah
terdiri atas:

a. muatan umum;
b. muatan peminatan akademik;
c. muatan peminatan kejuruan; dan

d. muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.

Struktur kurikulum nonformal satuan pendidikan dan program
pendidikan berisi program pengembangan kecakapan hidup.

Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat
(7) huruf a terdiri atas:

a. muatan nasional untuk satuan pendidikan; dan

b. muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan
potensi dan keunikan lokal.
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Bagian Kedelapan Sistem Penilaian
Pasal 23

(1) Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan sebagai
bentuk akuntabilitas serta untuk mencapai standar
nasional, Pemerintah Daerah melakukan penilaian pada
jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap: a. peserta didik;
b. pendidik dan tenaga kependidikan;dan

c. lembaga dan program pendidikan.

Pasal 24

(1) Penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi: a. proses pembelajaran;
b. kemajuan;
c. perbaikan hasil belajar;

d. kompetensi.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
huruf c, dilakukan oleh pendidik secara berkala, menyeluruh,
transparan, dan sistematis secara berkesinambungan dalam

bentuk penilaian formatif dan sumatif.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh,
transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar

nasional profesi.

Pasal 25

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),
terhadap hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pendidikan
dilakukan melalui ujian nasional dengan dukungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 26

Penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan
oleh pemerintah secara berkala, menyeluruh, transparan, dan
sistematis sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 27

Penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Badan
Mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis
sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 28

(1) Hasil penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, di laporkan ke masyarakat.

(2) Hasil penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaporkan ke
pemerintah, pemeritah daerah dan pemerintah daerah
kabupaten/kota.

(3) Hasil penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaporkan ke
pemerintah, pemeritah daerah dan pemerintah daerah
kabupaten /kota.

BAB IV PENGENDALIAN MUTU DAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

Pasal 29

(1) Untuk mencapai standar nasional pendidikan, setiap satuan
pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu
pendidikan.
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(2)

(3)

Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku
mutu pendidikan

Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan,
penyelenggara pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Pembinaan Standar Nasional Pendidikan dan pengendalian baku
mutu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 mengacu pada
standar pendidikan, yang meliputi:

a
b.

o

o

=

50

(1)

(2)

standar isi;

standar proses;

standar kompetensi lulusan;

standar pendidik dan tenaga kependidikan;
standar sarana dan prasarana;

standar pengelolaan;

standar pembiayaan;

standar penilaian.

BAB V PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Bagian Kesatu Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 31

Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal
bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya
mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat daerah.

Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal
dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki
kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
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(3)

(4)

(9)

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan
menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan
muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi
ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan
menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal
melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan
penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal.

Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal
merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang
mendapat tambahan muatan lokal daerah setempat

Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Lokal
Pasal 32

Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada
standar isi pendidikan pada kurikulum nasional.

Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada
semua jenjang pendidikan sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan.

Kurikulum  pendidikan  berbasis keunggulan  lokal
dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan
dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah
Riau.

Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan
lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi
sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Riau.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan
berbasis Keunggulan Lokal diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

BAB VI MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 33

Satuan pendidikan formal dan nonformal wajib mengajarkan
Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau disusun dan
ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

Buku ajar dan buku pengayaan mata pelajaran Muatan Lokal
Budaya Melayu Riau yang digunakan di sekolah wajib
memperoleh pengesahan dari Pemerintah Daerah bekerjasama
dengan Lembaga Adat Melayu Riau.

Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diarahkan
pada pengembangan karakter peserta didik.

Unsur-unsur muatan lokal budaya Melayu Riau dapat
diintegrasikan juga dalam mata pelajaran lainnya.

Pemerintah Daerah berkewajiban mempersiapkan dan
menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau
dan prosedur pengesahaan buku mata pelajaran dan buku
pengayaaan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII WAJIB BELAJAR
Pasal 34

Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua
lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun lembaga
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. Menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan
menengah 3 (tiga) tahun;
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b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar
mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan
menengah;

c. Menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar
dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Bantuan Biaya
Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu
jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

(4) Penyelenggaraan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 35

(1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah
bersumber dari: a. APBN;
b. APBD Provinsi;
c. APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;dan/atau
d. Sumbangan dari masyarakat
e. Hasil usaha penyenggara/satuan pendidikan

f. Bantuan lain yang tidak mengikat.

(2) Pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya
dialokasikan sebesar 20 (dua puluh) persen untuk
penyelenggaran pendidikan.

Pasal 36

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip
keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
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(2) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN MADRASAH

Pasal 37

(1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki koleksi buku teks mata pelajaran inti dan buku
babon untuk guru, sesuai jenis dan jenjang pendidikan dalam
jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik
dan pendidik.

(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan
kurikulum pendidikan.

(4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik
pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan
satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan
perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 %
(ima  persen) dari anggaran belanja  operasional
sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja
pegawai dan belanja modal untuk pengembangan
perpustakaan.

BAB X KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 38

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
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Pasal 39

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang
kedudukannya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan
pendidikan anak wusia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan bukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat,
berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan
fungsional kepada pendidik yang berkedudukan bukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

BAB XI PERAN SERTA ORANGTUA, MASYARAKAT DAN
DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Pertama Orangtua
Pasal 41

Orangtua berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.
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Pasal 42

(1) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.

(2) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan kepada
anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat
intelektualitas dan usianya.

(3) Orangtua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan
pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua
yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat
Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat
berupa partisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan,
pengawasan dan evaluasi Program pendidikan yang dilaksanakan
melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang
sejenis pada satuan pendidikan.

Pasal 44

(1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan
berkedudukan di daerah dan Kabupaten/Kota.

(2) Dewan Pendidikan berperan memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan diatur
dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Kota sesuai dengan
kewenangannya.

110



Pasal 45

Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan sebagai lembaga
mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu
penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 46

(1) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah
mengembangkan pola kerjasama dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan dengan perusahaan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa pemberian bantuan keuangan dan bantuan lainnya
yang berasal dari Tangung Jawab Sosial Perusahaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara bantuan keuangan
yang bersal dari Tangung Jawab Sosial Perusahaan mengacu
pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan

BAB XII KAWASAN PENDIDIKAN TANPA ROKOK
Pasal 47
(1) Untuk menghindari dampak buruk rokok bagi kesehatan

peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, maka kawasan
pendidikan ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

(2) Kawasan pendidikan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa
rokok meliputi:

a. sekolah;
b. perguruan tinggi;

o

balai pelatihan dan pendidikan;

i

balai latihan kerja;
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

bimbingan belajar;

f. tempat kursus;
g. kelompok bermain;
h. penitipan anak;

[

pendidikan anak usia dini;

Taman kanah-kanak.

—.

Dalam kawasan pendidikan sebagaimana ditetapkan pada ayat
1 dilarang;

a. melakukan perbuatan merokok;
b. memperjualbelikan rokok;

c. memasang iklan rokok.

BAB XIII PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pasal 48

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan
hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan
dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat.

Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur
pendidikan formal, nonformal dan informal.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap
kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan
cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki
dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan
lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan
sebagai bagian dari muatan lokal pada pendidikan formal pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sutuan pendidikan berkewajiban mengelola kawasan
pendidikan dengan memperhatian kondisi lingkungan hidup
sekitarnya.
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()

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan berwawasan
lingkungan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Gubernur.

BAB XIV SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 49

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola
sistem pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem
informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.

Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan subsistem dari sistem informasi dan teknologi
pendidikan nasional.

Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan
akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada
semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berasal dari pemerintah daerah dan = pemerintah
kabupaten /kota.

Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan dinas
pendidikan kabupaten/kota.

Tata cara penyelenggaraan sistem informasi pendidikan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah

(1)

(2)

Pasal 50

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan
mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
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(3)

(4)

(5)

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. perguruan tinggi;

d. lembaga internasional;

e. lembaga dan instansi lainnya; dan/atau

f. dunia usaha dan dunia industri.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
berbentuk:

a. bantuan pendanaan pendidikan dan pemberian beasiswa;
b. bantuan tenaga ahli;

c. bantuan sarana dan prasarana;

d. pendidikan dan pelatihan;dan/atau

e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
melalui:

a. pendampingan;

b. pemagangan,;

c. alih teknologi melalui tukar guru dan siswa;
d. penggunaan laboratorium bersama;

e. penelitian dan pengabdian masyarakat;

f. penyusunan bahan dan sumber belajar;dan
g. penyaluran lulusan

Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman yang
ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua Kerjasama dan Kemitraan Satuan Pendidikan
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Pasal 51

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan
dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak
terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan secara

(2)

(1)

berkelanjutan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau
bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat
satuan pendidikan.

Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta
didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi,
berupa: a. beasiswa prestasi;

b. dana pembinaan; dan/atau

c. pendukung pendidikan.

Pasal 53

Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi
pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau
memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di
bidang: a. ilmu pengetahuan;

b. teknologi;
c. seni; dan/atau

d.olahraga.
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(2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 54

(1) Pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pendidikan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah

Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Diundangkan di Pekanbaru

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR: 12
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PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR: 12 TAHUN 2013

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara
harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam
menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan
kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara,
penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana,
terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem
pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa
pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
manusia Indonesia yang beriman, bertagqwa, dan berakhlak mulia
serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam
mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan
sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undangundang,
dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-
tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan
masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Sinergitas
antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota  merupakan aspek fundamental dalam
memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan

kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan,
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yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi
Riau memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna
memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan
di Provinsi Riau.

Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberikan
jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Provinsi
Riau. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan sangat penting
dilakukan untuk menetapkan kewenangan dan penyelenggaraan
pendidikan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan

pendidikan di Provinsi Riau.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Huruf g

Yang dimaksud pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan
yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama
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dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran
agamanya. Pendidikan keagamaan  meliputi pendidikan
keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan
Khonghucu. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Huruf c.

Yang dimaksud pendidikan baca kitap suci adalah kegiataan
pembacaan kitap suci berdasasarkan agama yang dianut peserta
didik. Pembacaan kitap suci dapat dilakukan pada jam pelajaran
agama dan/atau pada waktu lainnya yang ditetapkan oleh sekolah.
Pembacaan kitap suci di sekolah bertujuan untuk memperkuat
pemahaman agama peserta didik terhadap agama mereka masing-
masing.
Pasal 11
Huruf b.

Yang dimaksud bantuan stimulan adalah bantuan yang diberikan
Pemerintah Daerah untuk mendukung program pendidikan baik
untuk perorangan maupun institusi.

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Huruf b.
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Yang dimaksud bantuan stimulan adalah bantuan yang diberikan
Pemerintah Daerah untuk mendukung program pendidikan baik

untuk perorangan maupun institusi.

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27

Yang dimakud dengan Badan Mandiri adalah Badan Akreditasi
Nasional Sekolah Madrasah untuk pendidikan formal pada
pendidikan dasar dan menengah dan Badan Akreditasi Nasional
pendidikan nonformal untuk satuan pendidikan pada jalur

pendidikan nonformal.

120



Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33

Yang dimaksud Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR) adalah
Mata Pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang diajarkan

secara terpisah dan/atau secara terintegrasi

dengan mata

pelajaran lainnya. Sebutan Mata Pelajaran Budaya Melayu Riau
(BMR) dijadikan istilah baku untuk menggantikan sebutan Mata
Pelajaran Budaya Daerah atau Mata Pelajaran Arab Melayu yang

telah digunakan di sekolah.

Pasal 34

Ayat (3)

Yang dimaksud Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta
Didik dari Keluarga Tidak Mampu adalah program Pemerintah

Daerah yang bersumber dari Anggaran APBD Provinsi Riau dalam

rangka memberikan bantuan biaya pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik
dari keluarga tidak mampu.

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37
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Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (2)

Yang dimaksud program pemberian subsidi tunjangan fungsional
bagi pendidik yang berkedudukan bukan sebagai PNS adalah
program pemberian subsidi kepada guru yang bukan PNS yang
bertugas di sekolah swasta yang melaksanakan tugas mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik.

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47

Yang dimaksud kawasan pendidikan tanpa rokok adalah ruang
atau area pendidikan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
merokok, memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan
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produk tembakau dan/atau sejenisnya. Ketentuan lebih lanjut
tentang pengaturan kawasan pendidikan tanpa rokok ditetapkan

oleh masing-masing penyelenggara pendidikan.

Pasal 48

Yang dimaksud pendidikan berwawasan lingkungan adalah
kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk memberikan
pemahaman dan rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan

lingkungan hidup.

Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 12
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Tabel t-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kel k S dan P Indikatif Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Indikator dan Pendansan Kondisi Kinerja pada akhir
Tojusn | Sesarn | g Program dan Keglatan e T 2615 (perubahan] | i 2018 {perubshan] %10
Targst | | Taget | Rp(uta) | Target | Rp(uts) | Target | Rp(uta) | Te
DINAS PENDIDIKAN @553 72474 TAAE2T 62 621,3%9.58 3089.072
[PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS!
e ATORE 1053 18111 1578 184 802
I
Terpenthinys Pelayanan
cminstras Peckartarsn 10538 19,030 181 1578 8164 02
(Salama 12 Bulan)
Kegiatan : KK
Penyediaan Jasa Suret Menyusat m" Josa Suat 12 Buisn “ )
Tersedanya kompanen nstalasi
Pemecissn Josn Komurikas, Sumber Deya ArDan | everangen bengunon  ((RERES 1,469 (12 Buian 49|  128un 3000 12800 3000  128den 1521| 60Bun 13954
kantoe
[Penyedisan Jasa Ksbershan Kanke ;::’“""Y‘" Kebershan (45 pin 12 Buan 173 | 128un 1250  128uan 1300  128den 740 608uin 5853
Terpanuhinys Alat Tulis Kantor
Panyediaan At Tuls Kantor vk Dinas Pendidken Provinsi (12 Bulan 900 |12 Buian 1642 128un %0| 128usn omar|  128den 504 608uan 5004
e
Terpanuhinys Cetak dan
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandsan Penggandsan untuk Dinas (12 Bulen 200 (12 8uan 16| 1280 45| 128uan 5| 12840 38| 608un 1670
|Pendidikan Provinsi Riay
et et S -[128uan 20| 1284 20| 128080 20| 12860 48] 43buan 3
Bangunan Kantor dpenecangen bengunen
Terpenuhinya Peralan dan
[Penyediaan Peraiatan Dan Periengkapen Kantor Periengkapen Karter Dinas (12 Bulan 3153 {12Buan s42| 128 1746|  12Buan 0| 1280 41| 608uan 1n
Pecddken Prounsi Rau
Tersedanya makanan den
Penyediaan Makanan Den Minuman il 600 |12 Bulan 504 128uen 0| 128uan 20( 128den 20| 608usn 248
Penyecisan Sahan BacaanDan Prahsan Pendarg-Trsedanya Ban Bacaan O |- ol -~ | . T~
(Undangan o Undangan | 22480 Buian
Tersedanya Rapatrapat
Rapes Dank Ke Luar Daereh te  [|12Buen 1,000 {12 Bulan o1 | 1284 150  12Buan 1000|  12Buen 75| 608un 5197
Dalam Dasrah dan kuar daerah
Weamanan
onyedian Josa Keamenan Kartr dan Tero0e. antor dan Adiinsvasi 128uia0 1,079 12 8ulan 1789 128um 1800  128usn 1500  128uen 91| 608un 718
whk pectantocan
[Penyampaian farmas
rendidican malalui iputan
langsung meda surat kabar dan
S sy Belanja Surat Kaber, Majalsh, Sosiaisasi dan Publkasi [majalah serta tenwijucdoys (12 Bulan 310 (12 Buan ws| 1280 0|  12Busn 20| 1280 95| 60Bumn 158
nghatan | o men sosisfisasi dalam hasi karya
k":‘:“‘:::‘ encanaan rendidican dan pemberitaan
pooces
Indikator ndikator dan Kondisi Kin i
Tuuan | Sesaran | ¢ Program dan Keglatan i P 2015 2016 2017 (perubahan) 2018 %1 periode Renstra
- = Torget | ¥ | Toget | Rpiuts) | Torget | Rpus) | T | Rpfuta) ]
\eembagaan
sinkronnya |Vertifikasi, Evaluasi dan Mondtoring Penerima Bantuan
dan aparatur P Hibah dan Bantuan Sosial ~ |12 kabota 800 | 12 kabikota 800
parencana dokumen
. e 3 e g 7 K| pize] 1iavion T O
Peayanan Admisias: Pemanioran UPT Teknolog can [Terselenggaranya Admrnstas: B
i Morriece 12 8uan 758 128un 80| 12Buan 50 3 Buian 1858
PROGRAN PENNGKATA SARANA TN
RRSARANA ABARATUR 451 15,009 ) 1650 1434 09 2210
KU T
[Terpenthinys Sarana dan
Prasarans yang Memadai asn 12Buen 1650 [ 128usn 1434 09 21
|Sebanyak 100%
Kegiatan : KK =
Pemelinaraan RutinBerkala Gedung Kantor ""*“"‘":Em“”"“ 12 Bulan 200 |12 Bulan 467 [3Ruang 500 [ ruang 450 204 12 Ruang 1956
Tersedanya Pemeinarasn
preie 'g:';"mh’:‘a' ol Kandacae RutvBerkala Kendarasn Dinss (12 Bulan 852 (12 Buan 97 (1280 500 |12 Bulan 0( 12840 34| 60Bumn 278
Qperasional
[Pemeliaraan RutivBerkala Peraiatan Gedung Kantor L‘:‘“‘“’“‘” evionpuinillll 200 |12 Buian 863 [20Kak 650 |20 Kak 0 168 72Kai 2281
[Penyediaan Sarana Kearspan = = 1Kegiatan 34| 1 Kegatan %
Rehabiltas Secang Berat Reheviitas Seceng/ Bermt SRR 965 |12 Buisn 13782 | 248uen 1
[Penyedaan Sarara dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Pikseramianig 12 8uen 2500 - 12Bden 250
[PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR = L - 101
Pengadasn Pakaian Dinss Beserta Perknghapamnys 4 4
[Pengaaan Pakaien Khusus Har han Tertertu [570 Orang 720 ~[ 510 Orang 71
Pengacasn paaan Olahraga can periengkapannya 510 Orang a1 | s100rang a1
[PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SRR SR ABIRATIR 1475 1882 s 1428 650 389 6225
Terisksananya Pendidkan bagl
Pentidican Dan Pelatihan Fomai hemperiiahbens 350 |50 Prs 7 |1 Kegiatan 200 |10 0rang 20 62| 1300rng 1209
Jumiah Sistem Database Guru " 2
[Peninghatan Sistem Mansjemen SOM oo ot |1 Kegeten 200 - |1 Kegisten 198 | 2Kegiatan Y
personal mengerti dan
Jumigh |1 House Traiing Dt Pcencanaan dan Keuangan ~[7Smar=m 11503 160200 53 g gy 250 [60 crarg 3% (60 orang | s e | 180 Orang 910
Peningkatan Aparatir adminstrasi Keuangan
kualitas dan yang
kepasitas | kompetensi | berkualitas Terwujudnya SOM Kantor Dinas
kelembagaan | aperatw | dan memiiki |Pambinasn Jasmani den Rohani yang sehat dan peningiatan 12 Bulan 250 (12 Bulan 667 |12 Bulan 400 |12 Bulan 400 |12 Bulsn 160| 60 Bulan 1876
danaparatur | pecencana | kompetersi ltechacap keagamaan
PREOCRN [Peninghaten Pelaksansan Kers Pengawas Sehoish - - T4 omng 168 1340 168
Tersusunnya Standar
i S Oy s (509) ananie B 200 |1 Kegitan 300 |1 Kegisen a0l 2 | 3Kegetan )
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Indikator Indikator dan
Program dan Keglatan o
Sasaran Keglatan (Revisi Renstra)
Meninghatnya Kapastas
[Paningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pendidican i Por suias Panddii
Penyelenggaraan Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru
Tingket Provins 1 Kegiaten 75 > o 1Kegetan 5
[PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
[SISTEM PELAPOARAN CAPAIAN KINERJA DAN 493 500 550 - 154
[KEUANGAN
N Tersedianya laporan capaian
i ey S o kineria dan realisasi kineria (1 Dokumen 105 {1 Dokumen 100 (1 Dokumen 100] -| 3 Dotumen a5
- [Dinas Pendidian Provinsi Risu
[Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ersusumya Lagoran Kevsngan |y en 75 |1 dokumen 100 |1 Dokumen 100 | 3Doumen 2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Ak Tahun Im“""“’““’“"‘““ 1t dokumen 100 {1 dokumen 100 |1 Dokumen 100 | 3 Dokumen )
[Penyusunan Rencana Keria SKPD g’:"‘"mmp"”"‘ 1 dokumen 113 1 dokumen 100 (1 Dokumen 100 | 3 Doumen n
j5unan Laporan Aset [Tersedanya Laporan Asst [T dokumen 100 |1 dokumen 100 |1 Dokumen 150[ - 3 Dokumen 30
Renstra ; ]
Dinas P Provins Riau g
Program idikan Anak Usia Dini 11071 10,365 - 21,431
Didat Peningkatan Kompetensi Pendidk dan
Tenaga Kependidican PAUD I~ L) 200 0rang )
MONEV PAUDNI (Pendidikan Anak Usia i, Non
| 1
F dan i ) |665 Orang. 1356 665 Orang 356
BTK PAUD [s00reng 425 T s00mng [
[Pelatihan Berjenjang Dasar, Lanjutan dan Mahir
e I
Bagi PTK PAUD 136 0mng - 3 Orang 950
|Alat Permainan Edukasi Indoor/Dalam T 850 |5 lembaga 200 -| 200 Paud 1.050
[Gebyar PAUD m 800 |14 Medall 1957 - 28 Medas 3757
[Pambangunan Gadung Paud Raudhatil Jannah Kel "
|Sidomulvo Barat Tampan [ASs o) g ! -
[Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Alimah Pasir
Puth |3 Ruang. 500 -] 3Ruang 500
[Desa Bary Kec. Siak Hub (3 Ruang)
[Mansjemen Peningkatan dan Pengembangan serta
Moritoring dan Evaluss Mty Pendidian Lot 1 i 1 Kot 1005
[Sosialisasi Standar PAUD |60 Orang. 2% | &0 0reng 283
Indikator dan |
s Program dan Keglatan R 2015 (perubahan) 2016 (perubahan) 2017 (perubahan) 2018 (perubahan)
e T | Roquta) | Target | Rp(uts) | TVamet | Rp(uta) | Target | Rpfjuts) |
[Workshop PAUD 20
[Seminar Kompatensi Orang Tua sabegal Pendiakan i - i 0 =y
PAUD o Oy
Lomba Gugus den Lembaga PAUD - |72 Lembaga 24 -| 72Lembega 2%
mm;munmtmdmmmsumm |12 caeng 181 ] 12 cabang 1816
[Pendidian dan Pelatihan Parening PAUD =108 Orang 32 - 08 0 32
(Bimtek Kurkulum 2013 bagi PTK (Guru, Pengawas, dan Ei ]
et 264 Orang o 264 Orang 7}
g:jll)ﬁmgman&psmbag Pengawas den Peniik 8,100 o B 0 -
[Dilat Pengawas TK/SD =108 Orang 3n - 708 0 312
[Pelathan Tata Keloks Kepala PALD ~[100 Orang an | 100 Oreng a7t
[Didat Uj Kompetens: Penddi PAUD |32 0mng 1,104 [120 orang 53 -| 432 0rang 16483
[Pendidican den Pelativan Uj Kompetens Tenaga = 3
Pendidic PAUD Tingkst Dasar 400 Orang 1580 400 Orang 1580
[Pendidican dan Pelatian U Kompetens: Tenaga il 1
Pendidic PAUD Tingkat Lanjutan 20 il 400 O i
Training of Traners Dilat Berjenjang Tingket Dasar i 1
PAUD
Training of Traners Didat Berjenjang Tingkat i i
Laniutan PAUD
[Pengadaan Motor Prtar PAUD 150 T 2um 150
Sosilisas Pemanfastan Motor Pintar PAUD a7 - 80 Orang 387
[Bimisk Pengelola PAUD Binaan PKK 514 -[ 100 Oey 514
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Indikator Indikator dan
Tujuan Sasaran Program dan Keglatan 2015 2016 (perubahan) 2017 (perubahan)
Sasaran Kegiatan (Revisi Renstra) T T T
== 715G 91875 373464 313,102 283,031 1206718
KU B
Lax 2% o1.85% 231 2% 830%
Tersedianys dan [SMAMAISMK/SMALBPaket C @
Terangeaunya
Layanan Terselenggar 2 aou
Penddian |aamya uaMASMICSMALBPatetC [T % Lo 6ok 9%
Menengan yang |Pelayanan
bermoay, Pencician ; ;‘ﬁf;‘:‘“:*“‘mm o2 013 o7 0 )
beckesetaraan  |Menengah
gan A Snkpeipel | 14.16 1416 1415 144
Berkesesuaian
l30.00 203 2033 23 28 .
o3 040 045 050 0s4 .
[Pembenqunan Asrama SUK Pertarien Terpadu 3 x
Pambangunan USB SMK dan Kele amnya | -
engadaan Mebeluer Sekolah 2680 1 Kegatan 5600 -| 2Kegatan 8240
Pengacasn Mebeluer Sekolah SK 2 sekoleh 2550| 11Sskdeh 4445| 13 Sahon 6985
[Rehabiitasi Sedang/Barat Ruang Kelas Sekoiah TSM“B':‘_’IBR“‘EW""K e 25 ruang kelas 2,500 |10 sekalah 1750 1 ©2rung 429
[Renebiltasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolzh SMK 1 Sekien 4500  BSekoen 3372| 9 Sekolen 1872
Sertfitas Keahian Bag Sswa Triak Mampu Dan 0wy 1468 1000rng e
f;:\(bengmm “Audiorm SHIK] Gedung Serbaguna e 7 =
[Didat Kepala Sekolah SMK 120 orang 588|120 oreng 583
Revialsasi SWA Tersedanya Reviaiess SWA [ Sekotan .99 [3Sskah 00 Jsekolah 157‘ 70 Sekaleh 35066
[Reviaisasi SMK [fatshoenenye Roviationl 4 Sekclan 2543 [3 Sekalsh 6300 o 7Sekdan )
|Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK use 2 Unit 284 |8 Unit 21,865 6 Unat 6.298) 16 Unit 28447
[Pembangunan Rusng Kelas Baru (RKB) SMA ;M““‘“"’“ Pt - |8 RKB 26,604 |50 RKE 10485 24RKE 8192 172RKB 5231
[Pambengunan Ruang Kelas Baru SMK E’,‘f““”‘""‘ emeANQEN |y Sekolah 864 |52 rusrg 11,508 [60 Ruang 24864 |35 1700]  8Rib 41074
[Pengadaan Webeuler Sekolah SMA 5 |15 sskaien 572688 14 Sekoieh TE%
Pengasaan quemsl:lnagqan Mandin nik Peningkatan) i R = 2
Tersedanya pengadaen sarana
[Pengadaan Serana dan Praserana Labor Biokogi SMA |dan prasaana Labor Biologi (6 Sekaleh 2500 |t Paket 2,140 [Provinsi Risu 2680 |- 5 5 | 17 Sekon 7290
s
Tersedanya pengadaan sarana
[Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Behasa SMA  [den prasarana Labor Bahasa (1 Paket 2500 - 1Paket 2500
sua
Indikator dan
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
‘Sasaran Keglatan (Revisi Renstra)
Tersedanya pengadasn sarana
::“‘Jm' S‘“"as‘::: msarana Labor Mdtimedia | crasarana Labor Mullimeda 2,000 |5 Sekolah 69% | 8 sean 89%
bk n Perpustakaan SMA
mms:;amm-maqum = o 5 Tos P
[Pengacasn Serans dan Prasarans Ruang Labor Fama
lgan 3 Sekciah 2500 - -] 3sskden 2500
| Penyalit Tanaman
:::La:‘m Serana dan Praserana Ruang Labor = 2000 2 I 200
Lomba Guru, Pengawas Berdeakas dan Berprestas,
Kepala Barpa seria Pengawas. 196 Orang. 400 - -| 9 Orang 400
Daerah Terpencil SMA/SMK
Pengadasn Sarana dan Prasarana Labor PA Lm“m[ S —— P 5 B i i 4
Tersedanya sarana Gan =
Pengacaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMA || =SS S0 % |fkagatan 1,500 |1 kegiaten 5,155 |1 Kegitan 318 | - | 3hegiatan 9805
Teriaksananya pengadaan
Pengadasn Serans dan Praserana Labor Fiska SMA [sarana dan prasarans Labor |1 Kegietan 1500 1 kegiaten 5328 |1 Kegiatan 319 |- : | 3hegten 9978
Fista SMA
:::m Sarana dan Prasarana Ruang Prakiek e = > Bl o P
mmsmmdmmaumswmm Rokan § Sekaieh % 3 i s 70
Kantor SMK |1 Unit 300 | = 5| tuna 3
m"“’w 5"‘;"“:" s SR A mm":"ﬁm - |7 poket 5612 |7 Paket 6000 | 14paket 11512
[Pengadasn Paket Trainer Telrik Roda 2 dan 4 berbasis |Tersedianya Alst Prabtek raner | | i i i
Simudasi roda 2 dan 4 berbasis simulasi
[Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Sosial SMA ;“m““m’fa;”“ “‘m 1 Paket 1,500 1 Paket 1408 [1 Paket 1500 |- 8 < 2Pkt 4408
Teriaksananya Pengadaan
Pengadasn Sarana dan Prasarana SMK Jurusan
Serans Prasarara Worishcp - - [sPakat 34M o sPaat 344
Teknolog: Workshop Listric ipoel
Terlaksananya Pengadaan
?;‘gm S“ﬁ:;n:“ n SN e Sarana Prasarans Workshop - |4 sekotan 2825 |5 Paket 2537 | iopamet 5362
g o [Esektro
mswnadanmmummmas Bl i ll s i
ya Pengadazn
P"“—""’“&t“::::"‘u m"“"‘ﬁ'x:“;; Serana & Prasarana Labor M [3sekoleh 2500 [5 Sekolan 2782 |5 Paket 48 | 13 Sekolen 9731
Madia
Teriaksananya Pengadaan
Pengadaan Prasar; K
Peninghatan Sk |peapcan Soang don Prosarane SWIK SN louran s Prasarana Rusny 1 Sekalah 750 |1 Sekolah 913 (1 Sekciah 500 | 3sskomn 2183
i Gt Faain el Prakssk Perotelan
Terisksananya Pengadaan
ke Pr k
apa;:; || g ma:a: Serans dan Praserana Ruang Prakss e £ P e |y - P -
Praigek Kacantkan
oY | s fo"‘n""‘;‘:’ Fengadaan Sarana dan Prasarans SWIK Jurasan Terisksananya Pengadasn
pen PRIE0S! | grbisnis dan Agroteknolog: Ruang Labor Kultur Sarana & Prasarana Ruang = - |5 Paket 2050 | sPaket 208
Jarngan [Labor Kulur Jaringan
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Indikator ‘endanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 201 2016 2017 (perubahan) 2018 (perubahan) 2019 Renstra
bz ool il [ Target T Routs) [ Tamet | [ Target ] [ Torget | Ro(uts] | Voet | Rpguts) |
[Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Terisksananya Pengadaan &
[gribisnis dan Agroteknolog Ruang Labor Teknologi |Prasarana Ruang Labor - |5 peket 2334 (4 Paket 1997 o T am
Hast Pertarien Teknologi Hasi Petanian
[Pengadaan peralatan bidang agrobisnis dan
agroteknologi |SMEN 2 Pasir 350 = -| 1sekoah 0
SMKN
Pengadaan Media Pembelajaran SMA m“"“’“ s "’M“"" |6 paket 230 |6 peket 254 3 pakat 1200 |10 paket 23|  6Pakst 1582 31 Paket 5582
Terlaksananya Paket
[Pengadasn Media Pembelajaran SMK [Pergadean Meda Pemberaaran [1 Sekoleh 20 .| Z0dahes 1,400 |10 sekoiah 10500 |10 Sekcieh e 4,198] 33 Sekoieh 16328
o (Provinsi Riau Provinsi Riau
|Pengadaan e-Book untuk tingkat SHA Pakat 1,000 -] 3Pakat 1.000
[Pengadaan e-Book untuk ingkat SK 144 1,000 = - tadunit 1,000
[Pembinzan Pelaksanaan Kurkulum 2013 G Provins
R 160 Unit 975 12 kabkota 805 | 24 Kabikom 1780
Lleniang SMA/SMK
[TOT Insinchr Kurifslom 2013 SWA ~[150 Orang 968 | 150 Oreng %8
[Didat Calon Pengawas dan Serfikat Pengawas SMA E - 50 0mng 484| 50 0rang a8
I;TAW Kompetens Mangjenal Kepala Sekoiah [0 oerg = = 0
—[e0 601 | 500mg 604
B3 278 - %0mn 276
|5 Sekaiah 20000 | 5Saaian 20000
Teriaksananya Training OF
| Trainers (TOT) Pengembangan
vy o aniastn Tekclog NS e Penbelgaran berbass (120 Orang 425 |50 crang 202 {12 KatKota 500 £ Wm o 618] 48 Kabihota 1745
) untuk pembelaja TIK bagi PTK SMA'SMK Se
[Provinsi Risu
Terselenggaranya pelsshan tata
[Petashan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK i - (60 Orang 7 - 600mng k<
Terselenggaranya palathan tata [12
Petashan Tata Kelola Tensga Laboran SMA el . 300 160 crang 387 lidorg | -1 246 0reng 468 33 Orang 1505
[Terlaksananya Pelatihan Tata B |
[Pefathan Tata Keloia Tenaga Pustakawan SMK s 60 Orang 30 60 Orang 2
Terisksananya Pelatihan Tata |12 S
[Petasihan Tata Kelola Tenaga Pustaiawan SMA e 300 (60 Orang 377 [B0erg 0 60 0rang 338( 180orang 1384
[Meningkatnya Kompetensi 12
[Peningatan Kompetensi T WA [Tensga Laboren, oo ekt 00 -k - -| 12Katihota £
|Pustakawan dan Pengawas
[Dukungan Pelaksanaan UNIUASEN SMAMA'SMK 8 1450 |12 kabieota 1,400 -| 24 Kadihata 285
Indikator Indikator o o Tl Pendanaan ____
Tujuan Sasaran Program dan Keglatan 201! 2016 2017 (perubahan) 2018 (perubahan) 2019 ﬁm
- it st ‘7 ; i%_gm_m_rm_ | ot T Rpluta) | Tergel | Rpuia) | [ R guta] |
Pembengunan Hotel Training m’:‘; Peatangues 2,709 [60 Orang 171 |1 Sekaieh 5500 S - c | 3Seken 8380
Teriksananya Pelatian Teta
Pelathan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK e 200 - |40 0reng 150 - - [192 0rarg 47| 2720mng o
ILTM&EW Pelatinan Teta
Petashan Tata Keloia Tenaga Pustaia SMK e s 00 - -| 00rng m
Peisthan Tata Kelols Tensgs Pengawas SWK Pelathan Tata |y orong 0 40 Oreng 180 80 Oreng )
Peningkatan Jumish i o [Kella Tenaga Pengawas SHK = = = -
kualitas dan Aparatr
kepasitas | kompeensi yang [Meningkatnya Kompetensi
kelembagaan | apershr | beckuslitas [Peningkatan Kompesensi Te SMK  [Tenaga Labaren, -+ = - R
danaparatur | perencana | dan memiiki [Pustakawan dan Pengawas
parencana Kompetensi
Pembangunan Ruang Kelas Baru Uintuk SMK 4 Tahun 12 Ruang 3100 - | 12Rung 3,100
[Penyeianggaraan Pendidikan Pesantien Taknologi i B i
|asSK) Provingi Risu
Penyeienggaraan SMK 4 Tahun orokearanya Pembela<= 1308 Orang 4000 [11 Program 323 |11 progrem 500 8 program 718| 41 Program 559
Rahabiilzs SWASHK - B 7 Sekolah T428| 7 Sekoien T8
Penddkan VK4 Tahin 12Buan i} - 128un 177
Pembangunan USB SMA Koo - [3 Sekoten 6,000 [2 Sekolen 3400  1Sekoleh 20,183| 6 Sekoishn 20563
[ Ujen > =
(e sy 555 |30,000 sswa 565 (24250 Siswa 500 5000 sswa 206( 89.250 sswa 18%
Tersedanya Bimtek 2
Petathan Pelaksanasn Kurkuum 2013 SMA Pelaksanasn Kurkulum 2013 i 1,500 |12 kabikota 1,000 [B00rg 663 M2 0rang 1000| 250 Orang 88| 1564 Oreng 5148
|SMA
[Pelaihan Pelaksanasn Kudkuium 2013 SUK I 1,000 [250 oreng 3 20 o=y 301 a5 oreng 19%
|Verificas: dan Snkronisasi Data Pokok Penddikan 12
| Menengah SMa dan SMK i | 12Kadton 1500
Pelashan Kompetensi tenaga Pendidic 400 = __100ormng 924[ 160 oreng 134
Pembinaan Kelembagazn Se¥olah Dan Manajmen
Sekolah Dengan Penerapen Mangjemen Bertsis - 120 sekoleh 388 120 sekolsh ass
Sekoioh (MBS) -
Peninghaten Kompesensi Tenaga Pendidic Mata 'T':;’;'“:""‘ S i i |
Pelsjaran Kurikukim 2013 SMA i
Z | Terlaksananya Pelatihan Guru |70 orang guru 2 2
Petashan Guru Bimbingan Konseling SWA  cbigan Kpsliog Sk 70 orang 2m [ mn 100 0rang 336 240 orang 876
Tedaksananya Pelatinan Gurs il ]
Petashan Guru Bimbingan UKS SMA Kooy 70 orang 264 |70 Orang 263 [ orang 20 210 orang 2]
F;‘:man ‘Analiss Maten Esensial Maia Pelgaran UN Fe 26 - 124abhots 26
Pelathan Pembelajaran Ak, Inovati, Kreatt, Efek ]
|dsn Menyenanghan beg Tenaga Pendidi SMA fisins = 60 orang -~
[Terabhnya Pelatihan [216 guru mata
Petashan Pendalaman Materi Try Out SMA [Pendatamen Materi Try Out 180 orang 672 [pelaiaran UN 600 - | %6oreng 1212
& sa
TOT Pagerirgen ek Pusbnn B T 5 orang 257 1 s0crang 27
[Peiashan Guny Mata Pel: UN SMA/SMK [se 846 - | 12 Kabikota 846
Traing o Trainers Kuriukem 2013 SMK 180 Orang 951 = 180omng 951
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Indikator dan ___TargetKinerja Program dan Kerangk:
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 2016 2017 (perubahan)
Sasaran Kegiatan (Revisi Renstra) Tai [ RoGuta) | T [ Ro Gutal |
Terisksananya Musyavarah
MGMP Guru Meta Pelajaran SMA Gura Mata Pelajaran (MGMP) 550 orarg s 2700 21345 12KatiKota 665 48 kabikota 3043
SMA Se Provinsi Riau
Terisksananya Musyavarah
MGMP Guru Mata Pelajaran SWK (Guru Mata Pelajaran (MGMP) 550 orang s 2700 31406| 12KatiKota 366{ 48 rabikota 3685
SHK Se Provinsi Risu
[Didat Tim Kuritukm 2013 Dikmen T Paket 3% T Tpakat @
e i 12 kabiota 9600 4 121abotm 9600
o, Pendidik P Teta
Tata Keloa o - |40 0rang 40 - -|  1200mng 208|160 orang 675
Peninghatan Jumigh 05 BOS Doersh 175561 siswa
Forirhosprant peeer i oo ok e e -[oswesena | wsar | CROSRE | 2i7mezs 201593 07.12
kapasitas | kompetensi yang Terlsksananya Sertifkasi ANT V]
ANT IV dan ATT IV
elomtagamn | apratr | beruatas (TS ATV G ATTI SaNablacen g 47 G103 vtk can - Jesoveng 1000 85 Ovang 2228 122
danaparatur | perencana | dan memiiki Teknica
perencana Kompetersi Terselenggaranya Sosialisas
Soselsas con Parunan Assessor M2 | elthan Assessa dalsm - [1120mng a0 - - - : “w
rangka Pembentukan LSP-P1
Teriaksaranya Penciakan Al
o P O oot oty [Profes Gun Adaptf meniadi - [ orang 1,000 [20 orzng 133 siwa 40| 1735w 1840
Sl |Gury Produiit
Teriaksananya Workshop
Workshop Rencana Induk Pengembangan Sekolsh [Rencana induk Pengembangan - [224 Orang 582 |- - -| 224 orang 582
Sekolah
FGD Unit
Focus Group Discussion Pemberdayaan Unit Produksi —[Produksi SMK deri Segi
|SMK dari Sisi Pengeiolaan Barang Miik Dasrah Pengiolzan Barang Mk - [P L G j| o= =
Negara
Terselengggaranya PPDB On
PPDB On Line SMASNK Hagrra - 2000 70088 12KabKota 420] 3 kabhkota 3211
Terisksananya Pengadaan
[Pengadaan Peralatan Praktik Survei dan Pemetaan Peralatan Prakiik Surves dan - |5 Sekalah 3000 | 5 sekolsh 3000
Pemstaan
Terisksananya PEnngkaten
[Peningkatan infrastuiur SMK [orercty - [3 Sekalen 6200 [2 Sekoleh 8720| 12sekolah 7.704) 17 sekolah 2624
Terieksananya Oimpiade Guru N
(Otimgiade Guru Nasionel (OGN} Provins Risu Pt iyt 150 Orang 100]  E0orang 126] 210 0mng 25
Teriaksanaan Ujan Nasional
Petaksanaan Ujan Nasional SMAMASMK SRR - 12 kabikots 100[ 12kabiota 822 24 kabhots 2
Terisksananya Pelaksanaan
[Petatsanaan Uijan Sakolsh Berstander Nasinal (USEN) |(Jjan Sekoiah Berstandar . regata Kegiatan
[SO/SMP dan Ujjan Paket ABIC Nasinal (USEN) SDISMP dan et | e i
[ ian Paket ARC
Teriaksananya pengadaan
[Pengadaan Pecalatan Komputer Mendukung Peralatan Komputer Mendukung
[Peiaksanaan Lijian Nasional Berbasis Komputer SMA  [Pelaksanaen Ujian Nasional [28 = 200 j| edden 2
Berbasis Komputer SMA
Tol s Indikator “ = L
Sasaran - Kegiatan (Revisi Renstra) ey )
Terisksanenya pengadasn
Pengadaan Peralatan Kompedar Mendukung Pecaatan Komguser Mencuung fo ” [ i
MK Ujan Nasonal || S0
Berbasis Kompuer SMK
Jumizh Teriaksananya Dkt Kepala
o Aoy |t KepalaSekaah S\ Farasaaponts 2 org an 120 orang 482| 1400reng o1
kugltasden | kompetensi | yang Terisksananya Pembangunan
kopasins | aparss | bosnas [Pbengunan Pager SUA oy - [3 sekoten 1,200 |6 sekoizh 1480 7 sekoiah 1451 16 sskolsh 3831
kelembagaan | perencana | dan memiiki R eraksananya Pengadaan = = [ 5 S 2
dan sparstr sz [Pengadaan Paving Bick SMA Poving Biok SMA 1 Kagiatan 1200 1kegiatan 1200
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e VargeKineds Program dan Kersngia Kondsl Kin i
Tujuan Sasaran Fese Program dan Keglatan Kegiatan (Revisi Rensira) 2015, 2016 2017 {perubahan) 2018, 2019 periode Renstra
iLﬁJI‘_M_ T | Torget [ Rpfuts) | Target [ Rp(uta) | | Roua) |
perancana Pengadaan Seritasi SMA ;ﬁ::‘;"f Pengadasn - |1 Kegitan 1200 |- 5 z {1 kegiatan 1,200
Peningkatan Prasarana Gedung Sakolah SMA Negeri M", "9"3""3 ya :‘“"3"“ L - s sekolah 432 | 5 sekoton )
p”’“"%?‘“‘ Bl Oarces Unkik Sun Mistin s ;mm‘g“‘ c"‘;s l612 0rang 800 - {1625 siswa 13624 0| 2237 orang 14424
[Rdarys Pengadasn Sarans
Pengadaan Sarana Edukasi Integrati Fiska Ecukasi Integrat Fiska d 30 - 30 Sekolah 6000 |- - = - | 30 sekolah 6000
[Sekolah
Teriaksananya pengadaan
[Pangadaan Sarana Edukasi Integrati Labor IPA Sarana Edukasi integratif Labor - |1 Paket 5000 |- = S -| 1Paket 5,000
IPA
Terieksananya Pengadaan
Pengadsan Sarana EdukasiInegratf Labor Kimis [ Sarana Edukasi Ifegratf Labor - |1 Kegistan 2100 - = - +| 1 Kegten 2100
Tersedanya APE
!;T:aﬂam ot Peraga Edkas! dan ieraf b PA| ZEETE0R T J . >
Siswa Didk
[Pengaasn Sarana dan Prasarans Labor PASHA E 0 sekaieh T000| 4sshomh TA72| T4 seholah i)
Tersksaranya Permmrivssan
[Pemerksaan Kontruks Gedung Sekaleh (PP No. 29 -
Th‘v,m?AX:)')‘ ontruksi g L Konruksi Gedung Sekolah (PP - |1 Kegiatan 750 |- - - | 1Kegetan ™0
o, 20 Tabun 2000}
[Pengasaan Alat Peraga IPA SMA ;:“:‘: P"’A’S‘M:’W“" ) - |1 Kegiaten 5,000 |1 Kegisten 4300 = | 2kegesn 9300
[Pengadaan Alat Labor Biokogi T E::“"”"I’;‘*“B“’“" A2 egistan 2500 - |1 kegisten 8000 |- : | 2Kegaian 8500
Pengadaan Alst Laboratocium IPA Besbasis Kompstersi || /o202y Alst Leb berbasis - 5 |
Peringiatan umish
Aparatur
\apesitas  [vompetensi |yang Teriaksarannya Pengadaan Alt j |
e o | [0 g [Penaacomn st Porpstakann Tarngras amieretote 1 Kegistan 2900 1 Kegisan 2000
denaparatr  |perencana  [dan memiiki
perencana kompetensi
Terlaksananya Pembangunan bl & K = - -1 &
[Pembangunan Lapangan Olahraga SMA \ aphnggn Otahvaci SKA 1 kegatan 400 Kegatan 00
Pengadazn Alat E-leaming SMA mm"w"”‘ -1 kegietan o0 |- : . | 1 Kegaten 910
Pembangunan Gadung Serbaguna SMA %““"‘S"';AG“"‘B - |1 Kegiatan | N = - 1 Kegatan kT
Permbangunan Perpustakazn SMK m:*’zﬂsﬁkm“g‘“" |1 Kegiaten 20| | tKegeten 724| 2Kegiatan o
Permbangunan Perpustakazn SMA ;:::mas"&m“"“" 2 s"", 7 1,000 ~| 1 Sekoleh 1,000
Peningkaten Infrastuktur SMA - 12 2312 5438 7748
‘Sarena den Prasarana =
Prakiek = 10 sskaian 1500 4137 697
Produesf SUK
[Pengadaan Alat Kesenian SMK - 2 sekoieh 200 -| 2 sekolah 200
Mmm Alat Labor SMK - 2 sekoish 20 2 sekolah 2244] 4 sekolah 2444
e e ngpaten e R ! 1 pabet 200 o 1pabet 2000
T = i 3 Pendanaan KondisT Kin
Tujuan Sasaran s, Program dan Kegiatan (egiatan (Revisi R ) i‘ﬁm 2016 (parubahan) 2017 (perubahan) 2018 (perubahan) 2019 Renstra
Target | Rp (uta) | T | Rpguta) | Target | Rpfuts) | Target | Rp(uta) | Toget |
Tadaksananya Pangadasn Alat
T nSas AR o Praidek Junsan Agrbisnis dan 1 Kegistan 400 = | 1hegiaten 00
Tanaman Peckeburan
Pengadaan Alat
Pengacan At Prakiek Komputer Jaringan SMA'SMK |Prakisk Komputer Jaringan 1 Kegistan 3000 | 1 kegiatan 3000
Suask
[Pembangunan Gadung Kantor SMA'SMK ’”‘“‘“"‘"{m’:“{(’”‘ 1 Kegiatan 1850 |1 Kegistan 80 | 2egatan %0
[Bassiswa Siswa SMA Taruna Nusantara Mageiang ;m“m’:ﬁ*"’“’x‘ 1 Kegistan 750 |1 Kegistan 7% -| 2kegistan 1500
pagar SMK. 12 sekoish 550 - | 2sekolsh 550
Teriaksananya Pemataan dan
Pemetasn Dan Pendidikan Mansngeh Pendditan )
[SMA'SMK Se Provinsi Riau Menengah SMA/SMK Se 1 Kegistan &0 - 1kegatan 800
Provrsi Reu
Pengasan Al Prakiek Pogram Keehian Sevesrs [[erseaonta RatPraiek 12 Sekcish et 5 | 2sehosh ™
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Indikator = [arget Kinerja anaan Kondisi Kiny pkhir
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 2018 (j Renstra
e i o o]
Tersedanya Serana dan
[Pengacaan Sarana dan Prasarana Workshop Mesin [1=0="0 S350 2sekosh 8837
Tertaksananya Peningiatan E -
[Peningatan Fungs: Peralatan Praciek SMK - inge Prsatan Pk UK 2 Unit 500 [- - - 2um 500
[Pengadaan Simulstor Alat Berat SMK |Jumiah Paket Simulator -} - - S
[Petashan Sertikasi Tenaga Pelath Smulator Alst Berat |Jumiah yang diath =18 = = E R
[Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Banu (RKE) [Juriah Ruang Kelas Baru (RKB) [ 7[E | — 20
|SMAN 1 Pelantery [SMAN 1 Peterbary St 2
[Pembangunan RKB Lengkap SMA Isiam Tiyan Al lhsan 1 Sekciah 15 - -| 1sekoah 175
[Pembangunan Kantor Gan Medbeer SWK Bina Insen
sk 1 Paket 40 - | 1paket 400
[Huly, JL. Rezeki Desa Bary Siak Huly
. Ruang Kelas Baru (RKB) [Jumish Ruang Kelas Baru (RKB) il ) .
[SMAN 1 Tauk Kuantan [SMAN 1 Taluk Kuantan
[Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Banu (RKB) _|Jumiah Ruang Kelas Baru (RKE) B S 2
[SMA N 1 RengatINHU [SMAN 1 Renga/inhu
181,905 189,893 51252 83318 74,35 763618
KU 5
[Persentase Sekolan Yang
Imetaksanakan program MBS 3
Optmainya |dengan baic
Tennjudnga |13 K08, [ somr 8% 0% 0% =
Lot akuntsbiitas [ SwPATs = o P
a | o nciraan PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN -
pubik didaiam PENDIDIKAN STANASMK 0% % 0% 5
:ﬂ“ :""‘" Yo [Persentase Sekoiah yang "
aan Tersioediasi
penddikan [ TKRA 2
—somr WA 000% H00% -
[ swPAITs B a7% ann -
| SuARASIK AR 9500% ETS B
[Peningkaten Kompesens: Sagi Gur Bants Se Provins ]
Riay
h?::l:anamn Lokal bag gan: SMAISHK sé Prosinsi os P -
[Pembentuan Kerakier Siswa Pendidikan Menengah Oi ]
Provinsi Riau
= £
Spem Pendidken Di Provinsi Riau Dan Kab Kota 12kabhota 630 12 kabikota L
[Pengendalien Dan Penilaian Resiko Spip Pada Program ]
jatan Dinas Pendicikan Provins Riau
Rakor dan Sirkronisss bantuan keuangan Gan hibah s ]
Provinsi Riau
Kelembagaan SMK -
[Penyusunen Pelaporan Keuangsn OPD dan PPKD. d 5
Indikator fa Pro Kondis! Kinerja pada akhir
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan 2015 (perubahan) 2016 (perubahan) 2017 (perubahan) 2018 (perubahan) 2019 _periode Renstra
kel Keoitn (RevisRench™) | Torget [ Rp(u) | Torpst [ Rp(oia) | Tompt [ Rp() | Torget [ Ro(uts] | Torget [ Ro(utal | Target [ Rofui |
|Adanya Dikdat Calon Kepala
Didat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) [ M (5 200D 30 orang 800 [40 Orang 100|  40omng 768{ 110.orang 1668
[Monitoring. Evaluasi Den Pelaporan abola 800 [ T2 1abikota 800
|Adanya Dikdat Calon Kepala i
Didat Calon Kepsla Sekclah Manengah Keuruan (SH) (508 Q! Co00 K988 30 calon 800 Daramg 80
[Teriaksananya Pengadaan
[Pengadaan Kalender Pendidikan [Kafender Pendidican untuk 12 |12500 Eks 300 {14,470 Exs 445 [14.470 expic 563 (14.250 expic 20| 11743 expir 23| 67433 expir 1828
kabkots di Provinsi Riau
[Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Meningkatnya Siswe dan Guru . K =
[Penidik dan Kepandidikan Becprestasi seProvinsiRiau  [berprestasi { kagieten; 00 Hr 500 { knglatan 00t kagiten 28 4kegiatan 212
|Review Kuriitem Mustan Loval 12 kabhola 750 |12 kabikota [l | 24 1tz TEa
[Penerbian Jumal Pengickan 1 kegatan 750 |1 kegiatan 708 ~[ 2kegatan 1459
B Jenjang
Data Pendidikan Terisksananya pengelolasn data |G REierly 1,500 |12 kabiiota 1,200 [penddian, 12 1,250 [200 orang | s00mmg 1464) s400rng 5164
[pokok pendidikan
Terlaksananya pemantapan dan
y Provinsi R kegiaten  |12kabikota 1201 {12 kabikots 1,200 |12 KabiKota %0 [t - | 3 kablota 3301
orovisi dan kabikota
Dukungan Operasional Intermet Dinas Pendidian
Provins 12 Bulan 630 -| 12bdan 620
Ry
Persiapan dan Pembinaan OSN Nasional SD, SMP dan
sMa 1312 orang 1000 -| 3120reng 1.000
se-Provins Riay
Sosialisas: dan Workshop Gerakan Gemar Membaca
Dkdasmen 12 kab/kota 1510 - | 12 kabkota 1510
Somaleas Gooa St Govemance bagi Saien
Pendidian 112 katikota 910 - | 12 kabiota 0
D e M i
Penyusunan Rencana Awdl Pamerataan dan
Peningkaten Mutu Pendidikan Mensngah dan PKPLK 12 bulan % -| 12bdan %
Pasca J No. 23 Tahun 2014
|Pengadaan Perangkat Apliasi Edukatif Mulskonten = 5500
[Pelashan Peningiatan Kompetensi Kepala SMA Se-
Provins 1300 Orang 1500 -| 300mng 1500
Ry
Penghargean Siswa Berprestasi sa- Provinsi Risu b ors ) = ors
[Penghargaan panghargaan
Tersedanya Publicasi informasi
Pubikasi Informasi Pendidkan Provinsi Riau pendidican melalui media cetak |12 Bulan 620 (12 buian 1,156 |12 bulan 500 |12 bulan 300|  12buan 17| 60 buan 268
[Workshep Penyusunan dan Pembcatan Media
Pembelgjaran Berbesis Teknologi Informasi dan 150 gunu 468 - ts00um =)
Komunik
Pendidian dan Pelatihan Penyusunan Analsis Jabatan
|dan Betian Kerja Tenaga Pendidik dan Kependdikan 220 B 52 E| 20gw =
:::'““"d"‘ alathon Peyman el Kaeyn 100 Orang 5 Morng 634| 370 0rang 1,083
|Sosiglisasi PPDB Onine 12 kabkota 243 -] 12 kabkota 43
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Indikator S Indikator Kinerja dan K.
Sasaran Kegiatan (Revisi Renstra)
Pendidican Expo Tkegisten
Sosialisasi Program &-Sabak 2 B
[Pelashan Pengembangen Program & Sabak E =
[Pengariaan Pecalatan Progrem e-Sabek 12 kabiko 300 2 iabko 300
[Pelathan Teinisi UN Berbasis TIK (CBT) 1 Kegatan 24 |1 kegiatan 284
Tersksananya Pelatinan Teknisi
Pelathan Teinisi PPOB-Online P06 O e o 12 kabkota 37 12 kabikas 2 | 24 1abiota 7
Teriaksaranya Pelatinen Tekrisi £
Petathan Telnisi UN Berbasis TIK (CBT) UN Berbasis TIK (CST) Provinsi m’u o 188 |Provinsi Risu 0 | 24 1abote 688
Risu
Peringatan Harl Pendidiken Nasional m’““"‘ hari Pendidian 1 kegiaten 251 [1 kegistan 0 | 2kegitan 451
Peringatan Har Guru Nasional Tkegisten 160 ~[Tkegiten 160
Peringatan Bulan Bahasa Nasinal 1 kagiaten 7 |1 kegiatan a7
Peringstan Han Mambaca Nasional = 5
Pengaihan Kewenangan Pengelclaan Penaidiran i
e 1 Kegatan 5,100 1 kegiaten 6100
[Didat Musyawarah Kerja Kepaia Sekolah (WKKS) SD, ] S
SMP, SMA dan SMK
[Adanya Pemithan Pendidk dan
[Pemiinan Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
Tenaga Kependidian 1 kegiaten 256 |1 kegatan 2750 -| 2xegaten 5343
Berpresas dan Betodias Tegiat Prowes Reu |[ 0% F8Pentin
1 Hajar Award Tingiat Provinsi Risu ;w"“:m"‘“'"“" o 1 hegiaten 1215 |1 kegetan 20 .| 2xegisten 1465
Teriksananya Pemtinaan Guru &
[Pembinaan dan Monitoring Guru Bants B P i Riaws 1 kegiatan 430 |1 kegiatan 1,723 |1 kegatan 1,500 - 3 kegiatan 3853
Tedsksaranya
Penyelenggarasn Badan Alredtasi Sekolah Peysienggaraan Badan 35 sekolah 369 |36 sekcish 300 - [0 sekotan =
|Akretasi Sekiah
Pelaisanaan Zore Integritss Terleksananya Zona Infegritas 1 kegatan 00 -| 1kegistan 200
Terselenggaranys Sekretariat
T P :
?:;r::nm n;PmmeaKmn[ AK) Gury Ten Penetapan 1 kegetan 20 | 1kegistan 20
[PAK) Gury Tinghat Provinsi
m:m Kesetaraan untuk Anak Pulis an Lepas o D i 0w =
[Pembinaen Penckan informa] 150 Orang 3540 | 1500y 350
Sarana dan Prasarana Penddang Pembinaan
Pendidican Keluarga 3 Lembage 138 -| 3lembaga 130
Teriksananya Venhkas,
Verificas, Validasi, Moritaring dan Evaluasi Vaidasi, Monitoring dan
ProgramKegiatan, Bantuan Hibeh dan Bantuen Evaluasi ProgramiKegiatan, 1 kagiatan 1,750 (1 Kegiatan 804 [1 kegiatan 600( 1 Kegatan 651( 4 kegiatan 3895
Keuangan [Bantuan Hibah dan Bartuan
Keuangen
13 Anggota 13 Anggota 26 Anggota
|Sefeksi dan Pembentukan Dewan Penddkan Provins |Pemiihan Dewan Pendikan 5 o | i
Riau Provisi Riau [asew e Doy
Pendiditan Perdidken
Kapasitas Dewan Penddikan
:;‘m""" Kapasitas Dewan pendicikan Provinsidan | 'y, & tngkatian 1Keg 950 [1 Kegistan 20| 1Kegstan 776| 3Kegatan 196
tingkat
ki Program dan Keglatan s 2075 (perubahan] 2016 (perubahan)
Sasaran Kegiatan (Revisi Renstra) T
Terlaksananya Audit'Opname
iy AudiOpname Ruang Labor Bahasa dan IPA SON [Ruang Labor Bahasa dan IPA : i
01 Benteng Huk dan SON 04 Perawang Barat Kab. Siak [SDN 01 Benteng Hulu dan SON S i i 5 j Vooslon L
04 Perzwang Barat Kab. Siak
[Penyelenggarean Olimpiade Sains Nasional (OSN) é  |Penyelenggaraan Olimpiade . g q
e e Nosanal (05N & Provns 2 K200 1,000 12 KabiKota 7.000 24 kablkata 8000
Risy
[Climpiade Sains Nasional (OSN) SMA 12 kabikols 12500 [12 kebikota 2500|172 kabikola 569] 36 iabikots 16,560
Otimpiace Sains Terapan Nasionat {OSTN) §!¢ 889 120 orang &3
[Petashan Tata Kelois Kepala Sekolah SMP 600 265 | 60oreng 285
Tersksaranya Olmpiade
(Ofimpiade Otehraga Siswa Nasional (02SN) SMP [Oiahvraga Siswa Nasional 12 katota 2,980 |12 kabikoa 3730 (456 Oreng 2500 [5 cabang 2000 12kabhote 715 11,985
(025N) SP
Terisksananya Lomba Festval e
Festival Lomba Seni Siswa Nasknal (FLS2N) SMP  [Sens Siswa Nasional (FLS2N) (12 kabkota: 2350 |12 kabrota 2506 (268 Oramg 1,500 [5 cadang lomba 1,700| 5 cabang lomba U 853
JSMP
” Terisksananya Olmpiade Sains
Olinpiace Sains Nasional (OSN) SMP Kerserpeiatimn 12 katkota 816 (12 kabioia 974 (144 Orang 1,000 [144 Orang 2000( 144 Orang 983 720 orang 53
Teraksananya Pembinaan
[Pembinaan Olimpiade Sains Nasions (OSN) SMP [ Ofmpiade Sains Nasional (OSN) (12 kabkota: 1,203 12 kabota 1251 | 24 kabkota 2455
1SMP
(Cota Peisiar SHP ;:‘:l:(“&"jgﬁ LombaCpis g cahihota e 564 (12 KabiKota w0 -| 3 kabhotm 145
Terisksananya Lomba Kanya i
Lamba Pensitian limish Remaja (LPIR) SMP Kampaminey 12 katkota 820 (12 kaboia 972 |12 KabKota &0 36 kablkota 250
Terdaksananya Lomba Karya gl
Lomba Karya Jumalistic Siswa SMP (LKIS) SMP e e b e, |12 uabikata 825 (12 kabiioia B17 (12 KabKota 87 36 kabikota 2478
[Pembetian Alat Marching Band Lengkap Unbuk
[Madrasah Al Huda Dume, JI Hayam Wuruk No. 3 Kel. 1 Sekotan 200 - -| 1 sekolah 20
Buiuh Kasap Kec Dumsi Timur Kota Dumai
Ruang Kantor MTS
Lubuk 1 patet 400 {1 Paket 1 - 2paket 416
| Jambi Kec. Kuantan Mudi Kab Ki
[Pambangunan Ruang Keles Baru (RKE) POTA A-
[Mukhisin 1 patet 400 1 paket a0
1. S50 Desa Sei. Selari Kec: Bulit Batu Kab. Benghalis
[Bariuan Pengadaan Rompuier Sakdlah 15 Unil Pordak
[Pesantren Nurussalam Dumai { Yayasen Haji Abdul | i
[Harmic Riau) . Pangima Jambud Kel Tanyung Palas, 13 ot i Bk L
[Pembangunan RKE WTs Madrasah Manabiul Ulam
Simpang 1 Sekalah 350 -| 1sekolsh 0
Goung Kee. Goung Kab. Inhd
[Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKE) MTs Hidayatd i
\slamiyah Kab, nfil, 1 Skl b 1 sekolah )
[Pembangunan Lokl SMP Al Hdayah Yayasan Pemting
Taman Hisyah Kands Kb, Sisk 1 Sakaiah 210 | 1sekoish 210
[Workshop TIK bagi Guru SD Pembina 5 352 1 %0 35
[Workshcp TIK bag Guru SMP Standar Nasiondl | Zxegiten )
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Indikator s —_______Target Kinerja Program dan Kerangka
Tujuan = Program dan Keglatan e e 2075 (perubahan] 16 2017 (perubahan)
- - Target | | Target | Rp(uts) | Target | Rpijuta) |
B Intra den E¥
[Sekolah 250
Dasar
[Kursus Meh Dasar Pramua urtuk Guru SO [ [ 00 T8
[Pelashan Tenaga Labor Bahasa SO bekena sama
 donces: vl ke fagol 1 kegiatan 594 -| 1kegiatan £
Pendamping Kurkudum SO [240 Seboiah 446 [240 sekcah 3 [ 480 ssiolah e
g:!;zrm\gan Korseiing bagi Guru Kelas i Sekolan B = - 5
Sosielias Kamp Lierasibag Gury SD “lw =] | 2oy =)
= Bededkas SO A =0 [ oMesall =0
Gun Berprestas dan Berdedikas S 2 a0 |2 Medall “n
Lomba Kepala Seclen Berprestasi SO 2 Medai 400 2 Macalt w0
gewas Berdedkasi Desrsh Terpencl SO -l Meadal | 800
Lomba Budeya Mutu SD :’:;""Ya fombe bdeyS |7 esiatan 820 178 |180 Sekolah 80 - 1148
[Peaihan Taia Kelos Kepals Sekolah SO 5 [} il [ TTomn T
Pelathan Korpetensi gur Kelos SO =[200r 78 - 200 omng T8
[Areditsi Sekolah Dasar [140 orang 540 =] 50 sekolan 50
Cerdas Cermat SD 3150 | 50 sekolah EXE]
Tedsksaranya Oimpade
(Olimpiace Otehvaga Siswa Nasional (025N) SO (Oatvaga Siswa Nasional [T eabang 2000 209 2300 (408 Oreng 1,500 [5 cabang 1400 6 cabang 730] 27 cabang 190
i0zsN) D Otencn
Otmpiace Ssins Nasions! (OSN) SO m"f&%‘g“ms"“s 2 catang 850 [2 Kegiaten 8% (180 Oreng 750 [8 catang 1000 2cabang 755 14 cabang L)
Terizksananya Festval Lomba
Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N) SO [Sens Siswa Nasional (FLS2N) [2Kegitan 1.200 |3 cabang 1613 180 Oreng 1,700 [8 cabang 1000 S cabang 70| 31 cabang 6212
50
[Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD '— - |3 sekolsh m -| 3 sekolah m
Lomba Cipta Pelsjer SO Teakstore nta coi et 200 |3 1omba 320 |72 0reng <] - olomba 953
P ada et e arsan Bl; == N P2
Pelaks: an Nasional (UN) SMP - |12 kablota 193 -| 12 kabkota 1933
Peisksanaan Ujsn Sekolsh SOM) Teriaaranya U5 SOV [12kabiioi 2850 |12 kaboa 2880 [ 24 vavhon T2
Dukungan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP_ 112 kb kot - 12 kablkota 2000
;‘r:kPenuszlPemlman imiah Remaja bagi sewa A - — s
Seleisi Oimpiads Sains Nasiceal (OSN) GURU DIKDAS B
gy 4 Medsi s medsh o3
|Pengadaan Alat Olahraga SMP - | o
[Pengadaan Media Pembelajaran Penurjeng Kurluium E i .
2013 P
Peksanaan Ujan Sekolsh SOMI can Ujean Nasca! US SoMi dan i i
| SMP/MTs dan SMAMASMK [UN SMPATs. dan SMA/SMK i i 3ieniang i
[Monitoring den Evaluas Pelaksanaan Sekclah Barbass ]
Standar Nasicnal (SBSN) se Provins Riau fimme L 5 28 il n
mplementas: dan Koordinasi Pelaksanaan seis
i 12 kabihota 2500 {12 kabikots 1891 | 24 1athota 4391
Pendamoingan Kurikulum SI2P 20 05 [ 200mng 105
Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikas SMP 800 -| 2kegistan 600
Lomba Kepala Sekoiah Berprestasi SMP. 2 600 -] 2kegistan 800
Lomba Pengawas Berdeckasi Desrah Terpenl SMP 2 Kegistan 600 | 2kegstan 60
Indikator Indikator Kinerja Program —_TargetKineria Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan PR Program dan Kegiatan mm“.: 2015 2016 2017 (perubahan) 2018 (perubahan)
Togel | Rp(oia] | Torget [ (] | Torget
[Peniaion Sekoiah Potensal Menuju SBSN
Lomba unit kesehatan sekolah (LKS) S S Medai 650 [3 Vedat 55
Bimiek Tim Kurbuum Dkcss — |22 0 7% 220y 78
[Didst Tim Pergembang Kisikukum 2013 Dides 110 Orang an [ Ti00mng an
Fasiltasi Tim Pengembang Kurikulum Dikdas 2300 - -| 464 orang 2.300
|lnmba Teta Keloa Manajemen Pelapcran B80S Dixdas 120 Orang 800 120 Orang " | 2400rn 1552
Cerdas Carmat SWP 3 3150 | 92 omng EXED
Pt el o W o By S oG = = s
Pesthan Kompetensi Guru Bimbingsn dan Konsels
(BK) SMP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi |Bimbingen Korseling SMP[120.0/200 459 (360 Orang 1002 -| 4800mng 1461
[Didat Pengawas SHP 20 Orang. 2 o 2
[Lombs Cerdes Teramgl (LCT) Pkl B 0 3 [ i6omng 3
Kreabuitas dan Inovasi (K1) Paket B 12 kabihots 9 12 tabota 9
Peashan Tenaga Labor Bahasa SWP bekerja sama e =5 P =
n Pakel B 750 “[ 234 omng IE])
60 0rang 7 [ 80oem 28
Training Of Trainers (TOT) Kurikuhum 2013 Dikds 100 3 [ 100 orang 3
Pelathan Pengembangan Media Pembelajaran
Berbasis TIK Bai Penddk SP. 50 Orang = . i) 2%
Pengerbangan Asesor Program Induks: Gurd Pemvia = 5 = =
500 % [ 000 E
500 0 £ [ 500 oreng 365
ttan Teraga Pustalaven S sl s e og 5% 5 i i
[Pengembangan ASESOR Program Induks! Garu Pemua = —m = e o
[480 1680 -] 480 orang 1680
Pesthan Tenana Labor PA SMP 60 0ra an | S0wem an
Pesthan Tenaga Labor Behasa SWP 50 38 I s0oem 38
Paisthan Tenaga Pustakawan SP 0o 173 0o 1%
Peshan Tenaga Labor PA SD 60 Orang ) | S0wam )
Pelashan Kompetensi Guru Meta Pelajaran UN P |
beksria sama dengan Pergunen Tinggl Somy i s Wom s
Pelashan Guru Olafraga SO IM 681 -| 180 oreng €81
Pethan Kompetensi Guru 1eis Pelajaran UN SWP 70 Orang 7% T Tooem 285
rebits GunalAuds Tbegiaten m = T kegietan m
[Agresiasi Penddik, tenaga Kependidian dan pesera i
Py 192 orang 60 192 0rang &0
Bessiswa 1 PALD [t gy l471 0ng 6600|709 ocang 7,020 (108 Oreng 5818 493 orang 6200 | 23%20reng 25738
Terlsksananya Lomba Usaha
Lomba unit kesehatan sekolah (UKS) Kesehatan Sexciah (UKS) D, |1 kegaten 650 - |t kegietan 500 -| 2kegistan 1150
lsupAITs ssMK
Terisksarenya Pemcinaan
[Pembinaan Generasi Muds Melal Pendidkan Saka  [Generasi Muda Melalui -
Wiy Budaya Bkt [Pendckan Saka Widya Budsya i 26m o| 1kegatan 2808
lpeks
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Indikator Indikator dan a Pendansan Kinerja pada akhir
s Program dan Kegiatan (egiatan (Revisi R ) 2015 (perubahan) 2016 2017 (perubahan) 2018 2019
 Teriaks Perkemahan £ z = =
sanenya
R::.munamsmwmmmam&mm Bekti Saka Widya Budaya Baki - |1 Kegiatan 1.750 1 kegiatan 1750
e Provinsi Risy
Teceksananys Bessions
[Bessiswa Tamalan SLTA Pads Perguruen Tigg| dlam |7,/ ...\ o) TA Paca Perguruan [{ kegieken 32574 [1 hegiatzn 32,501 |1 Kegiatan 24,000 |1 kegistan 2354880 | 1kegiaten 2848| 5 kegistan 135472
[Provins: Risu
Tinggi Delam Provinsi Riau
Tedaksananys Becsions
Feasew Tanatan SLTAPaca Pergunan T008! | Tamatan SLTA Pada Perguruen [ kegten 13749 [1 vegiaten 16,440 [1 Kegistan 15,000 |1 kegetan 890674| 1kegiatan 8725 5kegitan 62820
Tinggi Nesional
Tersksaranys Bessiona
(Qemsiove Tornatan SLTA Packs Pergenmmn Thgo LB (vt SLTA Puks Poriins [ 2400 |30 0rang 1500 | scrang 3500
Tinoai Luer regen
T = S Kondisi Kin ahir
s Program dan Keglatan Kagioton (Reviel Renotrs) 2015 (perubahan) | 2016 (perubahan) 2017 (perubahan) 2018 {perubahan) 219 ‘periode Renstra
Tecaksananya Beasiows bk < 4 : .
sananya Beasiswa
Beasiswa Bidik isi S1 Lriuk Ekonomi Kurang Mampu | misiS1 urtuk Excnomi Kusarg (1 kegitan 6013 |1 vegiaten 15010 [1 Kegiatan 12000 |1 kegistan 16000 1kegisten 12508| S kegistan 60619
[Mampu
Terlaksananya Beasiowa bidk
Baasiswa Bidik Misi S2 ik Ekonomi Kurang Mampu | isiS2 untuk Exonomi Kurang (300 Oreng 4525 00 orang 425
ampu
|Terlaksananya Pembinaan dan
Lomba-tomba Festfel Lomba
Fi Fl X
sl Lonba Ser Siva Nesonal FLSY SUA (202 ome PSS L0, 7 cabang 1,543 |7 cabeng 1,758 |7 cabang 2600 |7 cabang 2000|  7cabang 1579] 35 cabang 959
Tkt Provos)
|Teriaksananya Pembinaan can
|Lomba-lomba Ofimpiade Sy o 25 cabang
(Olmpisce Oatraga Sowa Nscrsl Q2SN SHA [ tembe OPece 7t 1817 [12 kabixota 3985 [Provisi Risu 4800 [Proviosi Risu 3500|  Scabang 22mf B 1633
(025N Tingket Provinsi
Terlaksanenya Lomba Dabat
Debet Bahass hdonesia SMA Inconesia sowa SWA |12kabihots 45 |12 kabioss 15 |12 KabiKots w2 | 36 katibote 112
|1 Provinsi
Teriaksananya Lomoa Dabat
Dbt bahasa Ingoris SMA Behasa Ingors sisws SMA T, [{2kahikata 381 [12 kabiots 382 [12KabiKots “ 12 kabihots 379] 48 rabihots 1514
|Provinsi
Teisksananya pembnasn dan
o Provins R SN siswa SMA Tk, - |12Kabiko %2 - 121abots )
Terisksananys Ofmpiads Oish
OipincsOvaga Sswa Nasrsl (025N St~ (=0 Ol 0 1,085 [12 kabvota 1900 |12 Kabikota 2200 |12 kabibota 2000 1 8em
Tedaksananya Pembinaza "
Dbt bahesa tingiat SHK Kerdadéns 168 Orang 1011 168 Siswa 1,011 [276 Siowa 1223 - [612.0cang 324
Tersksaranya Festval Lomba
FestivalLomba Seni Siowa Nasinal (FLS2N) SMK  |Sers Siswa Nasional (FLS2N) (15 cabang 1,858 15 Cabang 1458 (432 0rang 1,885 [9icang 1500 15 Cabang 1.260| 60 cabsng 7861
IS
(Sosaiiss Persiapan Pengalhan Pengeioban
Pendidian 150 orang 50 | 1500mng )
Menennah dari KebiKols ke Provns
Pendataan Pergathan Penglolasn Penddian ]
Hebenere e b o) 12 katikota 150 12 kabkota 1500
Teraksananya Lomba Parade
[Parade Cirta Tanah Air untk jeniang SWA (Grta Tanah Ar unae Jenang (12 ket 750 [12 kabtkosa 750 (12 Kabikom 00 - 12 kathota 2000
|SMA Tk Provinsi
[Kemah Pramuka Pendickan Karaiter SMA -| 48orem 25
[Pengadaan Alat Astronoei dan Kebumian SWA 2 Sekolsh | 2 seholah 1000
Lomba Karya "
Lomba Karya Tulsfimish uohk jerisng SWA e et i Sk 12 kabikota 488 [Provinsi Ry 650 |12 kathota 00| 12hatiotm 373 48 hatikots 1610
Teriaksananya Lomba Cerdas
Lomb Cerdas Carmat (LCC) Pancasi, UUDES, NKRY, |Camat(LCC), Pancasia, w
Bk T e o ot |12kabita 2500 {12 ket 2,302 [Provisi Risu 2500 | 38 vatihota 120
[Tungoal ka
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Indikator Kinerja Program dan Kerangka Pendanasn Kondisi Kin
Tujuan Sasaran s Program dan Keglatan (Revisi R ) 2017 (perubahan) 2018 (perubahan) 2019 periode Renstra
T T | Rp{uts) | Target [ Rofuta) | Te | Rpfuta) |
Kaweh Pelair (KKP) KiP arsi nau 500 z | 12 iabikota 50
|Penyelenggaraan Pekan novasi Kressfitas Siswa (PIKS) teraksananya Pekan Inovsi - |10 Orang 100 : - t00mmg 100
[Teraksaranya Kuafias ST
Kualfkasi S1 Terairediasi Tersivecitasi 1 kegatan 7,000 (1 vegaten 768 |1 Kegistan 5000 | 4xegitan 12768
Kuaifiasi S2 Terskreditasi Teriskazranve Kusiifiesi 52 ESSERE 13558 |1 kegiaten 7251 [1 Kegiatan 6000 |1 kegietan 6100 1kegisten 4728| 5 kegatan 16
|Kusificasi 3 Teraireditasi Teriaksananya Kualfkasi S3 (45 grang 3292 [31 Orang 2508 | 730w 5800
[Petashan Guru Banty Provinsi Riau &":"""”“ Pelatiten Gun 2500 | 6120mng 2500
Pathan Pendisan Karya imiah bagi Gura Dikdasmen
Pyt 160 orang 940 (240 Orang 17’3 | 400 0mng 1788
[Pembeyeran Gaj Guru Banks NS %28 | 3645 oang %228
Terlaksaranys Sosatsasi dan
[Penyuiuhan Bahaya Narkats,
oo Bag o S Py "% Ragkatime, ol iias on (0 Sisug 900 272 5sws &2 [or25ws 00 | 784 0rng 242
[Korupsi bags Pelajar se Provinsi
™
Lomba Kompstensi Siswa SMK (LKS) L 1 kegiatan 2600 |t kagiaten 2600 |1 kegetan 1.950 |- -|  1xegatn 1602| 4 kagatan 8122
|Kompetensi Siswa SMK
Terisksaranya Implementast
|implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Serta |dan Koordnasi Pelaksanaan
[Palaporan BOS Se- Provinsi Riau Serta Peiaporzn BOS Se- - |12 Kabikota 3500 12 katvkote 884| 24 kabikote 4384
Riay
| Teriaksananya Pembinaan
[Pembinaan Otahraga den Seni (Marching Band) Oishraga dan Seré (Marching i d
e Sttt 12 KabiKota 1,500 [12 kabikota 20 24 kabikota 1700
|SMA'SMK Provinsi Riau
[Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruidur I i
iy | 3 sekoleh 182 3 sskolah 182
Provrs Re Biaya Bartuan ir _ i R
|dalam Iven Nasional/lntemasional Melaiui PRJEH
Pemetaan sekolah berbasis GIS pemetasn skaigh L - |1patet 20 1 paket 2%
(Gebyar PAUD Provinsi Riau ;’A'::“’""’“ Kagistan Catogec |1 Kegiaten 669 2 1kegistan 669
[Tedaksaranya Montoring dan
Wi vk Dt Pk e P s o i _ i i
Pelathan Operator Pendatasn SMA'SMK ;’x:“: va PL"";;‘NW £ < :
Koordnas Gan Srivonsas! Kebiatan Pengembangen | Tenaksananya Koordinas! dalam 7l N N
| Pendidican [dan huar daerah
Teriaksananya Mods!
Penguatan Model K Saty (Penguatan |8 3 <
Pendiditan dengan Industri Swasta [Kerasama Satuan Pendidican
ldennan industry Seasta
Teraksaranya Peringkan
Peningkatan Pemagangan dan Prekisk Kerja [Pemagangan dan Praiisk Kerja i _ "
[Kerjasama dengan Industri/Swasta [Kerjasama dengan
s =  Yerget Kineri Program dan Kerangis
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan Renstra
o K (e T
Teraksaranya program
|Pemetaan Kabutuhan dan
[Pemetaan Ketetuhan dan Pemerateen Disrusi Gury | Y - 5 -
[Provinsi Risu
Teraksaranya Ujan Nascnal
[Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SOYSMP dan Ujian
(UN) SDISMP dn Ujian Paket - . -
Paket ABIC se Provinsi Risu i
Terisksarnaya Pameran dan
[Pameran dan Lomba Penddican Teknologi Tepat Guna m;:ﬂ?:; Jomg A » >
Tighat SNASKPegueuen Trggi SeProvsi e (S SERTOEL
s Risy
Program Pembangunan Sekolah Terpadu - -
[Permbangunan Sekoah Termadu Kab. Merant = 5
8458 123844 103419 3125 waez R
WU 5
[T APKSOMISOLBPaket A | TI60% Ti62% TT20% 5
bzl 2 APM SDMISDL/Paket A BATH 9 T3% (35 B
ayanan Terpenuhinya : AR et 107.8% 108.14% 109,14% .
Pendidkan  [iayanan PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN |4 APM SMPMTS/SMPLEPaket
Knusisdan  [Pendicikan LAYANAN KitiSUS o Q0% 95.73% %734 5
Layanan khusus [Khusus den by
yang Barmu,  (Layanan )
Oaomkria | asias [SMAMASMKISMAL BPaket C ey A% L
dan
6. APM
Berkesusaian -
SMANASMISMALB Paket C G b U
Kegiatan : KK =
|Persentasi sarana dan
adaan Serana dan Prasarana Pusat Laysnan Autis
:::1“5 Risu — * [peasarana pusat layanan autis |1 paket 1,748 1 Paket 500 |1 pakat 200 | 3paket 2448
[Pengacaan Sarana Prasarana ALzt Barty Anak ]
e 358t 40 5 st 600 9set 1140
Terieksaranya Ujian Sekoiah
[l i ekl S0, i oo SDLB, Ujan Nasional SMPLE (12 kabikota 1,584 [12 kebikota 893 [12 kabikota 1,045 |12 kethota 600| 12kabkota 77| 60 habkots 4609
SMPLB den SMALB Fasgs
[Penelusuran Minst Bakat den Kreatiftas PKPLK m::n’“gf; ;:““a m"‘ 1 Kegiatan 6,260 [1 Kegistan 7.530 |1 kegatan 2100 |t Kegiatan 1912 4 kegistan 17820
Tersksaranya Peringiaian
ghatar autis Pusat 1 Kegiatan 1.300 1 Kegiatan 2,38 (1 Kagisten 3197 |t kegatan 1330 |1 Kegiatan 1071 5kegistan 9287
Lovanan fuss
[ Diiat Kepala Sekolah Luar Biasa (SLE] E TRegatan 85| TRegatan T8
k Kuskadum PRPLK 300 orana 223 300 ong 223
Bimiak Pendidikan Karakier begi PTK PKPLK 516 Or: 2014 - 516 orang 2074
Penighatan Tate Kelola bag PTK PKPLK 200 0r 75 ~ | 200mng 75k
Pelathan Penddkan Lak Lintas S ET) 70 3% = | Toem 3%
Rapat Tekns Pengiian Agikasi Data Kependdkan 3 N 5
[Berbasis TIK PKPLK
Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK 1 Kegiatan 131 1 kegatan 3,000 = | 2kegiatan 3131




Indikator Indikator
Program dan Keglatan 2
Sasaran Kegiatan (Revisi Renstra)
Terisksananya Alreditasi
|Alreditasi Lembaga PKPLK Lembaga Pendidikan Khusus 1 Kegiatan 318 [1 kegiatan 500 - [2kagitan 818
den Pendicikan Layanan Khusu
[Pengaaan Sarans dan Prasarans Olehrags SLB [Tt 788 ~ [Spaket 78
Rehabiitasi ¥
Rehabiitasi Sarana den Prasarana PKPLK Heosimpustoalaarme® - |1 kegatan 0 1 kegiaten 1260( 2kegiatan 2060
[Pembangunan Kantin SLE 4 Ruangan 72 [ aneng 73
junen Ruang Konsing S8 [T Unt i [ 3t 2
[Birok UKS bagi PTK PRPLK 87 Orarg 33 —| 87oem s
Rapat Koordinasi PKPLK ;KH_K"“‘“'*"“ Rapat Kocrdings! 120 Orang 330 {150 orang 525 (150 Orang 51 -| 420 0rang 1408
it Tenaga Pustakewan dan Laboran PRPLK 150 P E | 1500mm PEs)
[Workshop Lissiit PTK PKPLK 72 Orang 56 I 720mm 589
[Workshop Mansemen Berbesis Sekolah PRPLK a0 5 - W0orng a2
[Pematangan Lahan, Pembuatan Turap dan Part ] B
Keliing Pusat Lavanan Autis Provinsi Rizu
Tuzo S8 T Paket 200 T paket 750 |2 paket 2759
PKPLK 200 1 =| 200 orang m
[Workshop Pengelola Lembagakink Auts 130 415 = - 130oreng 415
Pelayanan Pusat Layanen Autis [ oket E - 1paket &
[ Sosilisasi Peisksanaan Penddikan kidusi 540 Or 1937 | Si0ong 1837
[TOT Tenags Insinitur Sekoleh Inkus: 150 Orang 672 | 150 oreng 672
Terlaksananya Bimbingan
[Bimisk Sekolah Irklusi se Provinsi Riau Teknis Sekciah Inklusi Provins 500 Orang 2216 (170 orang 70 |- : | 6700mng 2065
ey
Pengadaan Media SLB 1 Kegiatan 1,000 1 Kegiatan 1,000
[Dilat Pangawas PKPLK E g :
Teriaksananya Kompetens!
Peningkatan Kompeensi tenaga Pendicik Irklusi PKPLK PPy 500 orang 2084 |- < | 5000rng 2084
Teriaksananya Pengadaan
P engadaen Perengkepen dan Peraitan Pendidhan | ouringapan dan Perdatan 1 Kegaten 1,324 |1 Kegiatan 2300 1 Kegitan 1087| 3kegistan 4581
Perictkan PKPLK
Terisksananya Benbingan
itk Kepramukaan Begenjang PKPLK Teknis Kepramukaan Berienjang 140 Orang 720 [200 orang 756 -| 3400rng 1476
PKPLK
Terisksananya Bebingan
Bimtek Persiapan Ujian Nasional dan Penufisen Naskah |Teknis Persiapen Ujian Nasionat .
Ty 0 B Yoo Pk Hirv-adbrie Ty Ot 102 Orang 715 |102 orang 750 204 orang 1465
bag Tenaga Pendidi
Terieksananya Pendidkan dan
Didat Mt Peran Ujan Nesioral bagi PTK PRPLX ooy 22 POt U {4 oy 83 (100 0rang 549 150 orang 0 | 4100rng 192
Tenaga Kependidican PKPLK
Terselenggaranya
Penyelengeracn Penddlan SWAOhaga POl loanyeienggaraan Pendidin (1 Kegitan 1700 | ikegistsn 8531 |1 Kegiatan 8200 1 kegstan 32901 Kegitan 5763 Skegetan P
[SMA Qlaheaca Proinsi Riay
Terisksanenya Pembangunan
Pembangunan Ruang Keies Baru (RKE) PKPLK RuUangKelas Baru (RKE) |24 Rusng 2,007 [10 Ruang 1,440 |10 ruang 1,600 - 34nang 5047
PrPLK
ndikator 7 Target Kined Program dan Keranghs Pendansan Konds! Kin
F Program dan Kegiatan egiaisn (Revi Renoks) 2015 (perubahan) 206 217 218 ) Renstra
Target T Rpfuta) | Target T Rputa) | Taet T Rputs) | Torget [ Rofuts) | Target T Rofuty) | T
Tersedianya Pengadaan Sarana : |
Pengadaan Saran Labor Komputer PKPLK i Korndat SR 1 Kegitan 240 |1 Kegiaten 750 |1 Kegiatan 0 18 paket 1780
[Diiat Peningkatan Kompetens PTK Margnal 257 Oran; 1om - 257 omng 1071
Tersedanya Pengadasn Sarana
f"’m‘,’r” St Pyt Py deton 8o Prasariva Perprstaiam 5 peket 625 [5 pakat 660 10 paket 1285
Tersedanya Pengadasn Sarana
[Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Pembelajaran | " e P 0 i o ] | 5 bogisten 5
PKPLK
[Pergasaan Serans dan Prasarana Alst Seni SLB o 540 |1 Kegiatzn 7] -| Zkegaten 1260
Petathan Ten jkan SLB 72 340 5 I 720em 40
[Pefathan Pendakan Karsider Berbesis Reagamaan 5 | T0oem 20
Foror Gury SO Margnal 6240 N - 208 ong 6240
Penyelenggaraan Pelatihan Pusat Layanan Autis
provinsi 180 |1 kegiaten 485 -| 2kegistan 685
Riay
[Sosialisasi Pendidixan Khusus dan Layanan Khusus 25 - =] 1kegitan 25
[Peningkatan Sumber Daya Manusa (SOM) Pusat 5 i
Layanan Autis Provingl Risu o s Sy %
[Jambore Ansk 401|278 T | S3omm 760
|Olimpiade Olahrana Siswa Nasional (02SN) PKLK - =] 300 orang 130
[Olimpiace Sains Nasional (OSN) PKLK 010 - -| 150 orang 1.010
Festival Lomba Seni Siswa Nasinal [FLSZN) PRLK. 534 - - 300 orang 1534
Lomba ClBiPelaer PKLK R - -] 12 kabkota 140
Lomba Gebyar PKLK 1210|160 orang e [ a20 2646
Lomba Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PKLK 350 - -] 12 kabkota 350
[Pengadaan Kendaraan Operasional Pusat Layaran 0 Z B gut 0
| Autis Proving Risu
[Peninghatan Sarena Gan Prasarana SLEN Pembina 5 ]
Pekanbary 470 1 kegiatan an
[Workshop Guru Pendidikan Khusus non PLB [120 Orang (&3 -| 350 0mng 1135
Tersedanya Meda =l8 > ] S
[Pengatam Mok Gartasie T PUPLX Pembelajaran Bebasis T
Pengadasn Media Praidsk PLH sea wrausaha :‘m‘“‘*"mn’:;ﬁ P 1 ) ] ]
|berbaiss Hidropanik PKPLK = R
Pembangunan Asrama Putra Putsi PKPLK f"mm Puben Pt 8 unit 4350 [s it 2867 1 13 8917
Pendampigan Kurlum 2013 PKLK [Zkaiala T3 |12 kabo 708 | 2 etk L]
Lomba Guru Berprestasi dan Bardedikas SOLB i - -] 1kegistan 325
Peninghatan Tata Keloa Pengawas PKLK 12 105 5 | 120mm 105
Tata Kelola Kepala Sekalah PKLK. 305 | Z | 3 oem 05
Didat PTK Marginal 1 - =| 10 kab/kota 1500
[Monitoring dan Evaluas Tata Keldla Pendidikan Khusus 12 kabik 150 [12 800 .| 24 ratvkota o0
dan Layanan Khusus
[Pengadaan Alat Tulls untuk Kelompok Balajar Marginal 1 Kegistan 284 Z | 1kegatan 2%
[Pengadaan Kelenghapan Sekaizh Siswa SO Marginal 135 sakaian 700 : -| 35 sekolah ™
[Pengadaan paiaien Dinas Guru Huni SD Marginal Iﬁﬁ - | 208 stel 104
[Pengadaan Komputer Bralle dan Printer Braitie SLB 5 Paket 1350 | 5 paket 1350
Dtz 8ase PRPLK | [408 Orang 500 - @08 ong 500
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Indikator
Tujuan Program dan Keglatan S 2015 (perubahan) 2016 Renstra
Sasaran Keglatan (Revisi Renstra) [——————— Target [ RoGuta) |
Teraksarenya Pembangunan
Rusng abor PPLK don Labor 7 urit 14 ruang 20m
et
[Pambangunan Uit Sekoleh Baru (UKS] SLB o IE] T T [RET
[Pembangunan Pager Sekolah .8 3 Paket 200 3 paket 2000
R S8 5 Unt 1280 E 1280
[Pembangunan Ruang Benghe! PKPL IE c Pm‘-""" 4 paket 720 |4 ruang % | 8rueng 1476
Terleksananya Pembangunan i
Pembangunan Rusng LKS PKPLK e 5 Rusng 120 [Sruang % 10mang 147
[Pengadaan Meubiker SLB s SLB Pembina 20| 1| 1 sekoah 20
[Pengadaan Alat Kesenian PKPLK - |30 sekalah 100] -| 30 sekolah 100
jacaan ersedan) k. - -| 1kegiatan
Buku PRPLK Tersedanys Buku PRPLK Thegan [ e, w0
Pengacaan Meubiler PKPLK Tersediannya Meubiter PKPLK 15 Paket 1,688 |15 paket 1,778 [2 paket 20 17 peket 1012 49 paket am
Pengacasn Meubier Asrama PRPLK [ e frm B pabet 0 | spset )
Tersedanys Peralalan Salon
acasn Pecalstsn Sslon den Tata Riss PKPLK - [spatet o[ speer 0
Peno > o tata ris PKPLK n -
Pengadaan Peralatan Tata Boga PKPL m?;w:mx - |5 pakat 700 « |5 paket 700
Gedung dan
Pt "0 | spangen Futsal ndoor SMA (1 kegietan 20 - |t kegiatan 1500 | 2kegatan 1740
i Olaivaga
|Terlaksananya Pembangunan
g"“"“’ Landecape Pused Layanan Auls Provinsl | oo Prsst Layanan Autis - {1 pakat 1500 1 1 patet 1500
= Provinsi Riau
[Teaksanenya Pembangunan
Pembustan Landscape SMA Otahrsga Provinsi Risu |Landscape SWA Olaivaga - |1 pabet 1500 o tpstet 1500
[Provinsi Risy
[Tersksaranys Perugasan
Penugasan Sarjana Mengajar Daerah 3T [Sarjana Mengajer Daerah 3T - 230 orang 4,000 -|230 oraNG 4000
swam)
Teriaksananya Pengembangan
Pengerbangan Sekolah Penyeiengoars hkus: ki Parslorcars b - |1 Kegistan 1000 | 1kagistsn 1000
[Terisksaranya Penyusuran
[Penyusunan Mater Moyl Pembelgjaran PKPLK Imaen Modul Pembelajaran - |120 orang 1200 120 ceang 1200
Indikator Program dan ~_Target Kinerjs Program dan Kerangks Pendansan Kondisi Kin
Tujusn s Program dan Kegiatan 2015 2016 2017 (perubahan) 2018 (perubahan) 2019 Renstra
- ) Target Rp {juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp {juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
Teriaksananya Tehknical
Tehnies AsistensiPenguatan TPK Provins Risu lAsistensiPengustan TPK - |t egaten 2500 | 1 kegistan 250
Provinsi Risy
Teriaksaranya Pengembengan
Rencans Pelsksana Pembaisir Rencans Pelsiszna
| RPP) Pendidkan PKPLK IPembelajaren (RPP) Pendidikan - (g 250 g+ 280 0ng 125
PreLK
Tersslenggaranya Kegeian
Fonyelenggaraan Pencikan SUK Peranian Te7a | operasonal SWKN Petanian (12 Bulan 9028 |12 buien 13371 [12bulan 8500 [12busn 2500  12buan 623 48buan 3063
Terpadu Provinsi Riay
P Pl S P Tt o o P =,
Cerdas Cermat T2 omng 1878 2o 1878
Tersedanya Sumber Daya
::‘u’“‘e""g"‘"‘ Pendidlan SMK Perkanan Provinsi |, i Bdang Pecikanen ysng (12Buan 4000 - |126uian 5500 |12 buian 21|  12bdan 3761| 48buan 15307
ualias
[Sumiah siswa yong mengindi
|Lomba Motivasi Belajar Mandin SMP Terbuka lomba motivasi belajarb mandri |1 kagatan 253 |1 Kegiatan 316 |1 Kegiatan 500 -| 3kegiatan 1,089
|SwP sertaa
Lomba Budays Mutu SO =| 84 sekolah
Teraksaranya Pembayaran
[Peenbayaran Honor PTK PKPLK *‘“""”g’; P’““;";,;",“‘j‘f 201 Orang 6270 [210 0rang 8084 - 20 ceaNG 14354
o0 TPXPHPLK
Festival Inovasi Dan Kreatfitas PKPLK. ;:*“mw::id Inovasi - |1 Kegiatan 2,500 |1 kegiatan 800| 1Kegiatan 660| 3 kegiatan 3760
Tarakaansnys Bek
Bimtek pendickan Penanggulangen Resivo Bencans |, P dagga - |l i ) | 2000y o
Resiko Bencana PKPLK
Tersedanya Sarane
::‘g:‘““a WS“’“ Palerghapon Sekoleh Koten | e opan Sokoloh Karbii - |1 paket 25 |t paket 25
lBencana PRPLK
Geraken Litersi PKPLK o, L - |1 kegetan 50 -| 1kegisten 0
Terselenggaranya Kegaan
::‘u’“ nggeraan Pendidikan SMA Negeri Plus Prownsl (. - ool SMA NegeriPlus ({2l 7,982 |12 butan 8,040 [12 buian 8,000 |12 buian 3500 12bulen 4658 60 buian 2180
Provinsi Riew
Terwujudnya Program PKPLK
[Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka 2
ldengan adsrya Sskciah 675 - |125 0rang 2000 125 crang 648| WSorsng 332
ki Jaak N Tertuka Penddkan Jerak Jauh
[Pengadaan Meubeleur SLBN Pemibina Pekanbary 1 1 - -| 1pakst 177
|Peryusunan Master Plan SLEN Pembina Pekanbaru |1 Dokumen n - - | 1dokumen n
[Pengadasn Desan Grats 3 Sekoleh 70 5 —[ Teshon 0
|Disdat Calon Kepala Sekolah PKPLX. 'E 750 = | S0oem 750
Teriaksananya Dt T
it Tim Pengembangan Kurkuum Tuor dan Tutori |, st SO - e - 2 tesoung -
o s Tutorsl PPL
Terwujudnys Kegiatan
Provins Risu Pensclan MademiKesereian — loperasina PT 4800 343 ’r .w' - 4105|130 mehasisws | 196278 Jepr 1430
Provinsi Risu
|Pameran Karya limiah dan Cipta karya Pergunuan Tinggi = 5 2
e Provinsi Riau
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Indikator ndikator

Sasaran P g Keglatan (Revisi Rensira) Renstra
|Pengadaan sarana Laboratorium Pergunuan Tinggi di 5182
Provinsi Riau
[Pengacaan sarana Perpusiakaan Pergurian Tinggidi 5
Fezispei 1PT s 1PT n
Pengadaan Meubelier Pergunzan Tinggi di Provinsi Riau spT 2000 - |seT 2000
zngmn ‘Alat Kesehatan Pergunian Tinggi di Provinsi BT o Bl er m

u

[Pengadaan Peralatan Olahiaga Perguruan Tingg: & PT 7
Provinsi Riau il “
Pangadaan Komputer Peeguruan Tingg d Provins Riau 128 119 - - |seT 1.79%
[Pengadaan Pecalaten Elekronk Perguruan Tingg: G TR Bl )

& Riau [SPT 045 |1 pt 328 a 313
Pengadaan Prasarana Pergunian Tinggi di Provinsi Riau - - -
[Penysienggarasn Penunjang Leyanan Wl Pendaien |Teraksananya Layanan Mus 2
iy AP - |1 Kegiatan 3900 1 Kegietan 2243(2 kegiatan 6143
[Penyelengoaraan SMA Pintar tersslengoaranya penididkan ~[1Sekdsh 7,000 [1 sekoleh 274725| 1 sekolah 4082] 3 sekolah 13810

Tedaksananya Sosilsas:
Pendidican Parenting Bagi Masyarskat [Kebusuhan Pendicikan Pasenting 350 orang 2,085 [300 orang 850 -| 1220mng 252{772 orang 3197
[Bans Masyarakat
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidi dan 5
s DY 24 orang 4778 204 omng 4541]408 crang 9417
[Penyeienggaraan Penaiakan Alrmasi PenGiakan
Menengah (ADEM) Bagi Daerah 3T dan KAT Provinsi - 12 kabikota 18512 kabikota 185
Riau
| Agresiasi GTK PAUD DIKMAS Dan Guru Berprestasi )
 Serta Bex Se- Provinsi Rau - 1kegatan 850  tKegiatan 695/2 kegiatan 1545
[Pendidican Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional N l240 ocang P 240 ceang P
Teriaksananya Kompetensi
Peninghatan Kompesans Tenaga Pendidi snghat PAUD | 2 e 000 R o -1 - g -
[PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI < = = A
Tereksarenya Pameran :
Parispasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan |57 P8 O 1 Kegiatan 13 - |1 kegistan 12
[PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAR g
|Penyslenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 12 kabkota 242,634 60 |12 kabkota 203738/24 kabikota 446372
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN
pestnry 52893 1,05 - - 103943
[Pengadaan alat-alat Prakiek kursus dan paiathan Tkegatan 3500 |1 kagiatan 2184 |2 kegiatan 568
[Pengadaan mobler 1 hegiaten 650 | kegiatan 650
[Apresiasi PTK-PAUDNI 2200 - -|204 ora 2200
Sartiikas k it 1725 - ~[208 orang 1125
warna belajar PNFI 1 kegatan 920 |1 kegiatan 1,100 ~[2 kegiatan 2020
[Pembangunan TEM Percanohan di daerah 3T 1 Unit 1500 - | unit 500
[Bantuan honor hutor Keaksaraan 3,000 |480 orzng 900 -[1004 900
] Gender bidang pendidikan 450180 oreng 850 ~[220 ccang 300
|Pengadaan komputer untik PKEM 1 kegiatan 1,600 |1 kegiatan 943 -{2 kegiatan 543
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangks
Program dan Keglatan = 2015 (perubahan) 2016 (perubahan) 2017 (perubahan)
Sasaran Keglatan (Revisi Renstra)
i Target | Rp(uta) | Teret Rp (uta) |
[Aovesiasi PTK Kursus dan Pelatian 7 Jara 1350 E 1.350
|Apresiasi PTK Pendidian Masyarakat 8 Juara 1350 “[gjuars 1.350
[Feresiasilembegs ursus can Perghargasn Bog 108 Orang o o prp— 0
mk%num Karya Nyata dan Karya Tulis bagi PTK o = Jrs0 0reng =
[Bimiak Asesor PNFI |242 Orang 900 ~[2¢4 Orang 500
Fasiltasi Ujan Nascnal Penaialkan Kesetaraan
Program Pabist A, B dan C 12 KabiKota 2,000 |12 kabikota 1707 {24 babikota a7
PKBM Rujukan - ] -
Standar K
sy 160 orang 800 {160 orang 800
Pengadaan Serana PKEM Rujukan = ] 2
(Workshop Panyalahgunaan Narkoba bagi Anak Putss 1254 {240 0rang 125
Sekaish
[Pendidikan Arnek Puus Sekolah 5 |60 Oreng 5
[Pelathan Persiapan Ujan Nasional dan Penulisan
Nasksh Try Out bagi Tenana Pendicik PNFI i 108 Oreng (L
Uj Kompetens Penguii Praktek 887 |3 Oreng 7]
Model Pamong Belsjar 166 ~[25 Orang 168
[Peningkatan Mutu Lembaga Kursus dan Pelathan 520 {120 Orang 50
Pakei C 3 ~|20 Orang K]
[Kompetens: ior haaksaraan fungsional 1 Paket 425 |2 Patat 4175
[Pendidikan dan Pelathan Pramuka Kursus Mahir Dasar 551 {60 orang 551
Pe::;:mdm Palatinan Pramuka Kursus Mahir = | — =
Pembelsjaran Keaksaraen Fungsional 1388 ~[24 oran; 138
Pengacaan buku TEM - EEREY 1500
Pengadaan alat-alat prakek 2000 |72 sekoish 5500
|Ditat Pengembangan Model 40 Orang 164 -|40 orang 164
[Peningkaten Kuaifikasi PTK Pendidian Masyarakal < E A
[Pernbi bersniang i 1200 - ~[180 orang 1200
:mwrgdevauasP«mlmNmmem 420 0cng 1220 g 120 ccang 120
[Pendidican dan Pelathan Tenaga Pendidk Lembaga i
e . P 300 Orang 1347 300 Orang 1347
[Pendidican den Pelathan Kursus Merjant Paraian -
Wania dan Ansk Tinghat Dasar {icitm il ! egeten =
[Pendidian dan Pelathan Kursus Merjaht Parain
|Wanita den Ansk Tinghat Terampil gt = el =
Pendidikan dan Pelathan Kuliner Tradisional Daerah 20 Orang 2% {20 Orang 3
[Pendidikan den Pelathan Masakan Oriental dan
-fo0 or
o 20 Orang 2 120 Orang =
Mn;:: dan Pelathan Kursus House Keeping 30 Orang &0 {30 Orang 460
Penyeberan Informasi PNE] 12 KabKoa 15 |12 kaboia 650 |12 ¥abkota 1565
Pengadaan Serana dan Prasarana Forum PKEM 1 Unit 250 - [ unit 250
Pengadaan Sarana dan Prasarana Forum HIPKI |1 Onit 250 - =|1 unit 250
Pengadaan Serana dan Prasarans Forum PAUD |10t 250 - [Tonit 250
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Indikator Kinerja Program dan —_____Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |
Program dan Kegiatan 2015 (perubahan) 2016 (perubahan) 2017 (perubahan) 218 Renstra
Kighten (ot oot L= Target [ Rp(juta] | Tamet | Rp(uta) | [ Ro Guta] |
‘enitk dan pamong belaiar PNFL - |60 orang 470
ngkatan Manaiemen Pengel 'ganvsas: Mar 168 orang. 750 410 orang 1,100 -|S78 crang 1850
[Pefathan Kursus Bordr 124 Orang 368 |24 orang 350
[Pefathan Kursus Tata Boga 15 Orang 218 |15 Oreng 218
[Pengacaan Peralatan Kursus Bordir, Menant dan
Fpkyrorm 12 lembaga 500 -|121embaga 500
Sosialisasi Program Pendidian Non Formal dan
ey 30 Orang 1,100 130 Orng 1100
Rapat Koordinasi Bidang PNFI dan Mitra PNFI Sa
fracsetizan 260 Orang ) {260 Orang 874
(Bimbingan Teknis Tutor Dikmas dan hstnkbur Kursus P = ip "
 dan Pelatihon 50 orang 0 50 orang 50
Pengadaan Alst - Alst Pembelaiaran PKBM 3 -l -
[Peningkatan Kompetensi Therspis Aus 670 - -[250 or 670
[ Diiat Parenting Autis' 1.500 = -[500 cras 1500
[Bimbingan Teknis Pembetukan WAtra Auss 444 - =[50 Oreng 444
|Gebyar Auss 750 - ] 750
embangan Kemampean Din Anak AUlis 100 an - |10 o [17]
[Pembangunan Gedung Sanggara Seni Salsabila I i
s 100% 00 100% 00
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud (Yeyasan i |
Darl Amal) desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar i “o s o
[Workshop Penik dan Pamong Belajar Pendidikan Non E: 1
omal dan Informal [0y = %0 0reng =
[Workshop Pendidikan Untuk Semua (PUS) 150 Orang 750 | 168 orang 800 ~[318 orang 1550
[Pembingsn Sekolah dan Lembags Berwawasan 2 selokh 200 .|2 00
(Gender
[ 48 seholah 900 |48 seholah %00
[Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pendidikan Non i g g
Formeal dan informad 1 kegatan 1220 kegiatan 20
[Pembentukan Lembaga Sertfikasi Projes (LSP) dan 5 ]
e Ol A [24 Orang 506 24 Orang 5%
[Pengadaan Sarana dan Prasarana Badan AKTeGias!
Provinsi 1 Lembaga 750 - -|1 tembaga 750
[Pendidican Non Formal Provinsi Riau
[Workshop Pemberararan deaksaraan Fungsonal begr
Kader 150 orang 500 (35 orang 216 -|185 orang 716
Pengaersk P
|Sosialisasi Pendidian Layak Bermutu Ramah Ansk dan
ebas Punguan (PANUTAN) 1 kegatan 789 (1 hegiatan 4000 |2 kegistan a1
Shudi Banding Pendidikan Layak Barmiu Ramah Anak
dan |5 Provinsi 250 - |5 Provinsi 250
Bebas Pungutan (PANUTAN)
Emm ‘Bordr Mosf Melayu Ries 550 = ~[35 Oreng 650
|Warkshop Pendidikan Keorangtuasn Untuk Kelompok
Dasawsma 150 orang 500 z -|150 crang 500
[Pelathan Administras UP2K PKK 312 - |60 orar 312
[Pelathan Manajamen Koperasi Bagi Kader PK Se-
Provins: Orang an - 150 Orang n
Risu
Indotor - Target Kinera Program dan Kersngia Pendansan Kondis! Kin
Program dan Kegiatan [ 2015 (perubshan) 2016 2017 2018 218 Renstra
Sasaran Kegiatan (Revisi Renstra) T m———!n]
[Peningkatan Kapasitas LP3PKK (Lashan Pengelda 3 |
Program dan Penyuih PKK) 100 Orang 550 100 Orang 550
[Bantuan Honor Tutor Paket A, Paket B dan Paket C &
i Paace kot PREM 1330 Orang 909 (180 orang 550 1510 orang 1459
[Pameran Pendidian Norformal dan informal (PNFI T 130 | . 1200
E£XP0) ; :
'Eeauas ‘Pendidikan Non Fomal 1720 1,000 [200 orang 2310 ~[220 orang 3310
[Pengadaan Serana SKB 45 1063 Jeske 1,003
[Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelashan 120 a - -[120 crang ort
[Workshop Pengeicla Pendidicn Mesvarakat 977|130 oreng 700 {346 orang 1677
[Workshop Pengelola | dan Pelathan 120 440 [120 oreng s =[240 crang 493
[Pameran Hari Kompetens: Nasional |2 Pameran 538 - -[2 kall 53
[Pengadaan Serana Pelatian PKEAL 2000 N |60 lembega 2000
[Pengadaan buku bacaan untuk Taman Bacasn P m B 6 o
TBM)
Pengadaan Sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM) |24 TBM 1,250 (12 7BM 700 -Jos Tem 1950
Workshop Penuiisan Karya Nyata bagi PTK PFI Gan
Karya [216 orang o7 - -|216 crang on
Tulis
Pengadaan Media Pelatihan Wira Usaha Pertanian 2 ! 4
(ko ik PR 1250 12 lembega 1250
Pengacaan
[Keiompok Remeia dan Majelis Taidim [8 Lambegs 50 - =|8lembega 500
[Pengadasn Media Ajar Presentas dan Sosialsesi
Barbasis 1 kegatan 1,250 |1 kegiatan 1300 -|2 kegiatan 255
[Workshop Pengembangan Satuan Pendidian Respansf| ) |
Gender |40 Orang 25 40 orang s
[Persiapen Pelsksanaan PKEM Rujukan [36 Lembage 169 E ~[36 Lembay 169
Sosialsasi Pendidikan Karakier Berbasis Keluarga 10 kecamaten an : - ;i’wmn an
Kajan dan Andiisis Stuklur Organisasi Pecangiat
ok |2 Nasksh 400 - |2 Naskah 40
[PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA 21591 5580 ] 71,954
[Sosiiisasi Turjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar §
Tingkat SMP, SMA_ SMK s Provins Rieu o - e -[2kegatan o
|Arugrerah Seni dan Budaya untuk Tokoh dan Pelaku
i Bidermse Pk 10 Orang 15 {10 orang 175
[Peningkatan Sarana Kesenian untuk Komunias i .
Melayy dan Non Melayu
[Penerbitan Buku Centa Rakyat dan Lagu Daerah se ip
e s 1 Kegiatan 00 Kegiatan 300
Serminar Kebudayaan Melay 1 Kagisten 200 |1 Kegisten 200
Pendaftaran HAKI Karya Seni Budeya i _:“"“*“' -
e Provinsi Riau |Se-Provinsi Riau P
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o I
Indikator Indikator
s Program dan Kegiatan Kegiatan (R FI iR 2015 (perubahan) 2016
b/ | Rputa) | Target
120 org
Inventarisasi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Risu 100 | 120 ORANG 162 -{240 crang 262
Festival Seni Budays KAT se Provinsi Riau 1 kali 7 KAT 1.000 =|1 ki 1,000
Dukungan Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi d':"‘"‘"" o - s
Riau Kimngng
sigk
[Peninghalan Sarana Kesenian uniuk Komuriias ‘paket peralatan| i
Melayy dan Non Melayy 00 [6 paket 300
Penngkaten sarana taman budaya 1 Kegi 1754 [T Kegiaten 1154
‘dan kegiatan berkesenian 10 Kegisten
 aimen budk lberkesenian 2520 ~|10 kegiatan 2520
Pendafiaran, Regiiasi dan Penetapan Cagar Budeys
Tidak Bergerak Provinsi Risu S . == §[28 M
Pendafiaran, Regitrasi dan Penetapan Cagar Budeya
B Provinsi Riau [2 cagar budaya 00 -l2C8 a0
[Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Rizu 1 Kegiaten 300 |1 Kegiatan 808 |2 kegistan %3
Pemetaan Saus Cagar Budaya Kegatan 1 Kegiatan 453 -|2 kegiatan 753
Pemugaran Cagar Buda, Kegiatan 600 [1 Kegiatan 151 |2 kegiatan 2114
Kanservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak 500 |1 Kegiaten 2% ~[2kegiatan 745
Pemetaan Sejarah Lokal Kegiatan -|1 Kegiaten 300
Pengelolazn Museum Sang Nia Utama 1.147 |1 Kegiaten 1147
Pengelolaan Taman Budaya Kegatan 657 ~[TKegiatan 65T
Museum Sang Nia Uiama Paket 615 |5 Paket 925 -|6 paket 1540
Pubikasi Museum baik media catak maupun digital 308 |4 kagiaten 545 -|4 kegiatan 852
Pengadasn Alst-alat Rebana untuk Keb. Kamgar i 250 |1 Kegiatan 205 ~[2kegiatan 495
Peneroran cen Pengadaan Buku Sejarah Penuangan ]
Riows Sudtan Syacif Kasim 1 Kegiatan 198 1 Kegiatan 198
[Penebian dan Pengadaan Buku Sejarah Pequangan
Riau Tuan Guru Syekh Abdurrahman (Muft Karajsan 1 Kegiatan 198 -|1 Kegiatan 198
Indragir)
[Penerbitan dan Pengadaan Buk Sejaran Perjuangan _ |
[Risu Pangima Besar Reteh Tengku Suitng A % 1 Kegistan el
g:‘mwnaan Alat-Alat Rebana d Kota 1K 1001 Kegitan @ 2 kegaten @
Pendafiaren Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riey 1 Kegiaten 965 =|1 Keqisten 965
Z‘:lalwan Cagar Budaya Sdak Bargerak Provins 1 Kegiatan a1 1 Kegistzn %01
[Registrasi Cager Budays Tidek Bergerak Provinsi Riau 1 Kegiatan ("3 |1 Kegiaten o5
Reqistrasi Cager Budays Bergerak Provinsi Riay 1 Kegiatan 865 -|1 Kegiatan 885
:umaaan Cagar Buceya Tidek Bergerak Provinsi 1 Kegiaen % 1 F— e
Penatapan Cagar Budaya Bargerak Provinsi Riay tan 7% =|1 Kegiatan 782
Pembustan Profil Cagar Budaya (egatan 468 |1 Kegiaten 468
Pubikasi Cagar Budaya ton 4 |1 Kegisten 47
Konservasi Cagar Budays Barpersk (egiatan 412 -|1 Keqgiatan 412
Penelusuran Peninggalan Naskah-Naskah Melayu Kegiaten 853 |1 Kegiatan 893
Pembuatan Master Plan Kawasan cagar budaya Kegiatan 928 =|1 Kegiatan 928
Pembuatan DED cagar budaya Kegiatan 180 -|1 Kegiatan 180
[Seminar Cagar Budaya Kegatan (73 |1 Kegiaten 926
dan sejarah Provins: Riay Kegiatan 883 =11 Kegiatan 853
Indikator - fa. = Y Kondisi King
P Program dan Keglatan Kegiatan (Revisi Rensira) (perubahan) Renstra
Target | Rp(uta) | T | Rputa) |
[Napak Tilas Sejarsh Kegiatan 440
[Lomba foto Cagar Budaya Provinsi Riau Kegiatan 4%
[Pembustan Fim Dokumenter Cagar Budays Kegiatn 731
Ekskavas\ Cagar Budava Kegiatan [
[Climgiace sejarsh Kegisten -
[Penerbitan dan Pengadaan Buku Sejarah Pequangan 2 3
Ry 1 Kegistan 198 1 Kegiatan 19
mﬁmmsr N@::““ Misi Kebudayaan Provinsi Riau Dalam dan 1 Kegistan 850 |1 Kegiatan 850
Zapin Center |5 Provinsi 500 -5 provinsi 500
[Workshop Seni i Taman Budaya |5 cabang seni 503 | :::bens s
::p"m Koordinasi Museum Kabupaten'Kota se-Provinsi 1 Keg a |1 Kegitan m
Pangadaan Tradisional 1 paket 1313 =|1 paket 1313
[Pendataan dan Montoring Sanggar cen Teater Se- = - PETE =
| Provingi Riau
[Pendataan Benda Sejarah dan Budaya Se-Provinsi Riau 12 KabiKota. 300 ~|12 kabikota i
|Alusisisi Benda Sefarah Budaya Se-Provinsi Riau |1 Paket 875 =|1 paket 875
[Pembuatan Patung Berpakaian Adat Melayu Riau &
Tosnen Buaye 1 Kagiatan 200 =|1 Keglatan 20
MM?RS:;I:GMGGBMTMNMH\-MBKS& 1000 2000 11000 oceng 2000
1 200 |1 Kegiatsn s -|2 kegistan 782
Pameran Museum Se-Sumatera dan Se-Indonesia i 81 -|1 kegiatan 381
Survei data Kolskst ] X
Lombaac’:::s Cermat Kebudayaan Tingkat SMP se P = . =
[Registrasi dan Invenansasi Koleksl Museum TKegatan 105 [T Kegiaten 105
[Pengadaan 1 Kegiatan 463 -]1 Kegiatan 483
[Penyempurnaan Tata Pamer 1 Kegiatan 157 |1 Kegiatan 157
[Pendalaman Nia-nilai Budeya melakul Kolsksi Museum 2 Kegiatan 845 -[2 Kegiaten 645
[Pembustan Vitnn dan Lighing Museum g -
[Pembuatan Katsiog, Brosur, Kalender, Buku Panduen 1 Kegatn W |1 kegietan e
Museum
[Pembuatan Souvenic Mussum Sang Nia Utama 1 Paket 430 =|1 Pakat 4%
[Pameran Museum Se-Sumatera dan Se- Indonesa 6 Kegatan 685 |6 Kegiaten 635
| Perniihan Duta Museum se- Provinsi Riau dan Nasional 1 Keglatan us -|1 Kegiatan us
[Pengembangan Sistem Jaringan Informas: dan i i
| Komunskasi Kabuds se Provingi Riau
[Penyusunen Mata Pelgaran Muatan Lokal Budaya i .
[ Metayu untuik SD. SMP dan SMA di Provinsi Riau
Sosialisasi Nisi Budaya Melayu untuk Komunias Einis |
o ekt n P s 165 orang 853 165 crang 853
Sosialisasi Niai-Nisi Budsya Melayu untuk Komuntas | .
| Adst Terpenci (KAT) se Provinsi Risu
Inventarisasi Komuntas Adat Terpencil (KAT) s
i s 7 KT 114 |rrar 1
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Indikator indikator dan
Program dan Keglatan s 7015 (perubanan] 2016 211, 2018 Fin)
Sasaran Kegletan (Revisi Renstra) : - R
Target | | Rojjuta) | Target | | Terget | Rpjuts) | Target | Rp(uta) | Tarpet |
Penyediaan Peraistan Kessrian untuk KAT se Provinsi | .
™
Pembangunen Baal Permuan untk KAT se- Provrs] ] =
|Risy
Pengadaan Meubeier Gan Peraatan Pendukung
[Penuriang Operasional Balai Pertemuan KAT se | .
Provis Risu
Pendokumentasian Upscara-upscara Adst Melayu dsn 1 .
Non Melayu s Provins Rieu
Sosilsas: Pelestanian Nia-Niai Budaya Melayu untuk | ]
SD, SMP, SMA dsn Guru ss Provisi Riau
[Pendokumentasian dan Publias Sestra Trade Lsan 2| ] -
Provins Riu
[Pendokumsntasian sen budaya KAT se Provinsi Rieu 1 =
[Penyediaan dan Pengelolaan Arsp dan Dokumentasi
Kebudayaan se Provinsi Risu i -
[Penyernggarasn Fesival Parmaren Rakyat 56 ] _
Provins Risu
Workshop Peninghatan Kapasis Guru Matan Loral
.xdaya Mefayu Riau untuk SD, SWP, SMA dan SMK ss 1 2
Provins Risu
Pengembangan dan Peninghatan Kapasitas Pamong ] -
utaya se Provinsi Risu
[Permbeian Insent bagi Tokoh can Pelaku Budaya 58
Provins Risu 1 .
F Budays Provns Roeu ] B
Permbinasn Catiang Lomba Seni pads FLSZN untik i .
SO, P SMA dan SMK se Provinsi Risu
Penyusunan Peta Bahasa Melayy Risu ] z
[Penyusunen Peta Budaya Melayu Rau ] =
Butaye Mefoyy s Provins Riau j2ion ) 2 attotn 1
[Lomba Karys imish Tingeat SLTA TKegaten 70 [T Kegiten 0
[Diaiog Irtecakt meials meda elekironk 7 =
[Dilon Budaya d Televis dan Radio = ®
[Pernetaan sesaran il Vegatan 5 [T Kegiatan E
|Penuisen seiarsh iokal hegiaten 410 |1 Kegiaten 410
|Penebissan Buky Seiareh Lokal hegiaten 4% |1 Kegiatan 4%
jan Pemuseumsn Museum vegiatan [ [ Kegiatan 45
Peningaten SOM Juru Peiihara Sius Cagar Budeys 1 hegistan % |1 Kegiaten o
S32d Kelayakan Pensiapen Cagar Budays Uik
fraipaeray 1 hegistan 601 |1 Kegiatan 801
St Tekns Pemugaran Cager Budaya Thegatan 78 [T Kegitzn 78
[Promos Cager Budsya Riau Thegistan 5] 1 Kegiaten 57
Msi Melayy Dalam don Luar Negert ] E
[Kajan Budaya & Provis: Reu i g
i) Program dan Kegiatan 2015 (parubahan) 216 e ~ 2018 (perubahan)
[ 2017 fpen pen
Sasaran Kegiatan (Revisi Renstra) [ Fp uta] | Torget p Guia) | Farget
[Pubikas Taman Bus Theqiaten a0
Fesiival Lancang Kuning Taman Busaya 3 Kegatan 2101
Pambuatan Nsser Pen Taman Budaya
[Workshop Penuiisan Skanario Fim 1 Kegiatan 131
Borkesenien
Pergetaran dan Antoogi Sastra Daerah dan Nusartara 1 hegistan 27
[\Workshop Pembuatan Film Dokumenter Hjso 23
|Gitz Bahana Nusaniara kegiatan 157
Parade Tan kegiatan 317
estival Lagu Melayy kegiatan 275
estival Seni Islami kegiatan an
estal Teater Tegiatan 75
Parade Lagu Daersh dan Nusantara kagiatan 266
Temu Budaye Nasional 4 cabang sen s&
Pameran dan Pergelaran se-Sumaiers Tisgatan s
Pameran Seri Rupa l‘:‘g“"" 20
Pasar Sen Taman Budsys 15 kal 02
TFan Sen Toman Budaya Thegaian il
Promos Sen dan Budaya Weleyo Dalam dan Lusr T 5
X Kegiat
[Workshop Seni Peran [ agjotem 26
[Workshop Seni Rupa Eaggotan 18
Pelathan Alst sk Tradsiondl & Kalangan Peigar hegatan pr7}
[Aubace hegiatan ]
Pelathan Pemands Wuseum D 5 orarg 131 15 orang 131
Pengembangan Pusat nformasi Kebucayaan Meiayu i
Zapin Center ]
Parts pas: Penyelenggaraan Even Budaya Se- Prownsi ]
Riau don Luar Provinsi Risu
Sosilisasi Turiuk Ajar Melayu Ris Unuk Masyarsiat
Se- Provinsi Riau 1 kegiatsn m -|1 Kegiatan m
[Pambelian Hak Cipta Karya Budays Malayy =
[Penyediaan Perangkat dan Pengelcian Setem ]
informasi Cegar Budaya Provins Risu {sos e { Kagiton s
Zona Ins Situs Cagar Budsys (Cand 7 T; i
Pty 1 hagistan 921 Kegistzn 521
Pargelaran Budaya Provins Risu Paca Heri Nusantar 1 hegistan s |1 Kegisten s
Pannghatan Pestanan Proouk Budays Meiays
e 3 kegistan 250 s kegistan 2500
Peninghatan Sarana Gan Prasarana Lighing Taman
udays Provins: Risy {Sosay o || Kegistn s
Pambuatan Album Instrumen Lagu Melayu Rsu eping 1% 500 bush cd 19
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Indikator 3 Pendanaan Kondisi Kin
A Program dan Keglatan 2018 (perubahan) 2019
[ Torget T Roguis) | Torger [ Rpfuis |
[Pangadaan Koleksi Perpustakaan untuk Ruang -500 expir 180
Perpustakaan Museum Daersh Provinsi Risu
[Peningkatan Mutu Ruang Perpustakaan Museum
Daerah Provins Risu i
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya | :
ratur
Pelaksanaan Penstapan Angia Kredt Guru Se- Provins:
by 170 guns 40 -|170 guru U0
rogr ] S

mrnmmmnmm Perangkat 100 Ps. M -|100 crang an
Program Penataan tatalaksana E S
Kafian dan Andlisis Struklur Organisas Perangkat 2 Noskah m {2 nasiah m
Daerah
I ] 3

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINST RIAU

ByfNTO, SH, M.si

PEMBINA TK
19680312 199403 1 004
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